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RINGKASAN 

Kehadiran UU Nomor 511979 sejauh ini memang membawa berbagai 

konsekuensi begitu rupa baik yang bersifat administratif pemerintahan desa, 

maupun politik dan sosial budaya dalam masyarakat. Berbagai kalangan, 

khususnya ilmuwan dan peneliti sosial (sebagaimana nanti disajikan di bawah ini), 

mensinyalir bahwa setelah UU Nomor 5/1979 kepemimpinan di pedesaan terpusat 

kc lembaga-Iembaga formal terutama Kepala Desa. E1it agama, seperti kiai 

misalnya, posisinya tergeser dalam konteks kepemimpinan dengan kehadiran elit 

pamong desa. 

Kenyataan-kenyataan yang disebut itulah yang sedikit banyak ditemukan dan 

diisyaratkan oleh beberapa penelitian para ahli. Dengan kata lain, beberapa 

hasil penelitian melihat peran elit agama mengalami peminggiran atau 

pergeseran, terutama setelah diberlakllkannya sistem administrasi pemerintahan 

baru di pedesaan, yakni UU Nomor 5/1979, sebagai salah satu wujud intervensi 

negara ke dalam kehidupan pedesaan. Penelitian-penelitian dimaksud misalnya: I) 

penelitian di scpuluh propinsi yang dilakukan oleh Yayusan IImu-lImu Sosiul 

(1988); 2) penelitian di beberapa propinsi yang dilakukan oleh PT Perencana 

Aneka Sarana atas prakarsa Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Direktorat 

knd.:ral PUOD. D.:partcmcn Dnlam Ncgcri (1991); 3) pcnc1itian yang khllslIS 

dilakukan oleh Yayasan IImu-lImu Sosial di Kalimantan Barat atas 

permintaan Gubemur Kepala Daerah setempat (1992); 4) pcnelitian oleh tim 

Universitas Gadjah Mada (1993) di lima propinsi bekerja sarna dengan Badan 

Penelitian dan P.:ngcmbangan D.:partemcn Dalam Negcri (Socmardjan, 1994a: 

296-300). Salah satu di antara temuan pcnelitian-pcnelitiun tcrscbut udalah 

munculnya sualu dualisme di pcdesaan. di mana pemerintahan haru di desa 

cenderung hanya berfungsi sebagai perpanJangan tangan (ekslension) dari 

lembaga pcmcrintahan di atasnya, sedangkan pemerintahan lama di desa tetap 
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hid up atas dasar adat yang pada umumnya (kecuali di beberapa daerah) tidak 

mendapatkan pengakuan secara fonnal dari hukum negara. 

Sementara itu, penelitian Usman (1990), di tiga desa santri di Jawa 

Timur dengan jelas sekali menunjukkan betapa elit agama atau para kiai, 

mengalami pergeseran, untuk selajutnya digantikan oleh kehadiran dan dominasi 

elit pamong desa. Elit agama, misalnya, tak lagi mendapat tempat dalam proses 

pengambilan keputusan desa. Kenyataan yang kurang lebih sarna juga 

ditunjukkan oleh penelitian Asfar (1997), di sebuah desa di Jombang, khususnya 

menyangkut otoritas kepemimpinan kiai. Asfar sampai pada kesimpulan, di mana 

telah terjadi pergeseran otoritas kepemimpinan politik kiui. Kiai yang dulu 

dijadikan tempat bersandar untuk memecahkan berbagai persoalan, baik masalah 

agama maupun dunia, belakangan menunjukkan fenomena yang berbeda. 

Senada dengan penelitian-penelitian tersebut, hasil penelitian Safa'at (1996), 

tentang dampak implemetasi UU Nomor 5/1979 terhadap masyarakat adat di lima 

propinsi meliputi Propinsi Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 

Barnt dan Kalimantan Timllr. Sati,'nt mclihat bahwa masyarnknt dan 

kepemimpinan adat setempat sunguh-sungguh terpinggir dan tersingkirkan setelah 

berlakunya UU Nomor 5/1979. Menurut Safa'at, kepemimpinan yang muncul 

setelah UU tersebut justru lebih menguntungkan kalangan atas atau pemerintah 

dan kehadirannya kurang menyentuh masyarakat (bawah). Hal ini oleh 

masyarakat setempat dipandang sebagai suatu kerugian terutama terhadap 

"keagungan" trndisi mcreka. 

Akan tctapi, tcrlepas dari hasil-hasil pcnelitian yang discbutkan di muka, suatu 

kenyataan lain dan/atau fenomena yang berbeda muncul dalam kchidllpan 

masyarakat sebuah kelurahan yang religius di Kabupaten Malang, .Iawa Timur. 

Di dalam masyarakat di kelurahan yang dimaksud, sebut saja Kelurahan Sagento, 

tampak jelas di pennukaan betapa elit agama yang disebut kiai didudukkan begitu 

rupa sehingga tampil sebagai "kiblal" atau pusal tindakan sosial masyarakat 
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setempat. Artinya, terdapat suatu kecenderungan kuat di mana anggota 

masyarakat (mayoritas muslim, beragama Islam) menempatkan kiai sebagai guru, 

anutan dan idola tidak saja dalam konteks etika dan moral sosial-keagamaan namun 

juga dalam hubungan sosial kemasyarakatan atau perkara-perkara keduniawian 

lainnya sehari-hari. Dengan kata lain, walaupun muncul pembaharuan

pembaharuan dalam konteks administrasi pemerintahan semacam UU Nomor 

5/1979 yang umumnya membawa berbagai konsekuensi sosial, politik dan budaya, 

namun elit agama atau yang disebut kiai setempat justru tetap menjadi tokoh 

anutan dan dipersonifikasikan sebagai sosok manusia teladan yang penuh pesona. 

Sementara itu, di sisi lain, berlakunya UU Nomor 5/1979, yang memang 

sampai pada tingkat tertentu membawa beberapa konsekuensi, misalnya 

berubahnya status desa menjadi kelurahan dalam kenyataannya hanya berdampak 

dan mewujud sebatas aktivitas resmi yang bersifat teknis adiministratif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desal kelurahan. Berlaku dan diterapkannya UU 

tersebut temyata juga tidak menimbulkan hal-hal yang stress-strain atau 

permasalahan yang problematik dalam masyarakat setempat. 

Melihat kenyataan demikian itulah serta dengan mempertimbangkan 

temuan-temuan penelitian yang disebutkan di atas, saya memandang bahwa 

terdapat sesuatu yang unik, dalam konteks kekinian, di masyarakat setempat. 

Karena ilU, dilihat dari "kacamata" ilmu pengetahuan patut diajukan pertanyaan 

mengapa gejala dcmikian terjadi. Jadi, dari sisi ilmu pengctahuan gejala terscbut 

tidak saja menarik melainkan juga bersifat mendasar untuk ditelaah. Dan itulah 

yang kemudian mendorong serta yang menjadi alasan utama mengapa 

permasalahan yang mcnyangkut status dan peran elit ogama dalam masyorakat 

setelah berlakunya UU Nomor 5/1979 diangkat melalui penelitian ini. 

Ada dua masalah utama yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: Pertama, 

mengapa elit agama tetap memiliki status tinggi di mata masyarakat serta 

memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat meskipun 
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masyarakat tersebut terus mengalami perubahan serta tergolong maju dan moderen? 

Kedua, mengapa setelah berlakunya UU Nomor/1979, khususnya berubahnya status 

desa menjadi kelurahan, tidak menimbulkan stress-strain dalam masyarakat 

bersangkutan? 

Berangkat dari permasalahan atau fokus kajian penelitian ini lebih pada 

perilaku peran, interaksi antarmanusia (individu) serta tindakan-tindakan dan 

komunikasi yang dapat diamati dalam masyarakat maka, dengan demikian, lebih 

bersifat mikro. Karena itu, pendekatan atau perspektif yang digunakan untuk 

menelaah permasalahan yang diangkat adalah perspektif mikro, dalam hal ini 

adalah perspektif atau teori interaksionisme simbolik. 

Akar dari teori interaksionisme simbolik bisa ditelusuri sampai kepada 

pemikiran-pemikiran psikologi Amerika terutama yang digagas oleh William James, 

James M. Baldwin, John Dewey dan George Herbert Mead, serla pemikiran· 

pemikiran sosiologis yang dikedepankan oleh Charles H. Cooley dan William 

Isaac Thomas (tihat: Blumer, 1986; Collins, 1985; serta Wallace dan Wolf, 1980). 

Teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan Blumer bertumpu 

pada tiga premis, yakni; I) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan 

makna·makna yang ada pada sesuatll itu bagi mereka; 2) makna tersebut berasal 

dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; 3) makna-makna tcrscbut 

disempumakan di saat proses interaksi sosial berlangsung (Blumer 1986: 2). 

Dengan kata lain, interaksi simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang 

berlangsung antunllllnllsia. Aktnr tidak SClllotu-l1latu bcrnksi tcrhadap tindakun 

yang lain tetapi dia Illenafsirkan dan Illendeftnisikan setiap tindakan orang lain 

(Zeitlin, 1995). Teori interaksionisme-simbolik, dalam konteks penelitian ini, 

diasulllsikun scbugai pcrspckti r atau "kacalllu\[I" yung tepat dan cukup rclcvan 

dalam mencermati status dan peran elit agama dalam masyarakat. 

Karena penjelasan teoretis yang ingin dibangun (berdasarkan data) 

mementingkan perspektiC dcfinisi, dun intcrpretasi partisipan, maka dipcrlukan 
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suatu pendekatan penelitian tersendiri, yang arah dan tujuannya kepada pemahaman 

terhadap suatu masalah berdasarkan perspektif (termasuk deli nisi dan intcrprctusi) 

para pcluku di situs pcnclitiun. Yung scsuui dcngan arah dun tujuan tcrscbut udalah 

pendekatan penelitinn kualitatif(qllalitative research). 

Paradigma yang demikian itu sejalan dengan pernyataan terkenal W.l. 

Thomas balm'll "I fOlie defilles a.\·ituatioll as real, regardless of the accurllcy oftlwi 

definition, it is real in ils consequences" (Chafetz, 1978: 39). Dan, eara terbaik untuk 

memahami dunia ll1akna atau dunia delinisi puca pclnku (pnrtisipnn) ialah mclalui 

apa yang oleh Weber disebut dengan ver.l'tehen, yang dalam bahasa Inggris kadang

kadang diterjemahkan dengan emphatic understanding atau interpretive 

unc!,'/,s/clllc!illg (Chnlitz, lhidlill/). 

Situs lokasi penditian ini adalah Kelurahan Sagento Kecall1atan Uajayuna 

Kabupaten Malnng .lawa Timur. Alasan dipilihnya Kelurahan Sagento ini adalah; 

per/ellI/eI, lokasi tcrscbllt Il1C111cnllhi pcrsyarntan-pcrsyaratan yang dipcrlukan scsllai 

dengan kaslls yang dijadikan pokok pennasulahan dalall1 penelitian ini, yailll (I) ia 

adalah sebuah area di wilayah Kabupaten Malang yang ll1enggall1barkan profil 

musyarakut mujll dall mlllkrcn. namun tradisi kcngumlllll1nya sangut klint dan kiai 

masih tctap di posisikan scbagai anutan dan pemimpin mcrcka (umat) yang 

sebenarnya; (2) secara adll1inistrasi pell1erintahan rdatif lama berstatus kelurahan 

yang scbclumnya scpcnllhnyu Il1cncrapkan sistcll1 adll1inistrasi pCll1crintahun desa; 

(3) sampai tingkat tcrtcntu karaktcristik ll1asyarakat kcdcsaan 1ll,lsih clikup 

Il1cnonjol dan dcsa-desa tctangganya seeara administratif ll1asih tetap berstatus 

dcsa, dan (4) tcrdnpat bcbcmpa elit agmna atall kiai yang pcngarllhnya diaklli 

sangnt kual dalam masyarukut sctcillpat. 

Kegiatan pcngumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mcnggllnnkan dlla tcknik utama, yakni: I'er/all/a, obscrvasi yaitu dengan 

mengatnati dan mcrckam sccnra langsung setiap proses sosial. pcrisliwu, situasi, 

dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung sepanjang waktu dalam ll1asyarakat di 
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tempat penelitian. Kedua, melakukan wawancara mendalam (in depth interview) 

yang tak terstruktur yang berlnngsung sccnra constant compClratiVf! dengun informan 

penelitian. Pokok-pokok pertanyaan dikembangkan sedemikian rupa dan scdalam 

mungkin pada saat wawancara berlangsung. 

Apa-apa yang diperoleh (yang relevan dengan permasalahan dan pusal 

perhatian kajian penelitian) dari kedua teknik tersebut dipaparkan ke dalam 

jield note (catatan lapangan) atau kartu konsep lInlllk menjamin keakuntlun datu 

serta memlldahkan proses analisis data. 

Pengembangan teori dalam disertasi Int dilakukan dengan mengacu ke prinsip

prinsip yang ditawarkan semula oleh Glaser dun Strauss. Yailu berusaha 

mengembangkan konsep kategori-kategori, beserta sifat-sifat (properties). Dari suatu 

konseplkategori. Selanjutnya atas dasar konsep kalegori beserta sifat-sifatnya yang 

telah ditemukan dikembangkan sejumlah hipotesis, yang pada gilirannya menjadi 

unsur-unsur dalam pengembangan bangunan teori. Hipotesis-hipotesis beserta 

bangunan teori yang dikembangkan dinyatakan dalam bentuk proposisi yang 

proscdur pcngembangan Icorinyu sebagaimanll yllng dimaksudkan ladi, oleh Schlegel 

( 1986). 

Dari kuj ian dan anal isis data lapangan dapatlalt di kemukakan temuan-temuan 

pokok penelitian berupa proposisi-proposisi penelitian antara lain: 

Pertallla: Status dan Peraf/ EUt Agaflla sebagai Fellofllella Kultural 

Masyarakat sedaf/g Berubah yaf/g Religills. 

Penghormatan terhadap kiai dan dijadikannya sebagai anutan, tidak saja dalam soal

soal k.:agamuan, mclainkan jugu dulmB masulah-masuluh sosiul-kemusyuruku!un. 

Dalam konteks realisasi UU Nomor 5/1979, keberadaan para kiai menjadi sebuah 

fenomcna yang I11cnarik. Kiai, elit agal11a, yang di mala l11usyurakat didudukkan 

scbugui pemilllpin UIIIU!, mCllliliki perun sosiul yung unik. 
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/it'd"a: /:'UI ,·lgl"t/Il,~ebllglll rlgell 1II'lrllllitlll It:ll/flmIIIUllalt,," 1IIII,wam/llll 

Elit-elit informal lain di Illar komllnitas elit agama atall para kiai seperti elit 

ekonomi, elit pemllda dan elit wanita meskipun tetap memainkan peran penting 

oulurn kelllrnpoknyu musing-musing di rnusyurukut sCtClllput, IlUIllUIl elit-elil IlIi 

tetap menempatkan elit agama atau para kiai sebagai "sllhu" dan pemimpin 

Illereka. Melalui lembaga-Iembaga pendidikan pesantren sebugai simbol utama 

ketokohan seorang kiai dalum musyurukut temput penelitiun, kiui mcnyutukun 

dirinya sebagai agen moral sekaligus kultural. Sebagai ligen moraf, kiai adalah 

guru sekaligus tempat bertanya yang dianggup paling punya otoritas mengenai 

Illasnlah-mnsalnh ngnmu, ctikn dan moral olch musynrakut sctcmput. 

Keliga: Kelradirall KiaVE1i1 AgamaTerlelllu yallg Kapasilas dall Verajal 

I'el/garulmya Jalllr lIfelampalli Ilalas Gellgrajis 1_lIkal Vapal Mellgallgkal 

It:elllktllrllll tlall Kilarinllil Klai laillll.l'll SekllUgIIs Melllperkllm Stlllu,\' 

Merekll /Jllik Iii Mala Hilt I"lIrlllllllllllllPIIII IIIIIIIIIIIP(III MllSYllrtlklrt 

Scbugiullluna telah dikctcngahkun oi rnukn bahwa di kulungan komunitas kini 

di tempat penelitian, muneul dan mengcdepan beberapa di antam mereka yang 

dcmjat pcngaruhnya jauh mt:iampuui batas gCllgrulis lokal sctcmpat. Dengan 

dClllikian, kenyataan ini, pada gilirannya semakin Illempertcgas betapa kiai sangat 

dihor1l1uti, ditundllki scrtu di posisikan scbagni rigur unutan dnn pusat kctclndanun 

yung hl~ 1,'lIl1l1lilllgl ulch IIgul' luilillYU duillIli lllusyUru~1I1 S<:IClllpUI dUll dUIlUI 

1l1engangkat elit informallainnnya di mata masyarakat dan elit formal desa. 

1\('('lIIl'al: Elil .-IglIIlIlI, I'elllil/kllllg I'a,\'(( lal'i f)i.~('glmi 1/1I1t,," I'ellllml",r/llll/ 

Sislelll Adlllillislrllsi I'elllerillfalrllll Desa 

Oalam kedudukan diri sebagai agen moral dan kultural dalam ma~yarakat 

sctcmpat, clil agullla Illclllllng tidak Illcngalallli pcrgescrlIn perlin. i\rtillya, 
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kebemdaan mereka sesungguhnya tctap pada tempatnya semula dan tidak banyak 

bcrsinggungun sceara lungsung dengan pcrubahan-pcrubuhun yung tcrjadi di 

tingkat sistem administrasi pemerintahan desa. Dalam kondisi demikian, elit 

agama temyata tidak pcmuh l1lenjadi penghalang dalum konteks pel1lberlakukulln 

UU Nomor 5/1979 di templlt penelitian berikut sosialisasi dan pelaksanalln 

program-program pembangunun. Elit agama justru mendukung bcrbagai program 

pel1lbangunan yang diprnkasui oleh pihak kelurahan. 

Kelima: Admillistrasi Pemerilltallall Desa yang At/aptif 

(fall l'ekllis Adm/II/stratif 

Dapat dinyatakan bahwa di atas permukaan realisasi UU Nomor 511979 

berjalan dengan baik dan lancar. Ketika sebuah desa yang bemama Sagento diubah 

stutusnya olch pCl11erintllh I11cnjlldi kclurnhllil puda IIwlIl dcknde 1980-on, sUllgguh 

tak terlihat ada sesuatu yang "istimewa". 

Padahal dengan perubahan status itu dapat membawa beberapa konsekucnsi, 

hnik SCC(lfU politik I11UUPUIl sosinl dun buduYII. Misnlnyu, 1'",.101110, kcbcbllsan 

dan hak otonol1li l11usyarakut untuk l11emilih dan I11cncntukan scndiri pctinggi 

atau kepala dcsallya I11cnjadi hi lang, karcna kel1ludian harus dan hanya ditcntukan 

oleh pCl11erintah. Ki!dlill, kebebasan dan hak otonol11i l11engatur dan menentuknn 

urusan rumah tangganya sendiri l1lenjadi hi lang pula, karena sel1luanya Icbih 

ditentukun oleh pihak pell1erintuh ll1elalui lell1baga pemerintah tingkat terendah 

yang bemal11akelurahan.Keligu.lcll1bagn kel11asyarakntan yang bernal11a 

rell/hug desn, yang kemp disinyalir sebagai wajnh depan "dcl11okrasi" di pcdesaan, 

harus pula ll1enell1ui ajalnya dan digeser oleh LMD. Kell1udian, LMD itu pun 

harus pula l11enerill1a kenyataan tatkala ia ditiadakan atnu paling kurang dilebur 

ll1enjadi LKMD pada saat desa itu berubah wajah Il1cnjadi kelurahan. 

Dt!ngan dl!l11ikiall, perubahan stalus desu l11t:njadi kdurahun bcrikut 

konsekuensi politik dan sosial budaya yang mengiringinya, sesuai dengan tunlulan 
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UU Nomor 5/1979, tak ubahnya seperti menggantikan papan nama sebuah kantor. 

Masyarakat setempat, agaknya tidak banyak "peduli" sekaligus tidak merasa 

terganggu dengan perubahan lembaga pemerintahan tersebut. Fenomena 1111 

m.:ngedepan antara lain karena perubahan status desa dan realisasi UU Nomor 

5/1979 terscbut diunggap tiduk bunynk berkaitan Inngsung dcngan kcbutuhnn diri 

masyumknt. Jugn tidak bunynk membawa perubuhun substansiul bugi Illusyurukut 

bcrsangkutun. 

Mengacu puda kelima proposisi di atas, dapa! ditarik suatu rumusan teoterik 

yang Iebih abstrak sifatnya mengenai mengapa elit agama atau para kiai, dalum 

kenyataannya di tempat penelitian masih dan tetap memiliki status yang tinggi di 

mata Illasyarakat serta begitu dihomlati dan di tempatkan sebagai pemimpin umat 

yung scbcnurnyu, jugu yung putut ditcluduni Illenjudi unutul1 Illclebihi siupu pUll 

dalam masyarakat bersangkutan: 

"Elit agumu ukun tetup menjadi figur dun simbol kcteiadunull 

sosial yang 1I111111pll menuwarkun nilai-nilai spiritual, moral dUll 

snsiul SCCllnt erektir dlllllill lIIasyarukat yang mcmiliki IIk"r trudisi 

kl'ugamaull yung kllut (religillus .\'lIcie(v) sekuliflllll lIIusyurukul 

ICl'sehul sUligullcl'buku dcngan perubuhl1n sertl1 tergnlong ml1ju dun 
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ABSTRACT 

The study focuses on two problems: Firstly, why do religious elites hold 
important position and play strategic roles in the society despite its constant changing 
and being advanced and modern ?, Secondly, why, after the implimentation of the 
UU No. 51\979, particularly the changing status of /)esa into Kelllrahan, do not 
cause stress strain in the society? 

Based on the problems, the obyectives of this study of follows, first, it tries to 
understand the meaning of the status and role of religious elite, in changing society, 
after the intelVention the state in all walks of life. One of the intelVentions is the 
putting in to eflect of UU No. 5/1979 about IJe.l'a administration, Besides the 
obyectives mentioned above the study also tries to describe and formulate the 
proportion plnyed by the group, the one by which the writer could reconstrouct the 
substantive theory a bout the status and roles of religious elite groups in the society, 

In order to study the proposed problems carifully, the study utilitizes 
qualitative research approach, particularly grounded research procedure which was 
developed by Glaser and Strauss (1967). The theoretical perspective used is the 
symbolic interactionism by Blumer which states that the social symbols brings IIbout 
certain meanings in the contect of social communication, The location of the study 
was in Sagenlo Keilirahan, Gajayana, Malang Regency, East Java Province. This 
/)es(} is noted for its Kiais in addition to being developed and modern with high rate 
II r mobil ity. 

Based on lield research, this study has found out data which are divided into 
five propositions: First, status and role of religious elite groups shows the cultural 
phenomena of the changing and religious society. Second, religious elite - the Kiais, 
are moml and cultural agent of the other informal groups in the society. Third, the 
~xistenc<: of}..' iai or c<!rtain religious elite whose intluencc goes beyond the local 
area could upliti the charisma of other Kiai.~ among the formal elite groups or society. 
Fourth, religious elite - the Kiais - are passive supporters but respected in the 
modernization of /)esa administration. Figth, in the implementation of the bureaucrat 
UlJ No. 511979, the daily activities are administratively technicul. 

On account of those above, we can draw some conclusions about the status 
and roles of the religious elite groups (KiO/;~) in the changing society, Firsl, religious 
elite groups are leading figures who are considered to be the one who have charisma, 
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the: onc:s to ask and to Ie:arn from, and e:ve:n to express the unsatisfied Ibe:lings about 
personal and family matters, besides being the moral and cultural symbols and the 
centre of paragon of virtue in the society. Second, consequently, the formal elite 
those who are in the position of holding power in administration in the local Desa, 
are considered to possess only formal authority udministratively. The formal elite is 
also expectc:d to plain and carry out physicul projects in the society. 111ird, the 
implementation of UU No. 511979 basically does not bring about social and political 
conflicts nor social and stress - strain in the local society. 

The people do not see the changing status of IJesa into Kelurahan as 
a serious problem or a thereat. All the people, including the religious leaders (Kiuis) 
see that the change is normal, because it affects only the system of administration in 
the tonn of daily bureaucracy and technical administration. 

Fourth, social participation in the development process will arise if it is 
approved by religious groups or Kiais. The formal elite will not be supported by the 
whole society without Kiuis approval. The local society will prefer to participate to 
build pesantren and Islamic preaching done by the Kiais which to them are more 
important than to participate in other dealings proposed by the goverment. 

In short it can be said that religious elite will remain the symbol of virtue who 
is able to offer spiritual, moral and social values effectively in a religious society 
although it is open to change developed and modern. 
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BAB I , , 
PENDAHULUA~'------' . j,:,' v -----7 

.--~ 

1.1. LATAR nELAI<ANG MASALAII 

Di dalam setiap masyarakat, termasuk di Indonesia, keberadaan 

kelompok elit dan/atau orang yang dipandang sebagai pemimpin dan anutan 

oleh masyarakat selalu menjadi fenomena tersendiri. Artinya, kendati secara 

kuantitas kccil jumluhnyu, kcloll1pok elit bunyuk Il1cll1pcnguruhi wurnu dun coruk 

kehidupan sosial suatu masyarakat. Jadi, kelompok elit memiliki peran sosial 

yang ll1enonjol (Bottomore, 1985: 24-36; Keller, 1984: 91-118; juga Bellamy, 

1990: 6-16). Fenomena demikian mengedepan, baik dalam lingkungan 

masyarakat desa ll1aupun masyarakat kota. Dalam konteks Indonesia, ll1isalnya, 

di mana corak kehidupan sosial yang bersifat paternalistik ll1asih cukup 

menonjol, maka e1it sosial tak pelak menempati posisi yang strategis dan 

ll1enentukan dalall1 l11asyumkut (Sm:murdjun, 1984: v-xvi; juga Kartodirdjo, 

1981: vii-xvi). Karena itu, kenyataan demikian tak bisa diabaikan dalam 

memahal11i fenol11cna sosiul sccuru kcseluruhun dulum musyurakut kita. baik 

dalam konteks pedesaan l11aupun perkotaan. 

Yang disebut elit dalal11 l11asyarakat, baik yang bersifat formal maupun 

informul, sccuru sosiologis, ulllumnyu Il1cm:mpati posisi atau kcdudukan 

tertentu di lembaga-Iembaga sosial (Keller, 1984: 33-34). Yang dimaksud 
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dengan elit fonnal di sini adalah individu yang legalitas status atau 

kedudukannya lebih ditentukan oleh negara atau pemerintah. Sedangkan elit 

infonnal kedudukan itu merupakan bentukan dan pengakuan masyarakat atas 

dasar nilai-nilai tertentu yang berkembang dan melembaga dalam masyarakat 

bersangkutan. Dengan demikian, seeara sederhana, kalangan elit dalam 

masyarakat bisa dibedakan menjadi elit fonnal dan elit informal. Elit fonnal, 

dalam konteks ini, mewlijud sebagai orang-orang terkemuka yang memilki 

kedudukan fonnal di mana kedudukannya itu lebih karena disuhkan oleh negara 

atau pemerintah, misaInya camat dan kepala desalkelurahan. Sedangkan elit 

infonnal muneul sebagai orang-orang terkemuka atau orang yang berpengaruh 

karena mendapat pengakuan dan legetimasi dari dalam masyarakat itu sendiri. 

Dia atau mereka di dudukkan sebagai pemimpin karen a kelebihan-kelebihan 

sosial tertentu yang dimilikinya tetapi tidak dimiliki atau berada di atas 

kemampuan rata-rata warga masyarakat umumnya. Dalam konteks sedemikian 

inilah di Indonesia, misalnya, kita mengenal apa yang disebut kiai, tokoh 

adat, tuan guru dan scbutan-scbutan luinnya dalam masyarakat, yang 

kesemuanya di dudukkan sebagai pemimpin atau sebagai anutan, dan karena 

itu mereka adalah mung-orang berpcngarllh dan sangat dihormati. 

Kecenderungan ini di satu sisi, dan sampai tingkat tertentu, pada 

dasamya sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para 

ahli. Misalnya saja penelitian Prasadja (1982) di pedesaan Gegesik, Cirebon, 

secara umum melihat bahwa proses pembangunan yang tengah berlangsung di 
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pedesaan setempat sesungguhnya tidak dapat mengabaikan kehadiran dan peran 

elit informal. Mereka itulah yang sampai saat ini tetap memainkan peran 

penting dalam proses pembangunan, khususnya pada masyarakat tradisional. 

Lebih lanjut studi ini men cat at, betapa masih sangat pentingnya tanggung jawab 

kolektif di pedesaan yang didasarkan pada tradisi-tradisi lokal. 

Begitu pula dengun penelitian Jackson (1981), yang dilakukan di Jawa 

Barat. Dia mencntat bahwn proses pembangunan pedesaan di Juwa Barat 

sesungguhnya masih tetap mempertimbangkan keberadaan para pemlmpm 

lokal tradisional, yang kekuasaannya diperoleh dan bersumber dari hubungan 

dan ikatan-ikatan primordial. Karena merekalah sebenamya yang mengendalikan 

interaksi sosial di desa. Elit informal atau tokoh lokal tradisional ini sehagian 

mungkin terkesan agak "tertutup" dan tampak "eksklusi!", namun pada 

umumnya mereka hersikap terbuka. Mereka inilah yang sebenamya banyak 

menjadi arsitek atau aktor intelektual dalam pembangunan opini di dalam 

masyarakat setempat. 

Kenyataan serupa juga ditcmukan dalam penclitian Soewardi (1984), 

yang melihat masyarakat lapisan atas pedesaan, khususnya para elit setempat. 

Dikatakan, dalam rangka pcnyebaran tcknologi ke masyarakat, peran eli! 

merupakan faktor kunci. Schah mcrcka itulah yang mcnjadi kelompok refercns 

ketika sebuah inovasi baru menggelinding di pedesaan. Sejalan dengan itu, 

penelitian Tjondronegoro (1977) dan Smith (1984), yang keduanya 

memper1uas perhatiannya baik pada elit formal maupun informal, mdihat 
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kedudukan elil informul, khususnyu, musih mcnjadi bagion yang cukllp 

menentukan atas keberlangsllngan proses pembangunan dan perubahan sosial di 

pedesaan. 

Akan tetapi, kenyataan demikian secara umum ada kecenderllngan 

mulai mengalami pergesernn-pergcseran (misalnya dalam proses pengambilan 

keputusan desa, otorilas elit informal ada kecenderungan semakin merosot 

akibat semakin mengedepannya peran kepala desa sebagai penguasa tunggal) 

seiring dengan pcrubuhan 1JlmUn dun tcrutumu sctcluh ruktor neguru tumpil 

begitu jauh memusuki dun menginlervensi (slUle illl<:rvelllieJ/l) kehidupun 

masyarakat mulai dari pusat-pusat kekuasaan sampai ke pelosok-pelosok 

pedesaan. Itulah yang kila saksikan di Indonesia khususnya setelah era 

Pemerintahan Orde Baru. Perilaku intervensi itu menyentuh hampir seluruh aspek 

kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti 

memberlakukan peraturan perundang-undangan, mcmbcntuk orgalllsasl

organisasi korporatis, hingga cara-cara yang hegemonik. Hal ini tampak semakin 

mengual kurcnu sUlllpui pudu lingkal lerlcntll ternyutu lidak hanya negara yang 

melakukan intervensi, Illelainkan kalangan pengusaha pun ikut pula mengambil 

bagian di dalamnya. Hal yang disebllt terakhir ini dengan jelas sekali diintrodusir 

oleh alau dalalll pcnelilian para ahli seperli Mas'oed (1989), Kunio (1990), dan 

Muhaimin (1991 ). 

Munculnya pemerintah Orde Baru pada 1966 yang serta merta harus 

menerima dan berhadapan dengan dua warisan besar pemerintahan era sebe-
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lumnya. Yakni, kepnilitan ekonomi dan ketidnkstabilnn politik. Pada ern 

sebelum Orde Baru, politik sangat dikedepankan bahkan ditampilkan sebagai 

"panglima". Akibatnya bidang kehidupan bangsa lainnya, seperti bidang 

ekonomi misalnya, tidak mendapat perhatian yang seimbang dan proporsional. 

Segal a potensi, kekuatan dan orientasi pembangunan nyaris terkuras habis 

dalam pergulatan politik. Terhadap dua warisan tersebut, pemerintah Orde 

Baru kemudian membangun suatll strategi besar agar dapat mengatasinya 

dengan baik. Oi sinilah strategi dan proses pembangunan nasional di bawah 

Pemerintahan Orde Baru itu dimlilai. Bidang ekonomi (atau pertumbuhan 

ekonomi), dalam hubungan ini, di tempatkan sebagai prioritas utama 

pembangunan yang diikllti dengan penciptaan stabilitas politik untuk 

mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan antitesis 

strategi dan penampilan politik pemerintahan era sebelumnya (Feith dan 

Castles, 1988: xix-xxx; serta Mas'oed, 1989: 19-26). 

Oalam perkembangannya dan dalam proses pembangunan yang 

terselenggara sejak awal kemunculannya sampai saat ini, pemerintah Orde 

Baru walaupun tampak lebih "menjanjikan" dibandingkan dengan 

pemerintahan sebelumnya dalam berbagai bidang, dalam kenyataannya lebih 

menampilkan negara (slale) sebagai "aktor" tunggal yang dominan dan 

hegemonik. Artinya, segal a sesuatu yang diselenggarakan lIntuk dan alas nama 

pembangunan st:lalu dUlung duri "alas" dari kchenduk negum dun karcna ilLi 

bersifat lOp down. Oengan kata lain, negara adalah variabel kunci dan faktor 
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penentu utama dalam proses pembangunan: mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pembiayaan sampai kepada pengawasan dan evaluasi hasil bcrikut 

pemberian penghargaan seluruhnya berada di tangan negara dan birokrasi 

pemerintahan. Sedangkan l11asyarakat pada umumnya, atau katakanlah 

masyarakat kewargaan (civil society), lebih di tempatkan sebagai objek dan 

subordinasi pembangunan (Soetrisno, 1985: 21; dan Budiman, 1990: 1-9). 

Dalam konteks yang demikian itu, sulit dibantah betapa kekuatan dan 

wajah negara dan birokrasi menjadi serba meliputi dalam hampir seluruh 

dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsu dan bemegara dari tingkat power 

eel/Ire sampai ke pelosok-pelosok desn di sduruh scantcro ncgeri (Ndraha, 1990; 

Mas'oed, 1994: 97-101; serta Sanit 1997). Salah satu wujud penguasaan dan 

dominasi negara tersebut adalah dengan I11cmberlakukan berbagai peraturan 

perundang-undangan atau aturan main untuk menata bidang-bidang tertentu 

sesuai dengan kehendak negara. Salah satu di antaranya adalah lahir dan 

diberlakukannya UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa -- sebagaimana 

juga semangat yang mungkin dimiliki oleh UU serupa sebelumnya -- merupakan 

wujud pembaharuan sekaligus penyeragaman administrasi pemerintahan desa 

(Soemardjan, 1994b; serta Suyanto, 1996). 

Kehadirnn UU NOl11or 5/1979 scjauh ini l11emang l11embawa berbagai 

konsekuensi begitu rupa baik yang bersifat administratif pemerintahan desa, 

maupun politik dan sosial budaya dalam l11asyarakat. Berbagai kalangan, 

khususnya ilmuwan dan peneliti sosial (sebagaimana nanti disajikan di bawah 
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ini), mensinyalir bahwa setelah UU Nomor 5/1979 kepemimpinan di pedesaan 

terpusat ke lembaga-Iembaga formal terutama Kepala Desa. Di samping itu, 

UU tersebut tidak saja secara jelas menempatkan Kepala Desa sebagai 

penguasa tunggal, tetapi konsekuensi penerapannya pun membawa 

rasionalitas tersendiri dahlIn kehidupan di pcdesaan. Akibat lebih jauh adalah 

terjadinya pergcseran dari perun lembagu-Iembugu dun orang-orung terkemukll, 

semacam elit agama misalnya, dalam masyarakat setempat, di mana sebelumnya 

menempati peran penting sertu didlldukkan sebagai anutan yang kharismatik 

oleh masyarakat. Dengan demikian, apa yang disebut elit agama misalnya, 

yang sebelumnya sangat berpengaruh dan disegani dalam masyarakat, 

menjadi tersingkir atau disingkirkan baik dalam proses pengambilan keputusan 

maupun proses pembangunan pedesaan pada umumnya. Desa menjadi begitu 

birokratis dan prosedurul administratif di munu Kcpulu Dcsu bcrpcrun scbugui 

pusat kekuasaan dan bahkan sebagai penguasa tunggal. 

Kenyataun-kenyataan yung discbllt terukhir ituluh yang scdikit banyuk 

ditemukan dan diisyaratkan oleh bebcrapa penelitian para ahli. Dengan kat a 

lain, beberapa hasil penelitian melibat peran elit infonnal mengalami pe

minggiran atuu pcrgeseran, h:rutumu s..:tclah diberlakukunnya sistem udminis

trasi pemerintuhan baru di pedesaan, yakni UU Nomor 5/1979, sebagai salah 

satu wujud intervensi negara ke dalam kehidupan pedesaan. Penelitian-peneli

lian dimaksud misalnyu: I) pcnclilinn di scpuluh propinsi yang dilukukan 

oleh Yayasan llmu-llmu Sosial (1988); 2) penelitian di beberapa propinsi yang 
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dilakukan oleh PT Perencana Aneka Sarana atas prakarsa Direktorat Bina 

Pernerintahan Desa, Direktorat Jenderal PUOD, Departemen Dalam Ncgcri 

(1991); 3) penelitian yang khusus dilakukan oleh Yayasan lImu-lImu Sosial 

di Knlimnntlln I3nrut atns pcnnintnan Gubcrnllr Kcpala Dacrah sctcmpat 

(1992); 4) penelitian oleh tim Universitas Gadjah Mada (1993) di lima propinsi 

bekerja snma dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Oepartemen Oalam 

Negeri (Soemardjan, 1994a: 296-300). Salah satu di antara temuan penelitian

penelitian tersebut adalah munculnya suatu dualisme di pedesaan, di mana 

pemerintahan baru di desn cenderllng hanya berfllngsi sebagai perpanjangan 

tangan (ehlension) dari Icmbaga pemcrintahan di atasnya, sedangkan 

pemerintahan lama di des a tetap hidup atas dasar adat yang pada umumnya 

(kecuali di bcberapa daeruh) tidak mcndapatkan pcngakuan sccara formal dari 

hukum negara. 

Sementara itu, renelitian Usman (1990), di tiga desa santri di Jawa 

Timllr dengllll jclns scknli mClllInjukkan bclapa elit agama aWu para kiai, 

mengalami pergeseran, untuk selajutnya digantikan oleh kehadiran dan 

dOl11innsi elit plllllong dcsn. Elit lIglll11l1, llIislIlnYll, tuk lugi IlIcndnpnt tCllIput 

dalam proses pengarnbilan keputusnn desa. Kenyataan yang kurang lebih sarna 

juga ditunjukkan oleh penclitian Asfar (1997), di sebuah desa di Jombung, 

khususnya rnenyangkut otoritas kepemimpinan kiai. Asfar sampai pada 

kesirnpulan, di mana tclah tcrjadi pergeseran otoritas kepemimpinan politik kiai. 

Kiai yang dulu dijadiknn tcmpat bcrsandar untuk mcmccahkan berbagai 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI STATUS DAN PERAN ELIT AGAMA H. RIYADI SOEPRAPTO



9 

persoalan, baik masalah agama maupun dunia, belnkangan menunjukkan 

fenomena yang berbeda. 

Senada dengan penelitian-penelitian tersebut, hasil pene1itian Safa'at 

(1996), tentang dampak implemetasi UU Nomor 5/1979 tcrhadap masynrakul 

adat di lima propinsi meliputi Propinsi Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara 

Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Safa'at melihat bahwa 

masyarakat dan kepemimpinan adat setempat sunguh-sungguh terpinggir dan 

tersingkirkan setelah berlakunya UU Nomor 5/1979. Menurut Safa'at, 

kepemimpinan yang muncul setclah UU tl!rsl!but justru lebih ml!nguntungkan 

kalangan atas atau pClllcrintuh dun kehadirunnyu kurang menycntuh 

II1nsyarnknt (huwuh). Hul ini oleh lI1usyurukul sClcmpUl dipandang sehugai 

suatu kerugiun terut!l111a terhadnp "keagungan" tradisi mereku. 

Akan tetapi, terlepas dari hasil-hasil penelitian yang disehutkan di muka, 

suatu kenyataan lain dan/atau fenomena yang berbeda muncul dalam 

kehidupan masyarakat sebuah kelurahan yang religius di Kabupaten Malang, 

Jawa Timur. Di dalam masyarakat di kelurnhan yang dimaksud, sebut saja 

Kelurahan Sagento, tampak jclas di permukaan hetupa elit agall1a yang disehut 

kiai didudukkan begitu rupa sehingga muncul sebagai "kiblat" atau pusat 

tindakan sosial mllsYllmkut sclcmpul. Artinyu, tcrdllplIl suulu kc~cndcrunglln 

kuat di mana anggota masyarakat (mayoritas muslim, beragama Islam) 

menempalkan kiai sebagai guru, anutan dan idolu tidak saja dalam kontcks 

etika dan moral sosial-keagamaan namun juga dalam hubungan sosial 
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kemasyarakatan atau perkara-perkara keduniawian lainnya sehari-hari. Dengan 

kata lain, walaupun muncul pembaharuan-pembaharuan dalam konteks 

administrasi pemerintahan semacam UU Nomor 5/1979 yang umumnya 

membawa berbagai konsekuensi sosial, politik dan budaya, namun elit agama 

atau yang discbut kiai sctcmput justru tctup mcnjadi tokoh anutan dan 

dipersonifikasikan sebagai sosok manusia teladan yang penuh pcsona. 

Menariknya, bahwa menempatkan kiai pada kedudukan yang tinggi melebihi 

siapa pun dalam masyarakat setempat, temyata tidak hanya dilakukan oleh 

warga masyarakat sendiri pad a umumnya melainkan juga oleh kalangan elit 

formal (pemerintahan). Bahkan, yang seringkali terjadi, berbagai keputusan 

yang diambil oleh elit formal khususnya yang berkaitan langsung dengan 

kcpentingan publik atau mcnyangkut partisipasi masyurakat sclulu dilakukan 

ntas restu dan persetujllnn kini. Karena itu, trndisi ,\'()WWI kc kiui baik olch 

unggota masyaraknt mallpun elit formal Pemerintah Kelurahan, masih 

mengedepan alau merupaknn tradisi keseharian di Sagento. 

Semenlara itu, di sisi lain, berlakunya UU Nomor 5/1979, yang 

Illelllang sumpai pada tingkat tcrtcntu Illclllbawa bcbcrupa konsckucnsi 

Illisulnyu bcrubahnYII stutus dcslI Illcnjlldi kcluruhun dlllllill kcnyataunnyu hllnya 

berdampak dan mewujud sebatas aktivitas resmi yang bersifat teknis 

adiministrntif dalum pcnyclcnggnraun peillcrintahan dcsw kclurahan. Bcrlaku 

dan diterapkannyn UU tersebut temyata juga tidak menimbulkan hal-hal yang 

stress-strain alau pennasalahan dnlam masyarakat setempat. Artinya, 
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diterapkannya UU itu tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan tertentu di 

dalam mnsynrakat, jugu tidak Illcnumpukkun kcecndcrungun buhwa adu orang

orang atau kelompok tertentu yang (merasa) terpinggir atau dipinggirkan, 

misalnya kalangan elit ngmna atau para kiai misalnyn. Dengan dcmikian, 

berlakunyn UU Nomor 5/1979 serta berubnhnya status desa menjadi kelurahan 

dipandang oleh masyarakat setempat sebagai sesuatu yang wajur dan biasa-biasa 

saja, sehingga mereka merasa tak perlu mempcrsoalkan atau menganggapnya 

sebagai sesuatu yang serius apalagi mengganggu. Padahal, seeara "teoretis", 

berlakunya UU Nomor 511979 dan berubahnya status desa rnenjadi kelurahan 

jelas rnembawa konsekuensi yang nyata. Misalnya, Kepala Desa yang 

sebelurnnya dipilih dari penduduk setclllpat yang dianggap tcrbaik, belakangan 

diangklll olch pCIllCl'inlah dun hCl'slalus pcguwui ncgcri. Di sunlping illl, /'('/111>111-: 

desa sebagai lernbaga Illusyawarah warga musyarakat dcsa dengan scndirinya 

menjadi hilang lIntlik kCl11l1dian digantikan olch LCl11baga MlIsyawaruh Dcsu 

(LMD) dan lel11baga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sernentara LMD 

dan LKMD itu sendiri pun bel lim bisa dijal11in sebagai lernbaga yang betul

belul lllewakili kepentingan lllasyarukut. Begitll pulu dengun onlng-orung yang 

ditunjukkan untuk rnenernpali posisi tertentu di kedua lernbaga tersebut juga 

bel urn bisa dijal11in apakah lllereka betul-betul sebagai tokoh dan pelllllku yang 

mampu rnemaharni dan menjernbatani aspirasi rnasyarakat dengan perncrintah. 

Melihat kenyntaan del11ikian itulah serta dengan l11ernpertimbangkan 

tel11unn-temllan penclitian yang discblltkan di ntas, saya mCl11andnng bahwa 
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terdapat sesuatu yang unik, dalam konteks kekinian, di masyarakat setcmpat. 

Ada sesuatu (masalah) dari kaeamata ilmu pcngctahuan; mcngapa gejala 

demikian terjadi. Dengan demikian, seeara ilmiah gejala tersebut tidak saja 

menarik melainkan juga bersifat mendasar untuk ditelaah. Dan itulah yang 

kemudian mendorong serta yang menjadi alasan utama mengapa 

permasalahan yang menyangkut status dan peran elit agama dalam masyarakat 

setelah berlakunya UU Nomor 5/1979 diangkat melalui penelitian disertasi ini. 

Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan elit agama dalam 

penelitiun ini, scperti teluh disinggung di muka, tidak lain adulah apa yang oleh 

masyarakat setempat disebut sebagai kiai. Ini tidak berarti menafikan 

keberadaan elit-elit (yang bersifat informal) lainnya seperti elit ekonomi, elit 

pemuda, dan elit wanita, dalam masyarakat setcmpat. Scbab, dalam kenyataan, 

elit-elit yang disebutkan terakhir itu, justru memandang dan mencmpatkan 

elit agama atau kiai scbagai anutan, tokoh rujukan, tempat bertanya dan 

berkonsultasi serta memohon restu. Dengan kata lain, elit-elit lain di luur elit 

agama atau kiai tersebut tuk jauh berbeda dengan warga masyarakat lain 

umumnya terutama dalam memandang dan memaknakan keberadaan kiai; 

sebagai pemimpin mcreka (umat) yang sebenarnya. Hal yang disebut terakhir ini 

(akan) dipaparkan secara lebih rinci dalam Bab IV dari laporan pcnclitian 

(disertasi) ini. 
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1.2. PERMASALAHAN PENELITIAN 

Konsep elit tidak jarang memperoleh konotasi negatif, karena mereka 

yang berstatus elit (yang kemudian berperan penting dan strategis dalam 

masyarakat) dianggap mempunyai atribut serta berjarak (social distance) yang 

seakan tak tersentuh oleh masyarakat pada umumnya (Amaluddin, 1987: 40). 

Kelompok elit ini, khususnya dalam konteks pedesaan, sebagian besar 

merupakan tokoh-tokoh agama, atau juga kelompok orang kaya, kelompok 

cendekiawan, wan ita dan pcmuda. Khusus tokoh agarna, mcreka dalam 

perkembangannya tidak semata-mata diterima sebagai tokoh agama namun 

sekaligus menjadi sumber yang rnenyediakan kesernpatan ekonomis bagi 

kelompok lainnya, tetapi juga berkembang menjadi lapisan masyarakat yang 

mapan dan berperan dalam bidang politik. Mclalui proses intcraksi sosial yang 

berkesinambungan, intelektualitas keagamaan, kewibawaan, dan kekayaan 

mereka membentuk suprernasi kekuatan yang mengukuhkan status menjadi 

suatu kelas mandiri dan diperhitungkan dalam proses pengarnbilan keputusan 

yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan khususnya di Jawa (Usrnan, 

1981: 29). 

Berdasarkan pcnjelasan-pcnjclasan di tlluka scrta kcnyataan-kcnyataan 

di tempat penelitian, scbagnimana tdah dikcmukakan, maka penelitian ini lebih 

memusatkan perhatian pada pcrsoaian status dan peran sosiai elit agama di 

dalam masyarakat setelah diberlakukannya UU Nomor 5/1979. Dengan kala lain, 
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penelitian ini lebih melihat pada makna kehadiran elit agama baik bagi 

masyarakat setempat maupun bagi kalangan pemimpin formal sesudah adanya 

pembaruan dalam sistcm administrasi pemcrintahan dcsalkelurahan. 

Perlu dijelaskan bahwa semula yang dikctengahkan sebagai 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: I) Bagaimanakah 

gambaran perkembangan realisasi UU Nomor 5/1979 setelah sebuah desa 

mengalumi perubalmn status I11cl~adi kelurahan?; 2) Apakah tcrdapat 

perbedaan dan perubahan pandangan dan sikap masyarakat tcrhadap clit agama 

antara sebelum dengan sesudah desa tersebut menjadi kelurahan?; 3) Apakah 

pemberlakuan UU tersebut, khususnya dalam perubahan status desa menjadi 

kelurahan menimbulkan stress-strain atau problematik yang mendasar di 

kalangan masyarakat sctcmpat?; 4) bagaimanakah peran elit agama dalam 

kehidupan musyurnknt dengnn berlakunyn UU terscbut, yakni dcngan berubnhnyn 

status desa menjadi kelurahan? 

Namun, setelah penelitian lapangan berlangsung kurang lebih dua bulan, 

permnsalahan tersebut di atas sungguh terasa sulit dipaksakan untuk diteruskan 

karena berbagai kenyataan cmpirik yang mulai teramati mcmberi isyarat sebagai 

kurang relevnn dcngan apa ynng dibayangkan scmula. Artinyn, terdnpat 

kenyataan yang berbeda dan jauh lebih menarik, mendasar dan rei evan dikaji 

dalam konteks studi mengenai elit agama dalam masyarakat. Oleh karena itulah, 

maka kemudian permasalahan penelitian ini dirumuskan kembali sesuai dengan 

kenyataan empirik di lapangan. Yakni, mengapa setelah berlakunya UU Nomor 
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5/1979 dan berubahnya status desa menjadi kelurahan, Sagento, justru tidak 

menimbulkan kondisi sosial yang stress-strain dalam masyarakat dan tidak 

pula membuat elit agama tergeserkan dari statusnya semula? Secara lebih 

rinci dan tegas, pennasaluhnn yang dikedcpankan dalam pcnclitian ini aduluh: 

Per/ama, mengapa elit agama tetap menempati dan mendapat status penting 

serta memainkan peran strategis menyangkut berbagai konteks sosial dalam 

masyarnkat, meskipun musyarakat tersebut sudah mengalami perubuhun

perubahan? Kedl/a, mengupa berlakunya UU Nomor 5/1979 -- khususnya 

berkenaan dengan berubahnya status dcsa mcnjadi kelurahan -- justru tidak 

menimbulkun s/re.I's-s/l'IIill dulu111 111asyuntkllt bcrsllngkulan? 

Teru111uskannyu kcduu per111asalahan ilu setelah saya 111elihat kenyataan 

hidup kcschllrian di dala111 111asyarakal SclC111PlIl yang I11cna111pakkan hal-hal 

seperti: Per/all/a, adunya kebiasaan sowan dari warga muslim, yang memang 

merupakan kelompok mayoritas dilihat dari sisi agama, kepada kiai-kiai dengan 

berbllgai kepenlingull. KedI/o, duluill Ill<:muluskun kcbijukun-kebijukun tcrtclllu 

yang menyangkut kepentingan umum serta yang mengharapkan adanya partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanann proyek-proyek pembangunan tcrtentu, kalangan 

pemerintah kelurahan acapkali juga merasa ada keharusan untuk sawan dan 

bcrkonsullasi dcngun pura kiui ugur kcbijukun yang ukun diumbil dan pruyck 

pembangunan yang ukun dilaksanakan mcndapal dukungun duri masyarakat. 

Ke/iga, dalam intcraksi schari-huri tampak .ielas sekali bagaimana masyantkat 

setempat menghurgui dun bcrlaku sanlun lcrhadap scontng kiai. Pada saat bertcmu 
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kiai, misalnya, apalagi yang dianggap tokoh dalam komunitas kiai, misalnya di 

masjid atau dalam kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan tertentu tidak sedikit 

warga mnsyarakat yang bcrebut bersalaman dan mencium tangan sang kiai. 

Warga masyarakat setempat merasa dirinya tidak terlalu gampang untuk sewaktu

waktu bisa bcrtcmu dcngan kini, mnka padu sunt kesempatan untuk itu ada akan 

dipergunakan sebaik mungkin paling tidak untuk bersalaman dan mencium 

tangannya. Konon, mereka percaya, bahwa bersalaman dan mencium tangan kiai 

itu memiliki nilai dan berkah tersendiri, karena pada diri kiai itu tersimpan 

kelebihan pribadi yang tidak dimiliki oleh orang lain pada umumnya. 

Keelll{Ja/, dalam berbagai aktivitas sosial-keagamaan serta pertemuan

pertemuan resl11i baik yang diselenggarakan oleh kalangan pcmerintah kelurahan 

l11aupun kecal11atan, penghormatan kcpada kiai sclalu didahulukan daripada 

hadirin yang lainnya temlUsuk pejabat pemerintah yang kebetulan menghadiri 

acaralkegiatan tersebut. Kelillla, ada kecenderungan di dalam masyarakat 

setempat di mana berpartisipasi untuk kepentingan pesantren dan sarana-sarana 

da'wah lslamiyah lainnyu yang bcmdu dalum radius otoritas kiai jauh Icbih 

penting dan diutal11akan daripada berpartisipasi, misalnya memberi sumbangan 

bcrupa uung dun luin-Iuin. kcpudu kcgiutun-kcgiutun pcmcrintuh kclumhan. 

Kelima kecenderungan dan kenyataan sosial yang muncul dalam 

kehidupan kescharian Illusyarakat sctelllpat itulah yang mendasari pcrumusan 

(kcmbali) musaluh peneiitian ini scbugilllana yang ditalllpilkan di muka. 
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Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman yang utuh, perlu dijelaskan di 

sini bebcrapa konsep kunei yang dipakai dalam pcnclitian ini, yaitu: 

"erlall/a, elit. Pengcrtian elit yang dipcrgunakan dalam penclilian ini 

mengikuti pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Keller (1984: 33-34) 

yang menyebut elit sebagai seke1ompok orang yang memegang posisi terkemuka 

dalam masyarakat. Akan tetapi, pemegang posisi atau status terkemuka yang 

dimaksud di sini adalah status yang diperoleh dan mendapat pengakuan dari 

masyarakat, dan bukan karcna dihmi alau disuhkan oldl ncgaru. Karcna ilu 

bersifat infornlal, tidak bersifat formal. SIal us dit yang bersifal informal inilah 

yang dulam penclitian ini disebul dengun elil aguma dan/alau kiai. 

Kedl/a, kiai. Menurut asal-usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa 

dipakui untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda: (I) Sebagui gelar kehormatan 

bagi barang-barang yang dianggap keramat; umpamanya, "Kiai Garuda Kencana" 

dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta; (2) Gelar 

kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; (3) Gelar yang diberikan oleh 

masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi 

pimpinan pesantrcn dan mengajar kilab-kitub ISl<1Ill klasik kepada para sanlrinya. 

Selain gclur kiui, diu jugu scring discbul scorang alim, orang yang duluill 

pengetuhuan Islamnya (Ohofier, 1984 : 55). Oalam penelitian ini yang dimaksud 

kiai adalah seperti yang dimaksud dalam pcngertiun ketiga dari Ohofier di atas. 

Hanya saja, kiai di sini tidak sekedar yang dikatakan Ohotier, melainkan juga 

termasuk kualitas dan karakter kepribadian yang melekat dalam diri sescorang 
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yang berpredikat kiai itu turut dipertimbangankan. Kata atau konsep kiai, dalam 

peneiitian ini, dipergunakan secara bergantian atau dalam makna yang sarna 

dl!ngan konsl!p dit ugama. 

Keliga, UU Nomor 5/1979, adalah UU tentang Pemerintahan Desa. 

(Termasuk juga dalnm UU ini tentang Pelllerintuhan Kdurahan). UlJ ini 

diundangkan pada tanggal 1 Desember 1979, dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1979 Nomor 56 (Pemda Jatim, 1989: 75-90). Dalam penelitian 

ini, UU Nomor 5/1979 dipandang sebagai wujud dari pembaharuan sistem 

adminstrnsi Pelllerintahan Desa. UU ini juga mengatur masalah Pemerintahan 

Kelurahan. Di dalamnya disebutkan; Kelurahan adalah suatu wilayah yang 

ditelllpati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri (pasal I ayat b). Pemerintah Kclurahan tcrdiri dari Kepala 

Kelurahan dan perangkat kelurahan (pasal 23 ayat i). Kepala Kelurahan adalah 

penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarnkatan dalam rangka peneyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, uurusan pemerintahan umum termasuk pembinaan 

ketentraman dan ketertiban sesua i dengan peraturan pcrundang-undangan yang 

berlakll. Kepala Kelllrahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh 

BupatiIWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIIWalikota alas nama Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I dengan melllperhatikan syarat-syarat dan ketentuan

ketentuan tcntang kepegawaian scsuai dengan peraluran perundang-undangan 
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yang berlaku (pasal 24 ayat 1 dan 2). 

Sedangkan penggunaan kata sesudah diundangkannya UU Nomor 511979 dalam 

penelitian ini, lebih dimaksudkan sebagai batas waktu di mana status dan peran 

elit agama yang diteliti adalah yang muncul sctclah hcrlakunyu UU tcrscbut. 

Keempat, status dan peran. Makna atau pengertian konsep status dan 

peran, dalam pcnclitian ini, mengikuti apa yang dikcmbangkan oleh Linton. 

Menurut Linton (1984 : 148-150), antara status dengan peran adalah dua hal yang 

tak terpisahkan, dan pembeda antara keduanya hanyalah merupakan "academic 

interest" semata. Tidak ada status tunpu perun, dun tiduk uda peran tanpa stutus. 

Status mewakili kedudukan setiap individu dalum berhubungan dengan 

masyarakat sccara keseluruhan. Scdangkan peran merupakan segi dinamis dari 

suatu status. Di dulmn hidup kcmasyarakatan, individu mcncrima suatu status dan 

mendudukinya dalam hUbungannya dengan status-status lainnnya. Manakala 

individu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status 

yang diduduki, maka berarti individu tersebut melakukan suatu peran. Dalam 

konteks penelitian ini, elit agama atau kiai misalnya, adalah mcnunjuk pada suatu 

status. Artinya, dia tampil di depan masyarakat mewakili status diri atau dalam 

kedudukan sebagai kiai atau pemuka agama. Kemudian apa yang dilakukan oleh 

seorang kiai dalam masyarakat schagui hak dan kcwajihan yang melekat dalam 

status tersebut adalah wujud dari peran yang dimainkannya. Karena itu, peran 

yang dimaksud di sini sesungguhnya adalah kontribusi apa yang diberikan oleh 

kiai dalam statusnya sebagai elit dan pcmuka agama dalam masyamkat. 
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1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini pada dasamya bertujuan memahami makna status dan 

peran elit infonnal. dalal1l hal ini elit agal1lu aluu kiai. dnlnm konleks 

masynrakat yang sedang berubah. Pemahaman makna yang dimaksud l1lenyang

kUI dua pennasalnhan, seperti diajukan di alas, unluk pada gilirannya dapal 

merumuskan proposisi-proposisi penelilian yang dihurapkan menjadi dusar 

dalam menemukan dan membangun teori substantif berdasarkan data empl

rik. Di sampmg ilu penelilian ini berlujuan untuk turul memperkaya khazanah 

penelilian-penelilian sosial, khususnya menyangkul peran elil agama dalam 

masyarakat. Kehadiran penelilian ini diharapkan dapal mengisi sisi-sisi yang 

belum (sempal) lersenluh oleh peneliliall-penelilian sekilar elillainnya yang lelah 

ada. 

Scdungkun l11unliull yung dUJlul dilurik duri pl!lIciiliun 1111: /'('/'IWIIII, 

secara akademik, diharapkan menjadi semacam pelunjuk dan tilik 

berungkat dalal1l l1lerumuskan masalah-masaluh baru bagi Jlcnclilian lcbih 

lanjul yang jnuh Icbih ll1endalam sehingga pada gilirunnya dapal melahirkan 

leori-teori fonnal mengenai elil agama dalam masyarukat. Kedua, secara 

pruklis, dihnrupklln bcrgllnu bugi kulungun pcnenlu kebijukun aluu pCll1crinluh 

sebagai masllkan yang berharga dan bersililt i1miah dalam pengambilan 

kepulusan khusllsnya ll1enyangklll dunia pedesaun dan/alau sistcm 

administrasi pcll1crinlahan desa. 
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Untuk memahami dan mengurai persoalan administrasi pemerintahan 

desa dalam konstelasi pembangunan nasional, di sini akan dicoba dijelaskan 

dari sisi hubungan negara dengan masyarakat, di era Orde Baru. Berkaitan 

dengan itu, menurut Pierre James (1990), secara umum terdapat tiga macam 

teori atau pendekatan dalam menganalisis karakteristik hubungan negara 

dengan masyarukal dalam proscs pembangunan di ncgaru-ncgaru sedang 

berkembang. Ketiga teori alau pendekatan tersebul adalah leori 

kelerganlungan, leori slruklurulis semi-olonom, dan leori neo-klasik. 

Teori ketergantungan pada prinsipnya memandang negara sebagai 

objek atau kelompok ekonomi yang dimanfaatkan oleh kalangan pemilik modal 

asing dan/atau kapitalis internasional. Negara-negara sedang berkembang akan 

memasuki sistem perdagangan dunia bersama negara-negara lainnya yang 

lelnh Icbih dulll maju Ini pada gilirunnyn akan mcmbllnl ncgul'u-negnfU seduns 

bcrkembang illl menjadi Icrganlung kcpada negara-negara maju alau kapilalis 

internasional. Negara-negara maju dan/atau kapitalis internasional dengan 

pengaruh dan kekuasaan ekonominya dapat mengontrol berbagai kebijakan 

pembangunan di negara-negara sedang berkembang sebagaimana yang mereka 
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inginkan. Menurut teori ini, negara-negara sedang berkembang di tempatkan 

sebagai negara pinggiran. Sedangkan negara-negara maju merupakan negara

negara pusat (Roxborough, 1986: 67-74; Suwarsono dan So, 1991: 118-\36; 

serta Budiman, 1995: 62-73 ). 

Sementara itu, teori strukturalis semi-otonom berpandangan lebih 

moderat, kendatipun semula merupakan sebuah kritik dan modifikasi dari teori 

ketergantungan. Menurut teori ini negara adalah sebuah institusi politik yang 

otonom sifatnya. Masalah bagaimana negara memainkan perannya 

menghadapi berbagai konflik sosial dalam masyarakat sesungguhnya sangat 

ditekankan dalam teori ini. Teori ini memandang pelaksanaan pembangunan di 

negara-negara sedang berkembang merupakan usaha mengakumulasikan 

sumberdaya untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi antarkelompok 

dalam masyarakat, khususnya yang bersumber dari modal asing, modal dalam 

negeri serta kelompok-kelompok miskin dalam masyarakat (Poulantzas, 1974: 

85). 

Berbeda dengan kedua teori yang disebutkan di muka, teori neo-klasik 

memandang negara sebagai pelaku yang rasional dalam setiap pengambilan 

keputusan politik ekonomi. Menurut teori ini, kebijakan pemerintah selalu 

didasarkan pada pertimbangan dan pilihan mekanisme pasar yang rasional. 

Kebijakan ekonomi selalu didasarkan pada pengaruh seimbang antara faktor 

pilihan teknologi, jumlah penduduk, intervensi pasar, dan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi masyarakat. Para penganut teori ini tidak begitu mementingkan 
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pengaruh kapital asing dan pengaruh kelas domestik terhadap kebijakan 

pembangunan, tetapi lebih memperhatikan sejauh mana peran pemerintah 

dalam pengaturan mekanisme pasar bebas serta pengendalian distorsi yang 

ditimbulkunnya. Dengan menggunakan unalisis keseimbangan ckonomi, tcori 

ini berusaha menjelaskan pendayagunaan sumber daya ekonomi nasional oleh 

negara untuk memenuhi tuntutan pasar dan peningkatan kesejahterllan masyarakul 

mayoritas (Trijono, 1994: 75). 

Dari ketiga teori atau pendekatan tersebut di muka, agaknya yang lebih 

mendekati realitas pembangunun serta hubungan negara dengan masyarakat di 

Indonesia pada pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru, adalah teori 

strukturalis semi-otonom. Dalam teori strukturalis semi-otonolll ini lcrgumbur 

dengan jelas hubungan negara dengan masyarakat yang merupakan hasil 

pembentukan konteks historis yang melatarbelakanginya. Di sam ping itu, teori 

ini juga memandang bahwa konflik merupakan bagian penting cksistcnsi 

negara di mana negara memperkuat kekuasaannya melalui perun yang diambil 

latkala harus mcnengahi konflik antara kclompok-kclompok dulam masyarakul. 

Dalam perspektif teoretik demikian itu, bisa dipahami jika negara Orde Baru 

mengambil serta menerapkun berbagai kebijakan termasuk kebijakan di bidang 

birokrasi ataupun administrasi pemerintahan desa, khususnya dengan 

diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979, sebagai saruna menengahi atau 

mengatasi kontlik-kontlik kepcnlingun kelompok elil (pedesuun) buik yung 

berbasis ideologi maupun lainnya dalam masyarakat desa. 
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Tampilnyo pemerintoh Orde Boru di pentns politik Indonesia tllhun 

1966 yang dengan serta merta harus menerima dan berhadapan dengan dua 

worison besar pemerintoh ern sebelumnya. Yakni, kebangkrutan ekonomi dun 

ketidakstabilon politik. Terhadup duo warisan terscbut, pcmcrintah Ord\: Baru 

kemudian membangun suatu strategi besar agar kedua warisan itu dapat diatasi 

dengan baik. Di sinilah kemudian strutcgi dan proses pemllllngunan nllsionlll itu 

dimulai. Bidang ekonomi (atau pertumbuhan ekonomi) di tempatkan sebagai 

prioritas utama pembangunan yang diikuti dengan penciptaan stabilitas politik 

untuk mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan 

antitesis strntegi dan penampilan politik dari pemerintah sebelumnya (Anwar, 

1984: 6-12; dan Mas'oed, 1989: 13-14). 

Dalam hubungan ini Feith dan Castles (1988: xvii-xx), misalnya, 

mencoba menjelaskan tiga pcrbedaan utama yang \:ukup tajalll antma 

pcmerintah Orde Baru dengan Ordc Lama. l'er/a/1/a, period\: Orde Bani adalah 

peri ode pemerintahan yang stabil dengan tingkat kontinyuitas yang tinggi 

dllillm IllIlSlIIlIh kebijllkslInlllln dlln personlll pemerintllhlln. Semcnlllnt 

keterputusan, konflik dan zigzag dalam masalah itu merupakan ciri dari 

peri ode 20 tahun sebelumnya. Orde Baru bisa diberi cap: periodc pcmcrintahun 

mil iter atau militer teknokrat. Sementura peri ode Orde Lama sulit ditcmukan 

capnya yang tegas dan jelas. 

Kealia, Orde Baru adalah sebuah zaman di mana terjadi perubahall 

ekonomi yang jauh jangkauannya. Hal ini dimungkinkan dan dipermudah 
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dengan adanya pengendalian yang luas di bidang politik. Sementara keberhasilan 

pemerintah dalam usaha-usaha ekonomi tidaklah begitu besar pada era Orde 

Lama walaupun tingkat produksi antara 1945-1953 cukup mengesankan. Peri ode 

ini juga ditandai dengan kekacauan administratif yang meluas di satu pihak, 

serta kegairahan dan kebingaran politik di pihak lain. Masyarakat kelas bawah 

menikmati kebebasan demokrasi yangjauh lebih besar dibandingkan zaman Orde 

Baru. 

Ketiga, pada zaman Orde Baru pemerintah menggalang kerjasama yang 

erat dengan negara-negara dominan di dunia kapitalis dan perusahaan

perusahaannya, sehingga banyak pengamat menyebutnya neokolonial. Namun 

demikian pemerintah Orde Baru senantiasa menentang sikap anti-imperialisme 

yang bercorak populis. Sedangkan pada periode Orde Lama populisme 

sangat dominan dan semangat anti-imperialisme serta nasionalisme ekonomi 

menjadi tema-tema pokok dalam pembicaraan politik. Tema-tema itu pertama 

dinyatakan dalam penolakan revolusioner terhadap usaha-usaha pihak Belanda 

untuk mengembalikan pihak kekuasaan kolonialnya setelah tahun 1945. 

Setelah itu menjadi jelas lagi dalam santemya tuntutan Indonesia untuk 

mengembalikan Irian Barat sepanjang tahun I 950-an; dalam usuhu 

pengembalian perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957; dalam 

kampanye Trikora untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda antara 

1961-1962; dalam kampanye "penggalangan" negara baru Malaysia mulai 

tahun 1963; dalam pengembalian beberapa perusahaan Inggris dan Amerika; 
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serta dalam keputusan pada awal 1965 untuk keluar dari PBB karenu budun 

dunia ini telah menerima Malaysia sebagai anggotanyu. 

Dengan lahimya pemerintah Orde Barn pada tabun 1966, maka generasi 

muda pendukungnya, terutama sekali di kalangan mahasiswa dan intelektual, 

mengharapkan adanya perubahan-perubahan drastis dalam sistem politik 

Indonesia. Para pendukung Orde Baru ini sangat menghendaki 

berlangsungnya suatu proses Iiberalisasi dalum kehidupan politik. Oleh kurcnu 

mereka memahami Orde Baru sebagai lawan dari Orde Lama, maka mereka 

mengharapkan Orde Baru menjungkirbalikkan situasi politik. Mereka 

mendambakan suatu keadaan di mana Orde Barn dapat menghilangkan kontrol 

politik yang diterapkan oleh rezim Demokrasi Terpimpin dan menggantikannyu 

dengan sistem lainnya yang berdusarkan pada Demokrasi Parlementer. Beberapu 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Bam pada masa awal itu 

memang telah memperbesar keyakinan para pendukungnya bahwa keinginan 

mereka akan terpenuhi (Sjamsuddin, 1989: ISO). 

Setelah berhasil menghancurkan kekuatun komunis pada tahun 1966, 

pinjaman-pinjamun dari negara-neguru 13arut, terutamu AS dun Jepang, mului 

mengalir. Dengan adunya bantuan ini, maka negara Orde Baru mulai 

memantapkan dirinya. Inflasi mulai berhasil dijinakkan. Perencanaan 

pembangunan mulai dilakukan, dimulai dengan Rencana Pembangunan Lima 

Tabun yang pertama pada tahun 1968. Modal using mullli mllsuk. Industrilllisasi 

mulai dikerjukwI bahkun mendupatkun prioritus dulum peluksunuun 
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pembangunan (Budiman, 1993: 48,juga Booth dan McCawley, 1990: 9-21). 

Misi dan tekad Orde Baru pada dasamya adalah untuk melaksanakan 

Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan konsekuen. Misi dan tekad itu 

direalisasikan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Khusus di 

bidang politik misalnya, wujud nyatanya adalah membangun dan menata sistem 

politik yang demokratis berdasarkan Demokrasi Pancasila (Alfian, 1991: 54-

55). Dalam perkembangannya dan dalam proses pembangunan yang 

terseienggara, pemerintah Orde Baru memang tampak lebih "menjanjikan" 

daripada pemerintah era sebelumnya. Berbagai perubahan (changes) dan 

kemajuan (progress) berhasil ditampilkan ke permukaan. 

Berkaitan dengan itu, menurut pengamatan Rondinelli, dalam konteks 

negara-negara sedang berkembang, di Asia umumnya, selama periode 1950-an 

sampai akhir tahun 1970-an pembangunan di negara-negara Asia sebagian besar 

menganut gaya pertumbuhan ekonomi yang top down meskipun beberapa kasus 

tipikal menerapkan hoI/om lip atau campuran antara keduanya (Rondinelli, 

1983: 3). Dalam pada itu, Long (1977: 26) melihat bahwa pertumbuhan 

desa-desa di negara-negara sedang berkembang sebenarnya banyak 

dipengaruhi oleh strategi dan muatan sentralisme pembangunan yang diterapkan 

oleh negara tersebut. 

Pendekatan baru dalam pembanb'llnan menekankan pada upaya 

menggalang partisipasi masyarakat untuk bersatu padu dalam pembangunan, 

yang diarahkan dengan model perencanaan dari bawah (Pongguan, 1992: 40). 
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Dasar pemikiran membangun masyarakat yang lebih egaliter ini berkembang 

setelah mengamati kekeliruan pembangunan periode tahun 1970-an yang dinilai 

gagal memberdayakan dan memandirikan masyarakat pedesaan (Korten and 

Alfonso, 1981: 32). Pada awal tahun 1980-an mulailah dikembangkan strategi 

pembangunan yang mengutamakan manusia sebagai aspek sentral (Cernea, 

1988: 3). Gaya pembangunan macam ini menghendaki perluasan 

desentralisasi dan penyebaran peran nktor pembangunan, sehingga masyarakat 

lebih banyak berperan. Gaya pembangunan semacam itulah yang oleh Chambers 

(1988: 279-280) dikatakan sebagai pembangunan yang memberi wadah untuk 

partisipasi masyarakat. 

Bertolak dari pemikiran Chambers tersebut maka pembangunan 

pedesaan itu seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya 

inisiatif untuk partisipasi masyarakat pedesaan. Yang dimaksud dengan 

partisipasi dalam konteks ini ada1ah keterlibatan rakyat dalam perencanaan 

pembangunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan atau implementasi dan 

evaluasi pembangunan (Cohen dan Uphoff, 1977: 46). Dengan demikian 

pembangunan desa haruslah mengedepankan peran rakyat sejauh mungkin 

hingga memberikan ruang peran pada rakyat banyak. 

Perlunya keterlibatan rakyat dan perbaikan kualitas manusia tnl 

dianggap sangat penting setclah pcmbangunan yang terlalu mcnekankan pada 

peran birokrasi mendapat kritik tajam karena dianggap kurang peka terhadap 

kebutuhan lokal (Korten, 1983: 26, Hill dan Weidman, 1989: 98).Orientasi 
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baru dalam pembangunan yang berkembang pada dekade 1980-an itu juga 

ditandai oleh munculnya beberapa konsep seperti pUlling the last first 

(Chambers, 1984: 6), pUlling the people first (Korten dan Alfonso, 1983: 15; 

Cernea, 1985: 40) danfarmfirst (Chambers, Pacey and Thrupp, 1951: 79). 

Lahirnya konsep-konsep tersebut tidak sekedar menawarkan suatu paradi!,'T118 

bam, melainkan yang lebih penting adalah kepeduliannya akan pelaksanaan 

pembangunan yang lebih mengutamakan dan memperhatikan kepentingan 

rakyat. Konsep mengenai arah dan kebijaksanaan pembangunan yang lebih 

mengutamakan peran manusia itu telah disusun oleh kebanyakan negara sedang 

berkembang, dengan variasi yang sangat beragam dalam tingkat 

operasionalisasinya. 

Respons terhadap paradigma tersebut juga ditandai oleh bermunculannya 

berbagai kebijakan yang berusaha menerjemahkan paradigma tersebut sesuai 

dengan kondisi negara masing-masing, baik dalam bentuk UU maupun dalam 

bentuk gerakan masyarakat. Di beberapa negara, misalnya: Srilanka lahir 

gerakan Sarvadaya (Korten, 1980: 12), di Korea lahir Samaoel Un DonK 

(UNHCRD, 1988: 39), dan di Indonesia lahir program kebijakan pembangunan 

desa, yang salah satunyn adnlah lahirnyu UU Nomor 5/1979. 

Studi-studi yang dilakuknn oleh World Bank, mengungkap bahwa 

program tersebut ada yang berhasil dan ada pula yang mengalami kegagalan. 

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa aspek keberhasi1annya selalu 

ditopang oleh komitrnen kepemimpinan lokal (elit lokal), dukungan masyarakat 
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yang tinggi yang memang memerlukan program tersebut. adanya sumber daya 

yang cukup. dan adanya sistem administrasi yang mendukungnya (Rondinelli. 

1983: 157; Lea and Chaudhri. 1983: 57). 

Dengan demikian. adanya sistem administrasi pemerintahan yang 

mendukung (kondusif) merupakan salah satu faktor penting bagi berhasilnya 

orientasi peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa. Dalam kasus Indonesia. pada akhir dasawarsa I 970-an. telah dimulai 

langkah-Iangkah reformasi kelembagaan pemerintahan desa dengan 

dikeluarkannya UU Nomor 5/1979 mengenai Pemerintahan Desa. Undang

Undang tersebut hanyalah merupakan landasan yuridis guna mewujudkan 

pemerintahan desa yang mampu mengelolah persoalan-persoalan masyarakat 

desa yang sudah dan sedang terus mengalami perubahan. Sumber perubahan 

adalah kegiatan pembangunan desu. Berbeda dcngan di musa sebel umnya yang 

banyak disibukkan dengan persoalan-persoalan yang lebih banyak berdimensi 

sosial-politik. sejak Orde Bant. pemerintah desa harus lebih banyak 

berorientasi pada pembangunan ekonomi (Rahardjo. 1991). 

Sistem pemerintahan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 5/1979 

termasuk suatu rekayasa hukllm dun politik sekaligus lIntuk mewujudkan 

administrasi pemerintahan desa yang kondusif dan mampu menggerakkan 

prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembungunun. Itu tereermin seeara 

jelas dalum konsiderans UU Nomor 5/1979 (dcngun scgcnup pcrulurun 

pelaksanaannya) seeara sungguh-sungguh hingga tereiptanya sistem administrasi 
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pemerintahan desa yang tertib, kuat dan mampu menggerakkan prakarsa dan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sekaligus merupakan 

upaya pembaruan dan transfonnasi administrasi pemerintahan desa menurut 

kehendak negara. Upaya tersebut, di mata negara, dirasa sangat penting, 

karena kemampuan administratif dipandang sangat prinsip bagi terlaksananya 

kebijaksanaan dan rencana pembangunan di tingkat pedesaan. 

palam konteks ini, peningkatan dan penyempurnaan kemampuan 

administratif pemerintahan desa meliputi antara lain usaha-usaha untuk 

mengatasi masalah Iingkungan, environmental obstacles, perubahan-perubahan 

struktural institusi-institusi tradisional atau perubahan tingkah laku individu dan 

kelompok, ataupun kombinasi dari keduanya (Caiden & Wildavsky, 1974: 6). 

Pembaharuan dan transformasi administrasi pemerintahan yang dapat dipahami 

sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

menyempurnakan kemampuan administrasi guna memudahkan perumusan 

dan implementasi rencana pembangunan (Been Lee, Hahn, 1974: 4). 

Caiden, dulam salah sutu kuryunyu lebih tegus mcmuhumi transformusi 

administrasi sebagai pengolahan sistem administrasi pemerintahan yang 

bertujuan melawan kemandekan (Caiden, 1969: 13). Sebagai usaha 

pembaharuan, maka paling tidak terdapat dua variabel yang memegang peran 

penting bagi berhasil atau gagalnya transformasi administrasi tersebut, yaitu 

(I) agen pelllbaruun, dun (2) fuktor lingkungun (Been Lee,lIun, 1974: 4). 
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Studi kasus di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan 

bahwa peran yang dimainkan oleh agen pembaharuan atau yang sekarang lebih 

dikenai sebagai kelompok elit, baik formal maupun informal, cukup 

menentukan di dalam proses transformasi administrasi. Walaupun diakui 

bahwa faktor lingkungan yang kondusif juga tidak kecil artinya bagi tercapainya 

tuj uan transfonnasi administmsi tersebut. 

Kembali ke konteks Indonesia, sejak diberlakukannya UU Nomor 

5/1979, pedesaan mempunyai undang-undang yang baru ten tang 

pemerintahannya. Yang diharapkan dengan lahimya undang-undang tersebut 

adalah munculnya suatu pemerintahan desa yang tertib, teratur dan bahkan 

seragam di seluruh wilayah tanah air. Hal ini juga dimaksudkan bagi 

terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien dan efektif. Di samping itu 

temyata UU ini pada dasamya dan dalam konteks tertentu juga mengisyaratkan 

munculnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Harapan 

tersebut, harus disadari, tidak akan bisa tercapai dengan sendirinya. Sebab, suatu 

undang-undang dan peraturan apa pun tidak bisa berjalan sendiri. la memerlukan 

aspek pendukung atau tepatnya aktor sebagai su~jek yang menjalankan atau 

melaksanakannya. Dalam persoalan inilah yang ternyata juga diakui oleh 

kalangan pemerintah sendiri di malla masih membentang sejumlah kelldala, dall 

karena itu ingin terus disempumakan. Itulah yang diisyaratkan dalam Instruksi 

Menteri Dalarn Negeri Nomor 411.24-059 tuhun 1988. 
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Semenlara ilu, berbugai kclcnluan yang mcngalur pemcrinlahan dcsa 

yang dikeluarkan oleh pemerintah, di satu pihak memperlihatkan pengaturan yang 

semakin tegas tentang kuatnyo kedudukan institusi Kepala DesaIKelurahan 

berikut tingginya ketergantungan Pemerintahan Desa dengan birokrasi di 

atasnya. Di pihak lain, temyata memperlihatkan pengaturan yang yang sangat 

prosedural dan birokratis bagi munculnya peranserta masyarakat, misalnya 

tokoh atau elit agama, dalam proses pembangunan desa. Partispasi yang 

diberikan misalnya horus harus diwujudkon melolui LMD dan LKMD. Sementura 

eksistensi LMD dan LKMD itu sendiri berada di bawah kekuasaan Kepala 

Desa. Dan ia merupokan bagion yang tak terpisahkan dari gagasan dasur UU 

Nomor 5/\979 (liha!: Penjelasan UU No. 5/\979; juga Keppres Nomor 28 Tahun 

1980; Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun \980; serta Keputusan Mendagri 

Nomor 225 Tahun \980). 

Dari gambaran yang dikemukakan di utas, nampak buhwa mekanismc 

penye\enggaraan pemerintahan desa sebelum UU Nomor 5/\979 suasana 

"dcmokralis" 1l111ncul kc pcrmukuulI. II1IbuIIgnn unlnra Kcpala Dcsu dcngun 

lembaga rembug desa mempunyai pengaruh dan kedudukan yang setingkat. 

Kepala Desa dalall1 mcngall1bilutuu mcnetupkun kcbijakan-kcbijakannya sclulu 

berorientasi pada kepentingan-kepenlingan masyarakat dan senantiasa 

mendapatkan pcngawasan dari warga dan tokoh-tokoh masyarakat setell1pat 

Proses pembualan kebijaksanaan berlangslIng dalam hubungan kerjasama 

yang harmonis dan setara antara Kepala Desa dengan lembaga rembug desu. 
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Oengan demikian musyawarah-mufakat merupakan sumber legitimasi ke

pemimpinan dalam masyarakat (Rahardjo, 1991: 1-7; Soemardjan, I 994a: 1-2). 

Namun, dengan diberlakukannya UU No. 5/1979, suasana sedemikian 

seolah menghilang dari pentas sosial pedesaan. Kepala Oesa terlalu di posisikan 

sebagai penguasa tunggal di mana semua lembaga yang ada di masyarakat 

terutama lembaga yang sengaja dibentuk sebagai institusi perwakilan 

kepentingan masyarakat desa seperti LMD dan LKMD, berada di bawah 

kepemimpinan dan kekuasaan Kepala Oesa. Sehingga proses pengambilan 

keputusan dan penyaluran kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi begitu 

formal prosedural dan birokratis sifatnya. Oalam konteks ini, Rahardjo (1991: 

19), menyebut tiga tahap dalam pemerintahan desa. Perlama, pemerintahan 

desa dan terutama Lurah berfungsi sebagai "penguasa" yang menyangkut 

keamanan dan ketertiban. Pada masa kolonial pemerintahan desa banyak 

bertugas sebagai "pemungut pajak" khususnya pajak tanah, walaupun 

kerapkali pengumpulannya "diborongkan" kepada kelompok etnis Cina. Pada 

waktu itu Lurah adalah pemimpin masyarakat dan bahkan juga "pemimpin 

informal". Karcna desa adalah unit pcmcrintahan yang "otonom". Luruh 

yang baik diharapkan hisa menjadi "pengayom" dan "anutan" masyarakat 

desa. Kedllil, scjuk Orde Buru pcrannn pcmcrintnhun desu mului bcrubuh yukni 

lebih sebagai "alat pembangunan" sekaligus alat pemerintah pusat dalam 

menciptakan stabilitas politik. Oalam hubungan ini pemerintahan desa belum 

menjalankan perannya sebagai lembaga yang memiliki gagasan yang otonom. 
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Gagasan itu datangnya dari atas atau dari luar. Pemerintah desa hanya 

menjalankan instruksi saja dari instansi yang lebih atas. Keliga, dalam tahap 

ini pertama-tama, segi-segi administrasi pemerintahan desa sudah mulai 

berkembang. Dengan perkutaan lain, pemerintah desa merubah citranya duri 

"penguasa" menjadi administrator pembangunan. Dengan administrtasi yang rapi 

itu, maka pemerintah desa bisa menyelenggarakan pelayanan sosial untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada tahap ini pemerintah desa akan mcnjadi 

agen pembangunan. Cirinya adalah bahwa mereka memiliki ide, sekalipun ide itu 

berasal dan dapat dirumuskan dari aspirasi rakyat. 

Akan tetapi, di sisi lain, Rahardjo mencatat bahwa sekarang bukan saja 

pemerintahan desa itu belum mampu, tapi malahan kerapkali menjadi faktor 

penghambat. Ini bukan karena pemerintahan desa itu sendiri tak mampu 

bersikap kreatif-inovatif, melainkan karena pemerintahan tidak mungkin 

bersikap seperti itu. Dcwasu ini. lanjut Rahardjo, wilayah-wilayah desu sudah 

ditentukan fWlgsi dalam berproduksi. Jika ada inovasi yang mengarah 

kepada diversifikasi, maka hal itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang 

saja. Kalau terjadi besar-besaran dnlam pola perubahan tnnuman di suatu desn. 

maka pemcrintahan desn dinnggap berbuat kesalahan, karena melanggar 

kebijaksanaan produksi yang te1ah ditetapkan. 

Struktur pemerintah Desn menurut UU No. 5/1979 dapat dikemukakan 

sebagai berikut: yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala 

Desa dan LMD (pasal 3 ayat I). Kedudukannya Kepala Desa dalam pasal 10 
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adalah sebagai berikut: 

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan 

pemerinlahan desa yailu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan 

merupakan penyelenggara dan tanggung jawab utama di bidang 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum 

termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan 

jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan 

pemerintahan desa. 

Sementara Lembaga Musyawarah Desa (LMO) adalah 

permusyawaratnnlpennufnkntnn pcmukn-pemukn masyarakat desa, bertugas 

menyalurkan pendapat dan nspirasi masyarakat desa dan memusyawarahkan 

setiap rencana sebelum ditetapkan menjadi keputusan desa. Kepala Desa karena 

jabatannya adalah Ketua LMD, dia - secara normatif -- dapat berperan 

menggerakkun, membentuk dan menyalurkan keinginan atau pcnduput 

masyarakat, dan secara langsung dapat mengendalikan proses pengambilan 

keputusan desa. Jadi, di sini Kepala Desa berperan dalam proses pengambilan 

keputusan desa (pasal 18 UU Nomor 5/1979 dan kebijakan-kebijakan lainnya. 

Proses perumusun kebijnkun pudu tingkat desn adnlah diwujudkan 

sebagai hasil kerja sarna antara Kepala Desa dan LMD dalam bentuk Keputusan 

Desa. Tetnpi, selnin itu Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai ketua LKMD 
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dapat membuat kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam penjelasan pasal 10 UU 

No.5 tahun 1979 dikemukakan sebagai berikut: Dalam rangka menumbuhkan 

dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat Desa. Kepala Desa antara 

lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melal ui lembaga sosial desa, 

Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan lembaga-Iembaga kemasyarakatan 

lainnya yang ada di desa. 

Kepala Desa juga mempunyai fungsi untuk memelihara kerukunan di 

tengah-tengoh mosyarakat. J ika uda pcrscl isihan puhum antara pcnduduk desa di 

lapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka Kepala Desa 

dengan bantuan para penatua mcngadili perselisihan itu dengan jalan 

mendamaikan. Jadi, dengan demikian, secara ideal desa sebenarnya memiliki 

mekanisme untuk memelihara kedamaian dan melindungi dirinya dari 

kekacauan, serta dalam mangatur hubungan an tara warga masyarakat. Dalam 

mekanisme itu, Kepala Desa berfungsi sebagai kepala pemerintahan, pembina 

ketertiban (mencegah terjadinya pelanggaran hukum), dan hakim peradilan 

desa. 

Struktur pemerintahan desa yang dikemukakan di muka, memperlihatkan 

odllnYIl kckullSllun yung bcrpusat patla Kcplliu Dcsu. Di sum ping itu, Kcpulll Dcsa 

tidak bertanggung jawab kepada LMD, tetapi ia bertanggung jawab kepada 

pemerintah atasannya. Dalam hubungan Int, nampak jelas bahwa 

pemerintahan dcsa scbagaimana dihajatkan oleh UU Nomor 5/1979 lebih 

tampil dalam wajah dan sosok diri sebagai perpanjangan tangan birokrasi 
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pemerintahan di atasnya, dan sebaliknya tidak banyak menampilkan diri 

sebagai organ pelayanan masyarakat. 

Mengedepannya posisi dan peran pemerintahan sebagai alat birokrasi 

itu, sebagaimana digagaskan UU Nomor 5/1979, membawa konsekuensi di 

tingkat implementyasi di mana pemerintahan desa akan lebih mengutamakan 

kepentingan pemerintah (atnsnn) daripada mengedcpnnkan kcpcntingan 

masyarakat itu sendiri. Ini tercermin dari peran yang dimainkan oleh Kepala 

Desa. Kondisi demikian, justru menjadikan pemerintahan desa, khususnya 

Kepala Desa - seperti disinyalir oleh Nordholt (1987) - seolah berada dalam 

posisi yang dilematis. Ia berada dalam kesulitan antara himpitan dan tekanan 

daTi pemerintah atas desa dengan tuntutan masyarakat setempat yang 

memberinya kepercayaan menjadi pimpinan. 

Disisi lain, dalam kontcks pembangunan, dimana secara fisik kemajuan 

pcmbangunan mcmang cukup mcngesankan. Pcmbangunan sarana transportasi 

dan pcmbangunan sarana transportasi dan pcmbangunan, misalnya, semacam 

jalan-jalan dan jcmbntnn dibunglln sccnru besur-besumn discluruh ncgcri. Bcgitll 

pula sarana kesehatan berupa rumah sakit dan pllskemas-puskemas , produksi dan 

droping obat-obatan bcrkcmbang dengan pesat. Semcntara ilu samna pcndidikan 

berupa gedung-gcdung sekolah didirikan secara besar-bcsaran pula untuk 

melayani seluruh lapisan masyarakal sampai pclosok-pclosok desa. Demikian 

juga dengan bidang-bidang pembangunun lainnya sepcrti keluarga berencana, 

hankam, pertanian (misalnya pembangunan waduk dan irigrasi) dibangun dan 
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dimantapkan terus-menerus diseluruh wilayah tanah air. Demikianlah, bahwa 

dalam makna fisik materil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Orde 

Baru di berbagai bidang menllnjukkan pertumbuhan yang berarti. 

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi,misalnya, pada dasarwasa tujuh 

puluhan (1970-1980), akibat boom minyak atau oil bonan=a, tingkat pertumbuhan 

ekonomi mencapai angka rata-rata 7,9% pcrtahun (Sagir, 1983: 3; serta Sjahrir. 

1987: 104-105). Sungguh suatu angka yang amat tinggi bagi sebuah negara sedang 

berkembang semacam Indom:sia. Kendatipun demikian. tingkat pcrtumbuhun 

ekonomi yang tinggi tersebut tcrnyata lebih memusat di kota-kota besar di Jawa, 

namun tidak berjalan sciring dcngun pcmcrataun (equali/y), schinggu 

menimbulkan berbagai kesenjangan. Tidak saja kesenjangan antarkelompok 

dalam masyarakat melainkan juga kesenjangan antar daerah. Hasil penelitian 

Come lis Lay (1993). menllnjukkun buhwu kcscnjungan ulltar dacruh (sckuliglls 

kesenjangan daerah-daerah) misalnya, disamping bcrsumber pada bekcrjanya 

mekanisme pasar yang mempllnyai kecenderungan cen/ripe/al serta berbagai 

hambatan geogratis sebagui ukibut lunsllng duri lIa/ure Indonesia sebagai nugum 

kepulauan, tapi juga karena colonial legacy dan sejumlah kebijaksanaan negara 

yllgng bias dan deskriminutif terhuduJl lingkllJl dUll fUlluh lingkup dun runuh 

pinggiran. 

Sementara itu, pemerintah Orde Buru, dulam proses pembangunan 

menampilkan negara sebagai "aktor" tunggal yang sentralistis. Artinya, segala 

sesuatu yangg diselenggarakan untuk atas nama pembangunan selalu datang dari 
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"atas", bersifat top-down. Oengan kata lain, negara (stale) adalah penentu ulama 

dalam penyelenggaraan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pembiayaan, sampai pada evaluasi hasil dan pemberian penghargaan seluruhnya 

berada di tangan negara. Sedangkan masyarakat Icbih di tcmpatkan scbagai objek 

dan subordinasi pembangunan. 

Oi siniIah negara kemudian tampil dominan menguasai segal a lini 

kehidupan daIam masyarakat. Hegemoni negara membentang dalam seluruh 

aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Salah satu cara yang 

kerap ditempuh negara dan ntnu pemerintah dnlam membentangknn hegemoninya 

adalah dengan menciptaknn organisnsi-organisasi fungsional dalam masyarakat 

sebagai perwakilan-perwakilan kepentingan. Bentangan kekuasaan semacam 

iniIah yang disebut King (1982: 25) sebagai stale corporatism. Pada saat 

mengambil suatu keputusan pemerintahan seolah tal11pak di permukaan menjaring 

aspirasi masyarakat melalui perwakilan-pcrwakilan korporasi itu. Dengan 

demikian, pemerintah atau negara seolah-olah telah mel11perhatikan dan 

mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Walaupun dalam 

kenyataan yang sesungguhnya l11asyarakat pada ul11umnya l11erasa tidak terwakili 

kepentingan-kepentingannya. Scbab memang kebijakan-kebijakan yang muncul 

lebih l11eneerminknn kehendllk negum utuu pemerintuh scmutu sertu kdompok 

keeil orang tertentu dalam l11asyarakat. Sel11entara sebagian besar lainnya justru 

l11erasa diabaikan dan terpinggirklln. 11111 ini sungat jclus duhlln hnl11pir sctiup 

kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah Orde Baru di segala bidang. 
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Proses pembangunan sedemikian ini, menurut Soetrisno (1988: 17), 

mempunyai segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, proses pembangunun 

dapat cepat di mana target-target yang ditetapkan negara, dapat dicapai tepat pada 

waktunya. Namun, kelancaran pembangunan itu tergantung pada kemampuan 

negara menyediakan dana dan kemampuan aparat negara untuk bertindak kreatif, 

walaupun kreatifitas itu sulit diharapkan kurena para aparat terikat pada peraturan

peraturan dan target pembangunan yang telah di tentukan dari pusat secara ketat . 

Hal ini membuat proses pembangunan berwarna intruktif dari pada bersifat 

ideologis yang jangka panjangnya mengakibatkan masyarakat sangat tergantung 

pada negara dan aparat dalam hal pembungunan. 

Oi sisi lain, Soetrisno (1988: 17) menyebutkan, pada tingkat pedesaan 

umpamanyu, perubahun yang mendasar dalam proses pembangunan pedesaan yang 

belum banyak teljadi. Negara dan aparatnya masih banyak memegang peran yang 

dominan sebagai pencipta, perencana dan pelaksana pembangunan pedesaan, 

sementara rakyat pedesaan tetup seperti hulnya pada masa kolonial yakni sebagai 

konsumen pembangunan. Oari segi ini dapat dikatakan, sampai saat ini strategi 

pembangunan pedesaan di Indonesia masih diwarnai jiwa etis politik yang pernah 

menjadi strategi dasar dari pembangunan pedcsaan di Indonesia pada masa 

kolonial. Oalam konteks t:tis politik itu pemerintah Belanda membanjiri 

masyarakat pedesaan dengan berbagai jcnis program yang bertujuan memperbaiki 

kehidupan sosial ekonomi rakyat pedesaan. Untuk ini negara menciptakan aparat

aparat yang baru jenisnya sangat banyak, mulai dari mantri cacar sampai dengan 
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manntri pertanian. Entree pOint pelaksanaan berbagai program tersebut adalah 

satu saluran yakni Kepala Desa dan perangkatnyu. 

Pada titik inilah posisi dn peran Kepala Desa menjadi sentral dan 

cenderung mengual. Bahkan Kepala Desa menjadi semaeam simbol kekuasaan 

negara di pedesaan. Hal ini semakin mengendap setelah terutama pemerintah Orde 

Baru memberlakukan UU Nomor 5/1979. Berlakunya UU Nomor 5/1979 ini di 

samping menyeragamkan pola dan sistem pcmcrintahan dcsa di sc1uruh Indonesia, 

juga sekaligus menolak tradisi pemerintahan dcsu yung tumbuh dun berkembung 

sejak lama dalam masyarakat setempat. 

UU Nomor 5/1979, menurut Soemardjan (1994a: 297), seeara eksplisit 

bermaksud menyeragamkan pemerintahan desa di seluruh Indonesia dengan 

mengambil pola pemerintahan desa di lawn sebagai aeuan bakunya. Dengan 

demikian, UU tersebut praktis memang tidak meni111bllikan masalah-masalah yang 

berarti di pulau Jawa. Tetapi sebaliknya karena adanya UU itu, dan berbagai UU 

sebelumnya, ternyata teluh terjudi dUlllpuk Ilcguti I' dUll 1'1I1ldUIllCIltui yUllg 

melemahkan potensi pemerintahun desa di sebagian wilayah Republik Indonesia 

di luar Jawa. Hal ini ditunjllkkan oleh bebcrapa penelitian. baik yang dilakllkan 

oleh Departemen Dalam Negeri maupun kalangan perguruan tinggi bckerjusulllu 

dengan Departemen Dalam Negeri antara tahun 1988 dan 1993. 

Dari beberapa penelitian yang di111aksud, salah satu kesimpulan yang 

ditarik Soemardjan (1994a: 299-300) adalah pada setiap desa sekarang sudah 

terdapat LMD (Lembaga Musyuwarah Desa) yang keberadaannya menurut UU 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI STATUS DAN PERAN ELIT AGAMA H. RIYADI SOEPRAPTO



43 

Nomor 5/1979 memang diwajibkan, dan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakut 

Desa) yang sebenamya tidak pemah disebut-sebut secara eksplisit dalarn undang

undang itu. Bagi banyak desa, pemisahan serta pembagian tugas, kewajiban dan 

wewenang antara kedua lembagu desa itu tidak jclas. Scillin itll, schllbungun 

dengan terbatasnya jumlah penduduk yang cukup cakap dan memenuhi syarat, di 

banyak desa an!l8ota LMD dan LKMD itu dirungkup olch orung-orung yung sumu, 

Atau tidak jarang pula rapat LMD dan LKMD diadakan secara bersamaan di 

bawah pimpinan Kepala Desa. 

Di sisi lain, Soemardjan (1994a: 3(0) menyebutkan, secara umum dapat 

dimengerti bahwa para pembuat UU Nomor 5/1979 berpendapat terlalu 

bersemangat dalam membayangkan buhwu Republik Indonesia ini adalah sebuah 

negara kesatuan, maka bentuk-bentuk pemerintuhan scmua dcsu di sclurllh pcnjurll 

Indonesia harus diseragamkan secara merata. Nampaknya di dalam pcmikiran 

pembuat undang-undang terdapat anggapan buhwasunya pcngl.:rliun istiluh 

persatuan (unity) dan kesatuan (unit) itu sama saja dengan istilah seragam 

(1II1if/IrII/). Tentu sojo onggopon yung dcmikion ini tidnk benar. Persotuon dan 

keseragaman adalah dua istilah yang artinya berbeda. Maksud keseragaman dalam 

undang-undang tersebut juga menunjukkan adanya keinginan di kalangan 

pembuat undang-undang itu untuk mcmperkuat unsur tllll}!,}!,U/ dan mengurangl 

makna unsur bhinneka dalam sasanti negara Bhinneka Tunggal Ika. 

Akhimya, Soemardjan (1994b: 95) pun menulis, bahwa UU Nomor 5/1979 

hanya mungkin diterapkan di desa-desa di Jawa dari mana sebenarnya pula 
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pemerintahan desa itu diambil. Sementara desll-desa di luar Jawa justru 

mengalami kesulitan besar sebab adat tradisi mereka mempunyai kekuatan tata 

hidup dan kebudayaan masyarakat. Akibatnya, UU terse but malah 

membingungkan dan mendatangkan masalah. Bahkan oleh Safa' at (1996) 

dikatakan bahwa telah teIjadi berbagai penyingkiran dan peminggiran, terutama 

terhadap kepemimpinan lokal tradisional, misalnyu pcmimpin udut, yang tcluh 

luma melembaga dalam musyarakat. 

Dengan dcmikian. lahir dan dihcrlukllkunnYll lJlJ Nomor 5/1979 Icrschul 

sesungguhnya lebih mencerminkan keinginan sepihak dan rasional pemerintahan 

Orde Baru sendiri. Hal ini dalam kenyataannya, lehih sebagai upaya menopang 

kebijakan mllssa mengllmbang dan depolitislisi pcdesaan yang lelah diterapkan 

beberapa tahun sebelum UU Nomor 5/19791ahir atuu diberlakukan. 

Pada titik ini dapat dikatakun. bahwa sosok negara di era Ode Baru lebih 

mendekati negara mandiri yang korporatis. Sehingga hubungan antar negara 

dengan masyarakat berlangsung dalam konteks dominasi negara terhadap 

masyarakat. Ada kecenderungun kuat negara menempalkan musyurakat scbugai 

subordinasi negara, sehingga masyarakat harus tunduk pada kehendak negara 

tunpu bunyak ukses bagi mnsyuruknl lInlllk Illclnkllknn Inwnr-Il1Cllnwnr dCllgllll 

negara, sekalipun misalnya mcnyungkul Illasalah apn yang disebul "dell1i 

kepentingan umum". Walaupun disadari. bahwa negara seperti dikatakan Surbakti 

(1993: 20). tiduk pemah herlinduk dllium situasi yunl! vukum. Ncgara mungkin 

merupakan aktor yang menetukun dulam sctiap sislcll1 polilik tctapi tindukunnya 
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Oalam perputarall \Vaktu yang tCrtlS mclaju, pcmcrintah Orde Baru sampai 

saat ini mampu menunjukkan eksistensinya secara meyakinkan sebagai sebuah 

pcmerintahan yang I11clllbentangkan kekuasaannya dcngan sangat Illantap dan 

serba meliputi yang tanpa Illampu diusik oleh kekuatan-kekuatan lain dalam 

masyarakat yang juga memiliki kepentingan ke pusat kekuasaan (Budiman, ed., 

1992) 

Oalam konteks masyarakat pedesaan, misalnya, di mana salah satu 

kebijukull utUl1111 pCI11Crilltllhuli Ordc 13uru ulltuk mcngutusi kOlldisi sosilll ckollollli 

yang ditinggalkan pel11crintah Ordc LUilla adalah dilaksanakannya program 

pembangunan masyarakat dcsa (PMO). Untuk mendukung kebijakan tersebut, 

maka strategi pembangunan mcnggunakan dua macam cara yakni pemantapan 

birokrasi pemerintah desa dan kedua dengan pemantapan sistem ekonomi desa 

yung I11cndukung scktor pcrtuniuli. Dengan stratcgi ini juga agar birokrasi dcsa 

dapat menetralkan dan mendukung konsep massa mengambang yang diterapkan 

oleh pcmerintah, dan di lain pihak sekaligus pembangunan sektor pertanian ini 

dapat menjadi pcnyungga kebutuhan ducrah-ducruh pcrkotuun (Hullscn, 1978: 232-

342). 

Strategi demikian, dalam kenyataan mengundang terjadinya sentralisasi 

pclaksanaan pcmbangunan, tcrmasuk di pedesaan, sebagai bagian dalam rakayusa 

pel11bangunan nasional yang pada gilirannya menjadi bergantung kepada 

(birokrasi) pCl11crintah atas ,ksa dalal11 segala proscsnya, termasuk dalam soal 
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dana, misulnyu. Menurllt Tjokrowinoto (1996: 41), pembangunan desa yang terlalu 

bcrtumpu pada alokasi dan distribusi dana yang scntralistik, akan mcngurangi 

kreatifitas dan kOl11itl11en lilasyarakat desa, kurang menumbuhkan pel11bangunan 

yang berdasar kepcrcayaan diri (.I'e/j:reliant development), dan I11cnil11bulkan 

dependensi l11asyarakat yang terlalu besar pada pel11erintahan. Sejul11lah kasus 

Illcnllnjllkkan buhwll pcnckunull 1llokllSi duna yung scnlrulislik dun bcrkcpunjungull 

telah l11enul11bllhkan l11entalitas dependensi, l11emperiel11ah prakarsa, dan 

I11cngllnlllgi krculililus dUll tluya illovasi. Scjlll11lah pCl11hicuraan dcngun hirokrul 

lokul l11al11bawu pada kesimplIlan bahwa l11ereka cenderllng l11el11ilih alokasi dana 

yang sentralistik, dari pada harus I11cnggali sllmber-sumber sendiri dalam konteks 

otonomi dun desentralisusi. Sibp inertia yang del11ikian, akan mel11bawa 

kerentanan sosial dan membahayakan bekerlanjutan pembangunan (sustained 

deve I ol'lIIe 111). 

Dari bcbcrapa pcnjelasan di Illuka, tampak buhwa perun dun fungsi ncgum 

lebih pada pel11bentukan dan pengaturan blok kekuasaan untuk menjamin 

tcrcapainYII lujuan-llljllan ncgam. Iial ini diwujudkan dengan mcmperkcnulkannya 

dominasi aparatur negara sampai tingkat paling bawah yang bertindak atas nama 

negara. Acapkali aparutllr ini bcrsikap Illcnckan serta mcnjalankun kehendak 

negara dengun paksaun lcrhudup kdolllpok-kelol11pok masyarakat. Dengan begilu, 

aparatllr tcrscbllt scsllnggllhnya ldah mengamankan akumulasi dan sistem 

prodllksi kapalitas yang dijalankan atau disahkan olch ncgara. Untuk I11cl11pcrkllat 

posisi, dominasi dan pcrannya di masyarakal, ncgara juga mcncrapkun cura-cam 
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yang korporatis sebagai perwakilan kepentingan. Oengan demikian kclompok

kelompok serta organisasi-organisasi fungsional dalam masyarakat di tempatkan 

sebagai subordinasi negara. 

Begitulah, administrasi pcmerintahan dcsa pun terutama sesudah 

diundangkannyu UU Nomor 511979, sebagai bagian dari kebijakan pembangunun 

Orde Baru, sesungguhnya adalah perpanjangan tangan negara sampai ke tingkat 

pedesaan. Hal ini dimaksudkun seluin untuk pcnyeraguman udministrusi 

pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Juga untuk meminimalisasikan, dan jika 

perlu menghilangkan sarna sekali, konllik-konllik antarkelompok dalam 

masyarakat desa. Tokoh-tokoh adat, elit-elit informal yang sebelumnya berperan 

penting sedikit demi sedikit ditekan batas-batas "kekuasaannya". Menurut 

penC\itian Usman (1991), nkibat strulcgi pcmbungunun yang scntralistik scpcrti itu 

telah menggeser struktur kekuasaan di pedesaan. Oengan dcmikian ncgara 

mcnjadi sangat Ieluasa dalam mcwujudkan kchendaknya berikut memobilisasi 

masyarakat unluk memulllhi dan mendukung sepcnuhnya program-progralll 

pemerintah. Oi sinilah masyarakat tampak sebagai elemen yang lemah dalam 

konteks kehidllpan berbangsa dan bernegara scdungkun negara dun birokrasi 

tam pi I mengendalikan irama kckuasaan yang tak satu pun kekualan mampu 

menandinginya. Fenomcna ini mcmbcnlang mulai dari pusal kekuasaun di kota

kola sampai kc pelosok pcdesaan di ncgcri ini. 
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2.2. PEMBANGUNAN NASIONAL PADA TINGKAT DESA DAN 
PERUBAHAN STATUS ELIT LO((AL DALAM MASYARAI<AT 

Scpl!rli diknlnkun Vilfrcdo Pnrelo. di dnlnm sclinp musyurukul. sciulli 

lerdapat sekelompok kecil orang yang memerintah yang secura langsung atau 

tidak langsllng terlibat dalalll pelllerintahan. Kellludian sebagian bcsar 

lainnya adalah kelompok yang diperintah (Bottomore, 1985: 7-8). Sekelompok 

kecil yang memerintah itu oleh Pareto disebllt elit. Kelompok elit tersebut 

sclalu mengalami perpularan yang disebut Pareto sebagai terjadinya sirkulasi elit 

(Bottolllore, 1985: 49, dan Bellamy, 1990: 27). 

Teori-Ieori klasik yang berhubungan dengan masalah elit, selain teori 

PurClo, jllgu C. Wrighl Mills, RUYlllond Aron. dun Harold Lusswdl (Widjuja. 

1988: 64). Sejak berabad-abad sudah Illenjadi dalil pemikiran politik bahwa 

kekuasaan dalam masyarakal didistribusikan dengan tidak merata. Mosca 

(Putnum. 1993: 77) Illcnycbulkun, dalam setiup Illasyarakal Icrdapal dlla kclus 

pendudllk -- satll kelas yang mengllasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas 

pcrtallla. yangjllmlahnya selalll Icbih kecil, menjalankan sClllua fungsi politik, 

memonopoli kekuasaan dan Illenikmali keuntungan yang diberikan oleh 

kckuasaan illl, scdangkan kclas kcdua, yang jUllllahnya jauh lebih besar, dialur 

dun dikendalikan oleh kdus perluillu illi. 

Mosca menjelaskan lebih lanjut hubungan dinalllis antara para elit dcngan 

kclompok massa. Parn ciil bcrllsaha bukan halP,1I mcngllngkal dirinya di 11II1S 

unggota Illasyarakat lain, tctapi juga mcmpertahankan statusnya terhadap 
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massa di bawahnya, melalui para "sub-elit" yang terdiri dari kelompok 

besar dari "scluruh kclompok mcncngah yung buru" (Bottomore, 1985: 9). 

Kelompok sub-elit ini menyediakun kader buru bugi clit di atas dun berpcran 

utama dalam membina kehidupan masyarakat sehari-hari (Widjaja, 1988: 64). 

Sementara itu, baik Pureto muupull Moscu, menguitkun p<.mgcrtiun elit 

dengan kelompok orang-orang yang secara langsung, ataupun karena posisinya 

sangat kuat pengaruhnya dalam mcnjulankun kekuasaun politik. Padu suut yung 

sama, keduanya juga mcngakui bahwa "elit yang memerintah" atuu "kdas 

politik" itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang terhormat 

(Bottomore, 1985: 9-10). Mcnurut Edward Shils, tidak sedikit kalangan elit 

yang sebenamya demagog sebenarnya sangat mengerti tentang bagaimana 

mcmobilisir massa dalalll rangka mcndukung apa sa.la yang mcrcka 

perjuangkan. Seorang demagog bisa saja membuwu pcmbuharuan tclapi 

perubahan-pcrubahan yang tcrjadi hanya bersitut sClllcntara. Kcbijaksanaan dan 

kegiatannya \cbih banyak menimbulkun pertentangan daripada pemccahun 

masalah. Sclanjutnya dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan 

kehancuran yang dilimbulkan st!orang <.!lil demagog adalah kecenderungannya 

mcnumbuhkun IUlllltismc yung bt!r1Iudu uncumlUI dun lIgilusi. Mt!rt!ku ll1t!nunlut 

kesetiaan dari pengikutnya dan mengobarkan kebencian terhadap musuh-musuh. 

Shils. jugu mcnunjukkan bahwa kcpt!mimpinan dt!mikian dapal mClllbuat orang 

meniadi iinak dan patuh. lela pi sulil menyesuaikan diri dan etlsiensinya rendah. 

Malah mercka dapal mcnghancurkan apa yang harus mereka bangun (Widjaja. 
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1988: 65). 

Studi sekitar peran elit dalam proses industrialisasi, misalnya, yang 

dilakukan Clark Kerr dun kuwun-kawan di beberapu kola di dunia scpcrli 

Amerika Serikat, istambul, Beirut, Teheran, Karachi, New Delhi, Jakarta, dan 

Tokyo. Dari studi lersebut dihasilkan "lima tipe elit ideal". Yakni, perlal/la, 

elit dinastik (mereka yang berasal dari golongan aristokrasi, pedagang dan 

pemilik tanah. Tipe elit ini memberi kepemimpinan yang tertutup sifatnya 

dengan keanggotaannya umumnya berasal dari unsur keluarga yang dekat atau 

kelas yang sarna. Juga terdapat elit dinastik "tradisional" yang menentang setiap 

pembaharuan, khawatir akan tilllbuinya aliansi dan krisis moral). Kedl/a, elit 

kelas menengah (elit baru yang dapat hidup berdampingan dengan elit lama. 

Mereka berasal dari kelompok pedagang dan pengusaha industri kerajinan 

rumah tangga, dan ulllumnya tcrdiri dari golongan Illilloritas dalam agallla 

atau suku). Keliga, intelcktual revolusioner (juga merupakan elit baru yang 

Illullcul yUllg mCllgumhil ulih kcpcmilllpillull IlllsiollUI. mCllyillgkirkull l'iil 

lama dan mungkin juga budaya lama yang biasanya masih berciri kolonial). 

Keempat, administrator koloninl (e1it ini mewakili dan bertanggllng jawah 

kepada negara penjajah. Mcrcka mcrupakan pcmimpin yang asing dengan 

kebijaksanaan yang asing pula. Kepemimpinan mereka lebih diandalkan pada 

kekllatun tisik dan ancalllan. daripada bujukan dan kompromi). Kelil/la, elit 

nasionalistik {Illcrcku mcmiliki sikup Illlsionalismc yang tinggi. Mcreka 

merllpakan kelompok mujemllk yung menghasilkan kcbijakun industrialisasi 
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yang berbeda. Konflik pun banyak terjadi di antara mereka, terutama 

mengenai stapa yang mengendalikan kekuasaan pada permadani 

nasionalisme) (Iihat: Widjaja, 1988: 67-70). 

Sebagaimana dikatakan Putnam (1993: 80-83), scsungguhnyu masih 

sedikit sekali kesepakatan yang ada di antara ahli-ahli ilmu sosial mengenai 

definisi elit. Karena itu, Putman sendiri mencoba mendefinisikan elit sccara 

luas. Perlama, beberapa orang yang memiliki lebih banyak kekuasaan politik 

dibanding dengan yang lain; dan mereka inilah yang disebut elit politik. 

Kedua, di kalangan kelompok yang snngnt berkunsn pun, hanyn beberapa saja 

yang secara langsung memutuskan kebijuksanuun pemerintah. Sehingga kitu 

harus membedakan antara pengaruh yang langsung, tidak langsung, dan yang 

semu. Scorung aktor mcmiliki pengaru" la/lg.~ung bila in scndiri ikul 

menentukan keputusan final; dan memiliki pengaruh lidak langsung bila ia 

mempengaruhi aktor lain, dan aktor lain yang memutuskan kebijaksanaan. 

Sedangkan pengaruh semu dapat dimisalkan adanya dua aktor, di mana aktor 

pertama secara langsung mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan dan 

sekaligus juga menentukan sikup yung harus diumbil oleh aklor kcduu: 

sedang aktor kedua ini lidak mempunyai pcngaruh alas kebijaksanaan yang 

diputuskan itu. Oalam hal ini, mungkin saja kebijaksanaan itu berscsuaian 

dengan pemikiran aktor kedua illl, Iclapi pengaruhnya tcrhadap kebijaksanaan 

itu bersifat semu. Dengan demikian, menurut Putnam, definisi kita tentang 

kekuasaan (dan lenlang elit) hurus mcmpcrhilungkun Ile/lgaru" /tlllg""/I,\! 
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dan tidak langsung, tetapi tidak usah memperhatikan pengaruh semu. 

Ketiga, seringkali, seorang pembuat keputusan yang paling berkuasa 

sekalipun harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan reaksi dari 

aktor-aktor lain. Berkaitan dengan itu, Putnam pun mempertanyakan tentang 

siapa sesungguhnya yang berkuasu dalum masyarukat. Dalum hubungan ini, 

Putnum (1993: 91-94), mengajukan tiga cara untuk mengetahui siapa yang paling 

berpengaruh dan berkuasa dalam masyarakat. Ketiga cara tersebut adalah: 

Pertama, dengan menggunakan analisa posisi, yang menganggap bahwa 

pejabat-pejabat yang menduduki posisi-posisi tinggi dalam lembaga-lembaga 

pemerintahan formal merupakan suatu peta hubungan kekuasaan yang bisa 

dipakai, dan bahwa pejabat-pejabat yang menduduki posisi-posisi tinggi dalam 

lembaga-lembaga itu cenderung secara politik berkuasu. Kedua, dengan 

menggunukan analisa reputasi. YlIkni, tidak mendusurkun pada bugu" 

organisasi formal, tetapi pada reputasi kekuasaan secara informal. Cara ini 

didusarkan padu anggapun bahwu purtisipan-partisipun dalam suutu sistcm 

mengetahui siapa yang berpengaruh kuat dan yang tidak. Ket iga, dengan 

menggunukun teknik unulisu kc:putusull. Tcknik ini didusurkun puJu unggupun 

bahwa bila kekuasaan politik didelinisikan dulam artian pengaruh atas kcgiutun

kegiatan pemerintah, kita bisa mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan itu 

dcngan mempelajari proses pembuatan-pcmbuatan keputusan tertentu, dan 

terutuma sekali, dengan memperhatikan siapa yang berhasil mengajukan inisiatif 

atau menentang usul-usul keputusan itu. 
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Beberapa uraian tentang elit tersebut di atas sesungguhnya lebih 

menyangkut elit formal dalam masyarakat dan belum banyak menyinggung 

tentang keberadaan dan peran elit informal. Elit informal, seperti elit agama 

misalnya, sekalipun tidak memiliki otontas formal di arena politik dan birokrasi, 

namun diasumsikan memiliki peran strategis dalam masalah sosial dan politik 

di masyarakat, terutama di Iingkup dan ranah pedesaan di negeri ini. Studi

studi tentang elit formal, khususnya di pedesaan seperti studi tentang Kepala 

Desa dan pejabat-pejabat desa lainnya, sebenamya sudah cukup banyak dilakukan 

para ahli i1mu-i1mu sosial. Karya NordhoIt (\ 987), Ojo Dumeh, 

Kepemimpinan Lokal dalam Masyarajal Pedesaan; beberapa hasil penelitian 

muda di empat pusat penelitian ilmu-ilmu sosial yang disunting oleh Allian 

(1988), Kelompok Elil dan Hubungall Sosial di !'edesaall; b\:b\:rapu husil 

penelitian para peneliti Belanda yang disunting Ufford (1988), Kepemimpinan 

Lokal dan Implemenlasi Program, karya Albert Widjaja (1988), Hlidaya I'o/ilik 

dan Pembangllnan Ekonomi, adalah sebagian yang dapat disebut. 

Sedangkan studi-studi tentang elit informal, khususnya yang disebut elit 

agama, pedesaan sebetulnya juga suduh Illulai bcrmunculan baik yung dilukukun 

oleh para peneliti asing maupun yang dilakukan peneliti-peneliti Indonesia 

sendiri. Beberapa studi tentang agul11u yung dil11uksud. untura Illin. l11isulnyu: 

karya Clitlord Geertz (1960), the Javanese Kyai: 'l11e Changing Role of' (/ 

eullural Broker, karya beberapa peneliti Indonesia dan asing yang disunting 

oleh M. Duwum Ruhurdjo (1985). l'e."IIII1'ell dllll !'l'lIlh"lwI'/ICIII. kuryu M. 
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Yacub (1985). Pond ok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa. karya 

Hiroko Horikoshi (1976). A Traditional Leader in a Time o/Change: The Kijaji 

and Ulama in West Java. serta karya Manfred Ziemek (1986), Pesanlren Dalam 

Perubahan Sosial. 

Beberapa studi tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa para elit 

ugama atau yang disebut kiai dalam masyarukut tcmyutu menjudi figur IInulun 

bagi masyarakat setempat. Melalui kekuatan khurismunya mereka mampu 

menggerakkan masyarakat setempat untuk berbagai kepentingan bersama. 

Misalnya, di zaman penjajahan, kiai justru tampil di barisan terdepan 

bersama warga di manu mereka berada dulam menghadapi kaum penjajah. 

Dalam waktu yang sarna kiai juga melaksanakan peran sosialnya yang sangal 

berarti yakni mendidik warga masyarakat melalui lembaga pendidikan yang 

didirikan dan dipimpinnya: pondok pesantren. Kemudian di era kemerdekaan, 

kendatipun sejurnlah kiai turut bermain di pentas politik praktis, namun tugas 

utamanya sebagai pemimpin dan pengasuh pondok pesantren tidak pernah 

ditinggalkannya. Sementara itu, di era pembangunan kini, di mana hanya 

tinggal beberapa saja kiai yang tertarik ke dunia politik, schingga pcrannya 

sebagai pemimpin urnat dan pemangku pesantren menjadi semakin kokoh dan 

terkonsentmsi penuh. 

Akan tetapi, semakin bertambah usia Orde l3aru, di mana jungkuuun dan 

jaringan politik pemerintah semakin meliputi semua bidang dan area kehidupan 

masyarakat termasuk daerah pedesaan. peran-peran kalangan tertentu di luar 
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lembaga pemerintahan dan birokrasi disinyalir mengalami penyempitan dan 

pergeseran-pergeseran yang cukup drastis. Termasuk yang ikut menyempit dan 

bergeser itu adalah peran elit agama, seperti para kiai itu. 

Hasil penelitian Usman (1990) di tiga desa santri, misalnya, 

menunjukkan bahwa peran elit pemuka agama tergeserkan bahkan 

terkesampingkan oleh elit pamong desa yang terus mendominasi pengambilan 

keputusan menyangkut pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa. Menurut 

Usman (1991), kelihatannya di pedesaan sekarang hanya para pemimpin 

formal (pamong desa) yang masih bertahan untuk menyandang 

kepemimpinan yang bersifat po/ymorphir;. Dengan lahirnya UU Nomor 5/1979 

menjadi semakin tegas kedudukan mereka sebagai administrator pemerintahan, 

sekaligus agen dan dinamisator pembangunan. Meskipun mereka dipilih 

langsung oleh rakyat, namun dalam banyak hal mereka lebih banyak 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada aparatur pemerintah di tingkat 

Kecamatan atau Kabupaten karena mereka adalah kepanjungun birokrusi di 

tingkat desa. Sebaliknya, para pemimpin informal, seperti elit agama, justru 

sekarang hanya menyandang kepemimpinan yang bersifat monomorphic. 

Kondisi ini semakin menjadi opini di kulangan p..:neliti dun illlluwan 

sosial setelah mereka menyaksikan kebijakan politik pemerintah Orde Baru 

yang memberlakukan UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa untuk 

seluruh desa di wilayah Republik Indonesia. Salah satu implikasi berlakunya 

Undang-undang tersebut adalah bahwa kekuasaan menjadi terpusat ke lembaga 
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formal birokrasi pemerintahan deslI denglln Kepnlu Desu sebugui penguusu 

tunggalnya. Artinya, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, di sam ping di 

posisikan sebagai penerjemah dan penyalur resmi aspirusi musyarukat sctcmpat, 

juga berperan sebagai wakil pemerintah alas desa yang berada di desa. 

Penelitian ini meneoba dan berusaha meneermati seeara It:bih 

mendalam realitas status dan peran elil agama dalam konteks masyunrakat yang 

sedang berubah, terutama dikaitkan dengan perubahan di bidang administrtasi 

pemerintahan desa yakni berlakunya UU Nomor 5/1979. UU ini memang seeara 

umum dikenal sebagai UU tentang pemerintahan desa. Akan tetapi, di dalamnya 

juga berbicara dan mengatur tentang pemerintah kelurahan. Persoalan 

menyangkut realitas status dan peran elil agama atu kiai yang pusat perhatian 

penelitian ini adalah suatu dalam suatu masyarakat desa yang telah berubah 

menjadi kelurahan. 

Dalam hubungan ini diasumsikan bahwa elit informal, dalam hal ini 

sdalah elit agama, pedesaanlkelurahan tersebut masih tetap dan mampll 

IlIcmuinkun perun bcrurti dun strutc:gis dulum masYllrukll1. Iial ini didusurkull 

pada tesis yang dikedepankan oleh James Seott (1963: 248), yang menyebutkan 

bahwa kepemimpinan elit pada dasamya bersifat "paternalistik" scrta tidak 

begitu menghendaki partisipasi rakyat, keeuali mengharapkan kepatuhan 

massa rakyat. 
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2.3. MEMANDANG STATUS DAN PERAN ELiT AGAMA DART 
PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK 

Oi dalam ilmu-i1mu sosial, khususnya sosiologi, terdapat dun 

pembagian utama, misalnya berdasarkan pokok pembahasannya, yaitu sosiologi 

makro dan sosiologi mikro. Ada juga yang menyebutkan pembagian an tara 

tata makro (macro-order) dan tata mikro (micro-order), perspektif struktural 

atau makrososial dan perspektif kehidupan sehar-hari atau mikrososial, jenjang 

makro dan jenjang mikro.Oalam konteks makro (micro), ilmu atau teori sosial 

lebih melihat masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan meletakkan fokus 

pada saling ketergantungan anlara bagian-bagian masyarakat. Oi sam ping itu, 

perspektif makro lebih memandang hubungan-hubungan antnrkelol11pok, 

pola-pola organisasi yang komprehensif serta komunitas-komunitns dan 

masyarakat-masyarakat serta masalah-masalah yang mencakup struktur-struktur 

institusional berskala besar. Sedangkan dalam konteks l11ikro (micro) yang 

diamati adalah persoalan interaksi-interaksi yang terpola, perilaku peran, 

tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati, kelompok-kelol11pok 

primer dan hubungan-hubungan antarmanusia dalam kelol11pok-kclompok 

lerorganisasi serta institusi-institusi (Sunarlo, 1985: ix). 

Oleh karena permasalahan atau fokus kajian penelilian ini lebih pada 

perilaku peran, interaksi antarmanusia (individu) serta tindakan-tindakan dan 

komunikasi yang dapat diamati dalam masyarakat maka, dengan demikian, lebih 
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bersifat milcro. Karena itu, pendekatan atau perspektif yang digunakan untuk 

11lcnclnnh pennllslIlllhlln yang dinngkal (seperti dikemukakan di Bub I) uduluh 

perspektif mikro, dalam hal ini adalah perspektif atau teori interaksionismc 

simbolik. 

Pada umumnyn setiap perspektif dalam i1mu sosial memiliki kekhusun 

tersendiri dalam memandang realitas di dalam masyarakat. Begitu pula 

dengan teori interaksionisme simbolik yang dikembnngkun oleh Herbert 

Blumer sebagai bagian dari perkembangan teoTi dalam tradisi sosiologi Amerika 

di akhir dasawarsa I 960-an. Teori interaksionisme simbolik pada dasarnya 

musih berada dalam tradisi kaum behavioris. Akar dari teori interaksionisme 

simbolik bisa ditelusuri sampai kepada pemikiran-pemikiran psikologi Amerika 

lerula11la yang digagas oleh William James, James M. Baldwin, John Dewey 

dan George Herbert Mead, serta pemikiran-pemikiran sosiologis yang 

dikedepankan oleh Charles H. Cooley dan William Isaac Thomas (Iihat: 

Blumer, 1986; Collins, 1985; serta Wallace dan Wolf, 1980). 

Blumer sendiri, dalam mengembangkan teoTi interaksionisme simbolik, 

banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran psikologi sosialnya Mead. 

Akan lelapi, Mead sendiri lernyata banyak dipengaruhi oleh (eman dekatnyu 

yakni John Dewey dan Charles H. Cooley (Wallace dan Wolf, 1980). Oleh 

karena ilU, dalam hubungan ini, sebelum sampai kepudu (ll:mbuhusun tl:ori 

interaksionisme simbolik Blumer, berikut ini akan dicoba dijelaskan secara 

singkat don sederhanll pemikirun-pe11likiran Dewey, Cooley dan Mead yang 
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sedikit banyak mendasari dan mempengaruhi teori interaksionisme 

simbolik Blumer. 

Dewey, misulnyu, terkenal dengan filsafat instrumentulismcnya, 

yang memandang bahwa antara etika dengan ilmu, teori dengan praktik, 

berpikir dan bertindak, putusan faktual dengan putusan evaluatif adalah dua 

hal yang selalu menyatu atau tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Misalnya, 

tidak ada alasan bagi orang untuk menayakan value-pee science. Prinsip 

demikian berlandasrkan suatu teori pengenalan, yang tiduk mcmahnmi 

pikiran manusia sebagai !otocopy atau pencerminan dunia luar, melainkan 

sebagai hasil kegiatan manusia itu sendiri. Manusia terlibat aktif dalam 

proses pengenalan. Dia menghadapkan kesadarannya pads hal-hal yang di luar. 

Dia memasalahkan hal-hal dan benda-benda itu. Dia bertanya-tanya apa arti 

mereka? Bagaimana memahami mereka? Apa yang harus dibuat sehubungan 

dengan mereka? Sebelum dia menentukan sikap dan perbuatannya terhadap 

mcreka, diu melukukan berbugai pertimbangun, menilui untuk kcmudian 

mcmilih duri berbagai kemungkinun bertinduk. Dulum proses yung bersifut uktii" 

ini pikiran manusia tidak hanya berperan sebagai "instrumen" melainkan juga 

mcnjudi bugiun duri sikup kelllkuun munllsiu. Teori pcngcnulun ini mcnghusi Iklln 

suatu citra manusia yang dinamis, anti deterministis dan penuh optimisme. 

Manusia tidak secara pasif menerima begitu saja pengetahuannya dari luar, tetapi 

sccara aktif dan dinamis membentuk sendiri pengetahuan dan kclakllannyu. 

Lingkungan sosial dan situasi tertentu di mana seseorang hidup tidak sampai 
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pada tingkat yang mendetenninir dirinya. tetapi merupakan kondisi-kondisi 

terhadap mana dia menentukan sikapnya. Garnbaran manusia sedemikian ini 

mengandaikan kepercayaan akan kemarnpuan manusia. yang mendasari 

optimisme (Veeger. 1990: 227). 

Sementara itu, ahli sosiologi Charles Horton Colley, memandang bahwa 

secara sosial hidup manusia diteruskan oleh bahasa, interaksi dan pendidikan. 

Secara biologis manusia tak berbeda satu sarna lain, tetapi secara sosial sangat 

berbeda. Sebab, perkembangan-perkembangan historis telah mengakibatkan 

bentuk-bentuk masyarakat yang berbeda-beda. Setiap masyarakat harus 

dipandang sebagai keseluruhan organis, di mana individu merupakan 

bagiannya yang tak terpisahkan. Dalam pandangan Cooley, individu ada berkat 

diteruskannya hidup secara biologis dan sosial. Sebaliknya, masyarakat sarna 

sekali tergantung dari setiap individu, karena setiap individu menyumbangkan 

sesuatu kepada kehidupan bersama yang tidak disumbangkan oleh individu

individu lainnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan: individu 

dan masyarakat bukanlah realitas-realitas yang terpisah, melainkan 

merupakan aspek-aspek yang distributif dan kolektif dari gejala yang sarna 

(Laeyendecker, 1991: 238). Dengan demikian Imtara individu dcngull 

masyarakat merupakan dua sisi dari realitas yang sarna. Keduanya, ibarat dua 

sisi dari keping mata uang yang sarna. 

Dalam analisisnya mengenai pertumbuhan sosial individu, Cooley 

mengacu pada gagasan William James tentang konsep "diri" sosial. (Konsep) 
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"diri" seseorang dipahami sebagai bayangan yang menurut dirinya dimiliki oleh 

orang-orang lain tentang dirinya tersebut. Jadi, bisa dikatakan, Seseorang 

melihat dirinya melalui mata orang lain. Inilah yang oleh Cooley disebut 

looking-glas.l' selj; yang di dalamnya terdapat tiga un sur yang dapat dibedakan 

yakni: bayangan mengenai bagaimana orang lain melihat diri kita, bayangan 

mengenai pendapat yang dipunyai orang lain tentang diri kita, serta rasa-diri yang 

bisa positif dan bisa juga negatif. Menurut Cooley "diri" itu dikonstruksikan 

dalam kelompok primer (primary groups). Kelompok ini memiliki pengaruh 

yang sangat mendasar, seperti yang terdapat dalam sebuah keluarga ataupun 

lingkungan ternan-ternan dekat. Dalam kehidupan primary groups ini terdapat 

hubunganface-Io-face dan kekitaan yang kuat (Ritzer, 1988: 48-49). 

Selain Dewey dan Cooley, yang paling mempengaruhi Blumer adalah 

Mead. Dimulai dengan mind, se(fdan society, dan dilanjutkan dalam beberapa 

karyanya, Mead mulai menggabungkannya; yakni untuk menanggulangi 

dualisme tradisional melalui konsep dialektika hubungan antara manusia 

dengan manusia dan manusia dengan alam. Menurut Mead, individu 

merupakan mahluk yang sensitif, aktif dan keberadaan sosialnya memberikan 

bentuk lingkungannya secara efektif sebagaimana lingkungannya itu (sosial dan 

lllam) mengkondisikan kesensitifan dan lindakannya. Mead menekllllkull 

bahwa individu itu bukanlah merupakan budak masyarakat. Dia (individu) 

membentuk masyarakat sebagaimana masyarakat membentuk individu (Zeitlin. 

1995). 
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Menurut Mead, tertib masyarakat didasarkan atas komunikasi dan ini 

terjadi dengan menggunakan simbol-simbol. Untuk menjelaskan sifat spesifik 

komunikasi ini. maka komunikasi simbolis antarmanusia harus dibunding 

dengun komunikasi antarhewan (Lihat: Cuzzort dan King, 1980; juga 

Laeyendecker, 1991). Gambaran Mead yang terkenal dalam permasalahan 1111 

uduluh tcntung unJlng yung bcrkcluhi. di 111unu sctiup isyurut unjing itu 

merupakan stimulus bagi respons yang lainnya, yang pada gilirannya akan 

111cnjudi suutu stimulus yung hun!. Anj ing-unjing itu mcnyutu dal11111 

"perbincangan isyarat", walaupun isyarat itu bukan merupakan suatu yang berarti, 

sebab isyarat-isyarat itu tidak membawa makna. Anjing-anjing itu berinteraksi 

satu dengan yang lainnya, masing-masing mengantisipasi posisi yang lain 

secara spontan, sebagaimana mestinya (Zeitlin, 1995). Kalau hewan bereaksi 

sccuru nuluriuh tcrhudup gcrnkun-gerukun: ini mcrupukun rungsungul1 yung 

diikuti oleh reaksi (conversation oj gestures), sedangkan manusia 

menginterpretasikan gerakan-gerakan atau kata-kata: manusia memandangnya 

schugui Si111hol. yaitu simhol muksud-muksud yung hcndak dinyutakun dcngan 

kata dan gerakan sesuai dengan maknanya. Manusia bertindak atas dasar 

int<!rpn:tusi s<!nUlCU111 ini. Judi, unturu stimulus d<!ngun rcspons t<!rlctuk SUlltu 

saut untuk interpretasi. 

Selanjutnya, Mead dalam menjelaskan konsep diri (selj) menyebutkan 

bahwa self' dapat bersifat objek dan subjek sekaligus. la merupakan objek bagi 

dirinya sendiri, dan inilah karakter dasar yang membedakan manusia dengan 
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hewan. Sebagai objek bagi diri sendiri inilah yang menjadikan manusia 

mampu mencapai kesadaran diri (self-conciousness). Hal ini pula yang membuat 

seseorang dapat mengambil sikap yang impersonal dan objektif untuk dirinyu 

sendiri dan untuk situasi di mana dia bertindak. Selfmerupakan objek terlebih 

dahulu sebellll1l herada dalum posisi sebagai subjek. Dalam hubungan ini, S~(/ 

akan mengalami proses intemalisasi atau interpretasi subjektif atas realitas 

struktur yang lebih luas. Dia merupakan produk dialektis dari "/" (impulsif dari 

diri, aku sebagai sllbjek) dan "me" (sisi sosial dari Illanusia, aku sebogai 

objek) (Wallace dan Wolf, 1980; serta Zeitlin, 1995). Dengan demikian self 

Illuncul dalnlll proses inleraksi knrenu Illunusin buru Illcnyadari dirinya scndiri 

di dalam suatu interaksi sosial. Mead menggambarkan pembentukan self (diri) 

dengan pertumbuhan anak. Kala-kala kunei, dalam hubungan ini, adalah tahap 

bermain-main (play-stage), lahap permainan (game-stage), mengambil peran 

orang lain (taking the role of the other), dan orang lain yang digeneralisasikan 

(the gellerali=ed other) (Cuzzort dan King, 1980 : 34-57). 

Sepcrti disebutkan di muka. Blumer banyak dipenguruhi oleh pemikirun

pelllikiran psiokologi sosial Mead. Walaupun demikian, Blumer temyata 

Illumpu membungun sebuuh teori sosiologi yung bcrbcda dengun Icori 

psikologi sosial "gurunya", Mead, untuk kemudian berpengaruh eukup luas 

dululll pcm:liliulI-pcllcliliulI sosiologi. Buhkull ll\ lllllcr pun bcrhnsi I 

Illengembangkan teori ini sampai kepada illlplikasi Illetodologis yang eukup 

rinci dan operasionul. 
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Teon interaksionisme simbolik yang dikembangkan Blumer bertumpu 

pada tiga premis, yakni; 1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan 

makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; 2) makna tersebut 

berasal dan interaksi sosial seseorang dengan orang lain; 3) makna-makna 

tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung (Blumer 1986: 

2). Dengan kata lain, interaksi simbolik merujuk pada karakter interaksi 

khusus yang berlangsung antarmanusia. Aktor tidak semata-mata beraksi 

terhadap tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendetinisikan setiar 

tindakan orang lain (Zeitlin, 1995). Respons aktor secara langsung maupun 

tidak selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karenanya, 

interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau 

dengan menemukan makna tindakan orang lain. 

Dalam konteks demikian, menurut Blumer, aktor akan memilih, 

memeriksa, berpikir dan mengelompokkan dan mentransformasikan makna 

dalam hubungannya dengan situasi di mana ditempatkan dan arah 

tindakannya. Sebenamya, interpretasi seharusnya tidak dianggap hanya 

sebagai penerapan makna-makna yang telah diterapkan, tetapi sebagai suatu 

proses pembentukun di munu muknu yung dipukui dun disempurnukun sebugui 

instrumen bagi pengarahan dan pembentukan tindakan. Selanjutnya, Blumer 

(1986: 80) juga menjelaskan, individu bukan dikelilingi oleh lingkungan 

objek-objek potensial yang mempermainkannya dan membentuk perilakunya. 

Gambaran yang benar adalah dia membentuk objek-objek itu - misalnya 
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berpakaian atau mempersiapkan diri untuk karir profesional - individu 

sebenarnyn sedang merancang objek-objek yang berbedn, memberinyn nrti, 

menilni kesesuniannya dengan tindakan, dnn mengnmbil keputusnn 

berdnsarknn penilnian tersebut, Inilnh yang dimaksud dengan penafsiran atau 

bertindnk berdasarkan simbol-simbol. 

Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, 

yung menynluknn objek-objek ynng diketnhuinyu melului apn yang disebul 

Blumer sebagai self-indication, Setlindica/ion udnlah "proses komunikllsi 

yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, 

memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdnsarkan makna 

ilu", Proses setlindica/ion ini terjadi dalam konteks sosiul di mana individu 

mencoba "mengantisipnsi" tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan 

lindukunnyu sebngnimnnn din menafsirkan tindukun itu, Pertimbangan yung 

diberikan wanita muda terhadap undangan dari ternan sekerja, misalnya, 

dihubungknnnYIl dengun konteks di munn hul itll disumpaiknn dun 

pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang membuat dia bisa menilai 

musalah dan memberinya makna, kemudian memberi tannggapan berdasarkan 

makna itu (Wallace dan Wolt: 1980; serta Poloma, 1984), 

Dalam pandangan Blumer (1986: 19) yang menonjol atau terjadi dalam 

inlt:mksi yung bcrlungsung di musyurnknt udulnh bnhwll proses sosinl dnlnm 

kehidupun kelompoklnh yang menciplukun dan bahkan menghancurkan ulurun

alUmn, bukan sebaliknya aturan-aturan yang menciptakan dan menghancurknn 
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kehidupan kelompok. Bagi Blumer, apa yang disebut sebagai struktur sosiul 

oleh kaum fungsionalisme struktural sesungguhnya adalah hasil interaksi 

manusia. Oleh karena itu, mempelajari masyarakat, dalam pandangan kaum 

interaksionisme simbolik, tak lain adalah mempelajari apa yang disebut Blumer 

sebagai "tindakan bersama". Dan masyarakat itu sendiri merupakan hasil 

interaksi simbolis. Dalam konteks ini interaksi manusia dalam masyarakat 

ditandai atau dijembatani oleh penggunilan simbol-simbol, penafsiran dan 

kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. 

Mengikuti hasil kajian Poloma (1984), perspektif interaksionisme 

simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah "root images" atau 

ide-ide dasar, yang dapat diringkas sebagai berikut: 

I. Masyarakat terdiri dari munusia yang bcrintcraksi. Kegiatan tersebut 

saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang 

dikenal sebagai organisasi atau struktllr sosial. 

2. lnteraksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

kegiatan manusia lain. lnteraksi-interaksi non-simbolis mcncakup 

stimulus respons yung sederhllnll, scperti halnya batuk untuk 

membersihkan tenggorokan seseorang. lnteraksionisme simbolis 

mencakup "penafsiran tindakan-tindakan". 

3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik; makna lebih merupakan 

produk interaksi-simbolis. Objek-objek dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga kntegori yang luns: (n) objck lisik scperti meju, mobil dun sebllguinYIl; 
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(b) objek sosial seperti guru, ternan dan sebagainya; (c) objek abstrak 

seperti nilai-nilai, aturan dan sebagainya. 

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat 

dirinya sebagai objek. 

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia 

itu sendiri. 

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota 

kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi 

sebagai organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai 

manusia. Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan 

stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai "kebudayaan" 

dan "aturan sosial". 

Dalam konteks yang sarna, Charron (1979: 30-31) mengemukakan 

s.:cara lebih jelus inti pundungun perspektif interuksionisme simbolik, yukni: 

Perlama, individu bukanlah kepribadian yang terstruktur dan konsistem seperti 

halnya aklor yung selalu berubah dun dinamis yang tidak pernah menjadi 

apa-apa, lelapi selalu siap menjadi segula sesuatu, lerbuku dan 

bertindak. Individu tidak disosialisasikan letapi selalu dalam proses 

sosinlisnsi, individu tidak dibentuk utau bllku tetapi melllkuklln perubahun 

secara konstan dalam proses interaksi. Kedua, Masyarakat dan kelompok lidak 

dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang statis "di luar sana" yang 

mempengaruhi letapi keseluruhannya merupakan prost:s inlt:ruksi. Musymukut 
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adalah individu yang berada dalam proses interaksi, yang dinamis dan 

berubah secaru konstan. Keliga, ciri individu adulah memiliki pikirun dun 

dirinya sendiri dan kedua ciri tersebut merupakan sebuah proses. Orang tidak 

memiliki pikiran sebanyak dia memiliki proses pemikiran, mcngartikan 

kemampuan untuk berbicara dengan diri sendiri, kemampuan untuk 

mengambil rangsangan secara selektif dari alam, memperkirakan 

kepentingallnya, menginterpretasi situasi, menilui tindakan orang ·lain dun 

tindakannya sendiri. Keempal, manusia memiliki banyak diri sendiri, 

musing-musing berhubungan dalam interaksi di mana dia terlibat, dan masing

masing berubah secara konstan dalam proses interaksi. Kelima, kebenaran, 

ide, sikap dun perspektif, semuu dikonseptualisasikan sebagai sebuuh proses 

yang dinilui dan berubuh oleh orgunisme dalum hUbungannya dcngun upu yung 

dia observasi. Orang tidak dikondisikan untuk menguji kebenaran mereka. 

Kebenaran 

interaksi. 

datang melalui interuksi dun juga berpindah dalam proses 

Pada titik ini dapat dikatakan, meskipun teori interaksionisme 

simbolik padn dusllmyll mllsih hcrndn dulul11 Irndisi kUlll11 behavioris, IClupi 

Icori ini memiliki IIsumsi Yllng kUllt bahwa perilaku manusia tidak semata-matu 

sebagai suatu bentukan atau konstruksi dari aspek psikis/batiniah sebagai 

sesualu yang dihasilkan dari proses pCl11bcrian makna, tetapi juga mcrupakan 

proses sosial yang dihasilkan dalam proses interaksi manusia dalam masyarakat. 

Gugi kaum interaksionis, simbol yung hadir dalam interaksi sosiul bukunluh 
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sesuatu yang sudah jadi melainkan merupakan sebuah proses menjadi yang 

bersifat kontinyu. 

Untuk memahami fenomena masyarakat demikian, menurut Blumer, 

seorang peneliti harus melakukan observasi secara langsung atau partisipatif 

dengan dua model pengamatan. Yaitu, pertama, eksplorasi (melakukan 

penjelajahan) ke tingkat pemahaman yang menghasilkan sensitizing concepts. 

Seorang peneliti diharap dekat dengan objek/subjek penelitiannya agar mampu 

mengenali dan memahami konteks empiris yang sesungguhnya. Keduo, 

melakukan inspeksi (inspection). Artinya, seorang peneliti melakukan 

pemeriksaan-pemeriksaan dengan eara menampilkan pembuktian empiris. 

Sementara itu, Charron (1979: ) ll1enyebutkan pentingnya pemahall1an 

terhadap simbol-simbol ketika seseorang menggunakan teori interaksionisme 

sill1bolik. Simbol, menurut Charron, ll1erupakan objek sosial (.wcial ohject): 

objek sosial dalam interaksi sosia!. Ia digunakan sebagai perwakilan dan 

kOll1unikasi yang ditentukan oleh orang yang menggunakannya. Orang-orang 

tersebut mell1beri arti, meneiptakan dan merubah objek tersebut di dalall1 

interaksi. Menurut Charron, simbol sosial tersebut dapat mewujud dalam bentuk 

objek fisik (berupa benda-benda yang kasat mata), kata-kata (yang 

digunakan untuk mewakili objek fisik, perasaan, ide-ide, dan nilai-nilai), 

serta tindakan (apa pun yang dilakukan orang acapkali memberi arti untuk 

bcrkoll1unikasi dengan orang lain). 
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Teori interaksionisme-simbolis, dalam konteks penelitian ini, 

diasumsikan sebagai perspektif atau "kacamata" yang tepat dan cukup relevan 

dalanl mencemlati status dan peran elit agama dalam masyarakat. 

Sebagaimana diketengahkan pada bagian 2.2, pembahasan tentang elit, 

tersebut di muka tampak jelas bahwa kelompok elit dalam masyarukul. 

khususnya yang disebut sebagai elit agama atau para kiai masih memainkan 

IlI!run cukup IlI!ntinll' DululI1 II1clI1uinkun pcrunnyu 9cballlli kclompok yllnll 

berpengaruh acapkali mereka menampilkan sesuatu yang khas dan unik dalam 

inleraksinya dengan orang lain. Kekhasan atau keunikan ilu pada tilik terlcntu 

dipahami sebagai simbol-simbol yang memiliki makna tertentu bagi anggota 

masyarukat selempat. Hal ini tampak misalnya pada suatu masyarakat yang 

hidup dalam Imdisi keagamaan yang kuat. Dalam masyamkat demikian, elil 

aguma, acapkali dipandung sebagai pemimpin musyurakal yang cukllp 

berpengaruh. Anggota masyarakat setempat umumnya berinteraksi dengan 

elil "gama serlu memahumi pCl'lln elit ugllmu lerscbul mclului simbol-simbol 

lertentu yang memi1iki makna tersendiri bagi masyarakat bersangkutan. 

Dahlin perspektif scdcmikilln illlluh penelitian ini dilakukan, dengun 

alasan: Per/all/a, lokasi penelitian merupakan daerah santri dan basis kaum 

nahdliyin yang kental dengan Iradisi keagamaan di mana elit agama atau kiui 

di pcrmllkuun tampuk scbugui sosok yang kurismutik dan dihormati Icbih duri 

yang lain. Kedua, dalam kehidupan masyarakat setempat selalu muncul 

simbol-simhol, lIcapan-licapan. dan tindaknn tertentu yang relatif sarna dan 
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berulang.u1ang yang merefleksikan hubungan sosial dan pemahaman mereka 

terhadap eI it agama sebagai orang terkemuka yang sangat dihormati dalam 

masyarakat setempat. Keliga, munculnya tradisi sowun tidak saja dari 

kalangan masyarakat tapi juga dari elit formal setempat kepada elit agama, 

scbugai rcf1<lksi perilaku utuu tindakan sosial yang mcnemputkan elit ugamn 

tersebut sebagai dimensi sosial yang memiliki makna tersendiri dan tidak 

sederhana adanya. Keempal, sejauh ini belum banyak penelitian mengenai 

status dan peran elit agama dalam masyarakat yang menggunakan teori 

perspektif interaksionisme simbolik. 
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METODE PENELITIAN 

3.1. PENDEKATAN UMUM 

72 

Penelitian ini pada dasamya dimaksudkan untuk memahami mengapa elit 

informal (agama) atau kiai masih tetap ditempatkan sebagai tokoh penting dan 

dijunjung tinggi di tingkat masyarakat loka! (tempat penelitian) setelah 

diberlakukannya UU Nomor 5/\979. Padahal, sejumlah hasil penelitian (seperti 

telah disebutkan di bagian latar belakang penelitian, Bab I) menunjukkan kian 

tergesemya eksistensi dan peran elit informal di tengah masyarakat, sebagai 

konsekuensi sosial dari penerapan tentang Undang-undang administrasi 

Pemerintahan Oesa (UU nomor 5/1979). Kenyataan yang disebutkan terakhir itu 

bisa dipahami, karena kuatnya tendensi birokratisasi pemerintahan desa dan 

mcmusatnya kckuasaan di tangan Kepala Oesu (sebagai penguasa tunggal) dalum 

ketentuan UU nom or 5/\979. 

Oi tempat penelitian ini tcrlihat berbeda dcngan kenyataan yang 

disebutkan terakhir tadi. Kenyataan yang boleh dikatakan "unik" tersebut 

mcmbutuhkan penjelasan teoretis, mengapa bisa menjadi seperti itu. Pcnjelasan 

atau pemahuman teoretis dimaksud akan lebih beralasan bila dibangun 

berdasarkan perspektif para pelaku (partisipan) di masyarakat tempat penelitian 

itu sendiri. Oalam penelitian ini, yang tergolong para pelaku (partisipan) adalah 
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elit agama itu sendiri beserta elit fonnal dan warga masyarakat setempat. Mcrcka, 

selaku para pelaku yang saling berhubungan dan berinteraksi, dengan sendirinya 

mcmiliki definisi dan interpretasi tertentu yang bisa menjelaskan mengapa tak 

tergcscmya kcdudukun dan perun elit agama di mnsyarukat sctemput, sckulipun 

administrasi pemerintahannya sudah mengacu kepadu UU Nomor 5/\979. 

Karena penjelasan teoretis yang ingin dibangun (berdasarkan data) 

mementingkan perspektif, definisi, dan interpretasi partisipan itu sendiri, maka 

diperlukan suatu pendekatan penelitian tersendiri, yang arah dan tujuannya 

kepada pemahaman terhudup suutu musulah berdusurkun perspektif (termusuk 

definisi dan interpretasi) para pelaku di situs penelitian. Yang sesuai dengan arah 

dan tujuan tersebut adulah pendekatan penelitian kualitatif (qualilative research). 

Oleh Hughes (1990: 89-90), penelitian kualitatif diakui sebagai suatu 

pendekatan altematif (terhadap pendekatan penelitian kuantitatif-konvensional 

yang positivistik) lIntlik bisa mcmuhami fCllomcna sosial menurut apa yang 

dipikirkan, diyakini, dan dimengerti oleh para pelakunya. Hal tersebut sejalan 

dengan paradigma definisi sosial, yang memandang tindakan manusia tidaklah 

mekanistik (sepenuhnya ditentukan oleh struktur), melainkan lebih ditentukan 

oleh makna atau definisi yang diberikan (kepada sesuatu) oleh para pelakunya. 

I'urudigmu yung demikilln itll stljulull dcngull ptlrnyutuun tcrktlilal W.l. TholllllS 

bahwa "!feme defines a situation as real, regardless of the accuracy of that 

de/illilioll, il is r(,lIl ill its <'ollse'll/ell(,(,s" (Chllfetz, 1978: 39). Dan, CIlrU terbaik 

untuk memahllmi dunia makna atau dunia de!inisi para ptllaku (partisipan) ialah 
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melalui apa yang oleh Weber disebut dengan verstehen, yang dalam bahasli 

Inggris kadang-kadang diteIjemahkan dengan emphatic understanding atau 

interpretive IInderstanding (Chlifitz,lbidum). 

Paradigma definisi sosial itu sendiri, dalam buku-buku teks sosiologi 

(Ritzer, 1980) dinyatakan semllcum "payung" tempat bernaung sejumlah teori 

yang tergolong interaksionisme (interaksionisme simbolik, fenomenologi, dan 

etnometodologi). Pada penelitian ini, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian 

yang telah disebutkan di Bab I, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 

dengan menerapkan perspektif teroretis interaksionisme simbolik. 

Gambaran pelaksanaan penelitian kualitatif yang dimaksud, baik lama 

kegiatan di lapangan, maupun prosedur kegiatan pengumpulan dan analisis data 

disajikan secara lebih rinci pada bagian tersendiri di Bab 3 ini (lihat: sub bagian 

Kegiatan Lapangan, dan Prosedur Pengembangan Teori). 

3.2. LOKASI PENELITIAN 

Situs lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Sagento Kecamatan Gajayana 

Kabupaten Malang Jawa Timur. Alasan dipilihnya Kelurahan Sagento ini 

adalah; pertall/a, lokasi tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

diperlukan sesuai dengan kasus yang dijadikan pokok permasalahan dalam 

pcnc\itian ini, yaitu (I) ia adalah sebuah area di wilayah Kabupaten Malang yang 

menggambarkan profil masyarakat maju dan moderen, namun tradisi 

keagamaannya sangat kuat dan kiai masih tetap di posisikan sebagai anutan dan 
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pemimpin mereka (umat) yang sebenamya; (2) secara administrasi 

pemerintahan relatif lama berstatus kelurahan yang sebelumnya sepenuhnya 

menerapkan sistcm administrusi pemerintahan desa; (3) sumpai tingkat lerh:nlu 

karakteristik masyarakat kedesaan masih cukup menonjol dan desa-desa 

tetangganya secara administratif masih telap berstatus desa, dan (4) terdapat 

bebempa elit agama atau kiai yang pengaruhnya diakui sangat kuat dalam 

masyarakat setempat. 

Kedua, Kelurahan Sagen to dipilih karen a peneliti sendiri telah cukup 

lama mengenal masyarakat setempat, baik kalangan elit (formal dan agama) 

maupun masyarakat pada umumnya. Di samping itu peneliti juga menguasai 

bahasa, mcngcnuli kcbiusuun dun udul Iradisi schuri-huri mcrcka, schinggu 

sangat membantu dan memudahkan proses penelitian. 

3.3. KEGlATAN LAPANGAN 

Kegiatan lapangan penelitian ini berlangsung sejak bulan Maret 1994 

hingga bulan Januari 1996. Pada tiga bulan pertama, lebih banyak digunakan oleh 

peneliti untuk mengakrabkan diri dengan masyarakat tempat penelitian, 

khususnya guna saling mengenal pribadi elit setempat, baik elit formal maupun 

elit agamanya. Termasuk juga dengan mantan kepala desalkelurahan setempat. Di 

tahap ini juga sekaligus digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan kehadiran 

peneliti di lapangan. Juga, untuk memperoleh informasi awal dan kesan umum 

tentang masyarakat kelurahan Sagento beserta elit agama maupun formal yang 

\ 
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berada di tengah masyarakat setempat. Kegiatan orientasi awa! tersebut re!atif tak 

mcnga!ami hambatan apa pun, khususnya dalum pcnciptnnn hubungan 

nntarpersonal yang harmonis (penciptaan rapport), terutama karena kehadiran 

pcneliti pendamping (co-researcher), Drs. H. Imam Safi'i, yang sehari-hari juga 

bennukim di kelurahan Sagento. Lebih dari itu, Drs. H. lmum Sati'i juga dikenal 

sebagai orang terpelajar dan berhubungan akrab dengan hampir semua elit lokal 

sctempat. 

Selama orientasi awal yang dimaksudkan itu, beberapa hal mulai 

mengedepan. Yang tergolong menonjol, di antaranya seperti: aktivitas/tradisi 

keagamaan tampak subur dan tersebar luas di segenap penjuru pcmukiman; kiai 

diakui sebagai tokoh anutan, disegani, dan di tempatkan sebagai pcwaris para 

nubi. Elit ekonomi, elit pcmuda, dan elit wanitu di lingkup komunitas tidak di 

tempatkan sebagai elit sebagaimana halnya kiai; elit formal memelihara tradisi 

s()wan sebagai wujud pengakuan atas kekuatan pengaruh kiai di lingkungan 

masyarakat setempat; secara luas diakui adanya sembi Ian orang kiai di kelurahan 

Sagento, yang kesemunnya dihormati sebagai tokoh anutan, meskipun kharisma 

dan keluasnn pcngaruhnyn berbedu-bedu antarn kiui yung salu dengun kiai yang 

lainnya; tidak ada gejo!ak ataupun ketegangnn apa pun di ka!angan kiai maupun 

masyarakut setemput yang diakibalkun oleh pelaksanaan undnng-undang 

pcmerintahan desa yang baru (UU Nomor 5/1979). 

Dari apa yang tampak mengedepan ilu pada proses penelitian lebih lanjut, 

yaitu ditahap eksplorasi, peneliti bersama pendamping peneliti melacak secara 

\ 
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lebih jauh simbol-simbol terutama yang berupa tindakan dan ungkapanlkata-kata, 

yang padanya merepresentasikan bagaimana status dan peran eli! agama atau kiai 

dalam Illasyaraknt beserta dalllpnknya bagi pelaksanan fungsi pemerintahan desa 

yang diperankan oleh elit agama setempat. Kegiatan eksplorasi tersebut dilakukan 

dengan teknik observasi terhadap peristiwa interaksi baik antara kiai dengan 

warga masyarakat maupun antara kiai dengan elit formal setempat. Selain itu juga 

dihimpun melalui teknik wawancara mendalam (indepth interview) khususnya 

kepada elit agama Illaupun elit formal. Mereka yang di masyarakat dikcnal 

sebagai e1it pCllluda, clit wanita, elit ckonomi, dan mantan kcpala dcsa juga 

dijadikan informan guna mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan 

berkenaan dengnn kenyataan silllbolik yang dimaksudkan di muka. 

Melalui eksplorasi kenyataan-kenyatann simbolik tersebut, misalnya 

ditemukan tindakan-tindakan yang sifatnyasimbolik seperti berikut: pertama, elit 

formal baik tingkat desa maupun tingkat di atas desa melakukan s()wan kcpada 

kiai bila menghadapi masalah-masalah yang dipandangnya penting mendapatkan 

restu atau persetujuan kiai; kedua, elit formal mcnganggap kurang pantas 

melibatkan kiai dalam kepengurusan LKMD yang tugas dan fungsinya dianggap 

tak sebanding dengan kharisma dan ketokohan kiai di masyarakat; ketiga, kiai 

sennntiasn melakukan pengndunn ntnu menyntnkan sikap tertentu ke tingkat 

pemerintahan atas desa bila terdapat kebijakan-kebijakan dan atau perilaku aparat 

pemerintahan tingknt desu/keluruhan yang diniluinya tidak potut; keel1l{,(J/. 

partisipasi masyarakat sangal tinggi bila sesuatu yang dilaksanakan direstui, lcbih-
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lebih bila dianjurkan oleh kiai; kelima, swadaya masyarakat dalam proyek-proyek 

pembangunan akan tinggi jika hal itu terkait dengan kepentingan dakwahlsiar 

keagamaan serta di setujui pula oleh kiai; keenal1l, tingginya frekuensi sowan 

anggota masyarakat kepada kiai untuk berbagai macam tujuan; kelujuh, elit 

formal tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten melakukan sowan ke rumah 

kiai; kedelapan, elit formal maupun elit informal tidak pernah saling 

mengintervensi atau mencampuri urusan di dalam wilayah kekuasaan masing

masing; kesel1lbilan, dalam pertemuan-pertemuan yang di hadiri oleh kiai 

senantiasa duduk di barisan paling depan dan mendapatkan kehormatan tertinggi, 

misalnya dalam sapaan dari setiap yang tampil berbieara (seperti yang terhormat 

all1lllkarrom kiai ... ). 

Sedangkan kenyataan-kenyataan simbolik yang berupa ungkapanlkata

kata, di antaranya seperti: kiai umumnya disebut sebagai almukarrol1l khususnya 

pada aeara-aeara fonnal; predikat kiai senantiasa melekat atau dilekatkan pada 

seseorang yang berpredikat kiai dalam setiap kesempatan (resmi maupun tidak 

resmi dan kehidllpan masyarakat sehari-hari); di kalangan umat seringkali 

mengasosiasikan kiai sebagai pewaris para nabi, sebagai guru mereka (umat), 

sebagai orang yang memiliki karomah, sebagai orang yang memiliki kelebihan 

dan keistimewaan tertentu, sebagi sosok yang mcnyimpan scsuatu yang 

tersembunyi. sebagai orang yang memiliki sesuatu yang tidak selalll bisa 

dimengerti oleh orang banyak. 
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Setelah memperhatikan kenyataan-kenyataan simbolik yang ditemukan di 

tahap eksplorasi (seperti di contohkan di muka), selanjutnya dilakukan inspeksi 

untuk melihat sisi-sisi maknawi menurut berbagai pihak di masyarakat tempat 

penelitian. Tradisi sawall misnlnya, sisi-sisi maknuwinyu ditc1usuri buik mcnurut 

kiai maupun elit formal atau anggota masyarakat yang melakukan sowan. 

Kenyataan-kenyataan simbolik yang lain juga ditelusuri sisi maknawinya seperti 

itu. 

Tahap orientasi, eksplorasi, dan inspeksi yang disebutkan di muka dalam 

pelaksanaannya tidaklah berlansung linear, sebab pada kenyataannya dilakukan 

secara bolak-balik sesuai dengan perkembangan hasil pengumpulan dan analisis 

data. Hal tersebut juga dikarenakan penggunaan prinsip anal isis komparasi secara 

konstan (constant comparative analysis). Teknik bola salju (snowball) dalam 

proses pengumpulall data sepenuhnya dilakukan sesuai dengan hasil penerapan 

prinsip analisis komporatif secara konstan. 

Kegiatull pengumpulall data dalal11 penelitian ini dilukukan dengan 

l11enggunakan dua teknik utama, yaklli: Pertama, observasi yaitu dengan 

mengul11ati dan merekum secara langsung setiup proses sosiul, peristiwu, 

situasi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung sepanjang waktu dalam 

Illusyarukut di tClllpat pcnclitian. K,'dl/(/, mclakuknn wnwnncaru mcndululll (11/ 

depth interview) yang tuk terstruktur yang berlangsung secara constant 

comparative dengan infomlun penelitian. Kegiatan wawancara mendalam 

dilakukan dengan menggunakun pedoman wawancara (yang memuat pokok-
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pokok pertanyaan) dan dikembangkan sedemikian rupa dan sedalam mungkin 

pada saat wawancarll berlangsung. 

Apa-apa yang diperoleh (yang reI evan dengan permasalahan dan 

pusat perhatian kajian penelitian) dari kedua teknik tersebut dipaparkan ke 

dalam field note (catatan lapangan) atau kartu konsep untuk menjamin 

keakuratan data serta memudahkan proses anal isis data. 

3.4. TEKNIK PENGIDENTIFIKASIAN ELIT 

Oi dalam menentukan serta mengidentifikasikan elit. pcnelitian ini 

mcncoba m<!nggunakan konscp dan k<!rungka yang dikcmbangkan Putnam (1993: 

91-94) yang mengidentifikasikan elit melalui 3 (tiga) pendekatan. Perlama, 

dengan menggunakan analisis posisi (positional approach), yaitu mencari 

individu yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat tempat 

pcnclitian. Oalum dan di templlt pcnelitiun ini individu-individu yang 

menduduki jabatan tertentu (khususnya jabatan formal) adalah lurah. 

perangkat desa serta individu-individu yang menempati posisi di lembaga 

sosial desn. misalnya Ketlla LKMO. Ketlla RW dun RT. Ketua PKK. dan Karang 

Tamnn. 

Kedua. dengan menggllnaklln analisis rcputasi (reputalioflal approach). 

pudu dasurnya p<!ndekl\lUn ini mdihllt individu-individll yllng m<!miliki 

reputasi tertentu dan mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding masyarakat 

umumnya serta mendaput pengakuan dari warga masyarakat setempat. 
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Berdasarkan anal isis reputasi ini maka dalam penelitian ini orang-orang yang 

dikategorikan memiliki reputasi dan kelebihan-kelebihan sosial tak lain adalah 

kalangan e1it agama setempat. Hal ini muncul tentu saja setelah melalui 

proses penelitian pendahuluan terlebih dahulu sebagaimana telah disebutkan 

di muka. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti telah menemui dan 

mewawancarai secara mendalam elit agama setempat, elit pemuda, elit ekonomi, 

dan e1it wanita. 

Ketiga, dengan menggunakan teknik anal isis keputusan (decisional 

approach). Prinsip pendekntnn ini pnda dnsurnyn adalah berkaitan dengan proses 

pembuatan atau pengambilan keputusan. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam 

proses pembuatan atau pengambilan keputusan tersebut baik langsung maupun 

tak langsung. Dan yang lebih penting, keputusan tersebut berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat. Aplikasinya dalam penelitian ini adalah dengan cara 

menemui dan mewawancarai secara mendalam baik elit agama maupun elit 

fonnal desa yung tcrlibat dalum proscs pembuutan keputusan desa, baik securu 

langsung maupun secara tidak langsung. 

Bcrdusarkun ketigll pcndckutlln tcrscbut, pcncliti mcnclusuri siupu 

sesungguhnya yang disebut e1it dalam masyarakat Sagento. Dengan pendekatan 

positioNal, misalnya, ditcmuknn bahwn mercka yang discbllt elit adalah yang 

mcmiliki jnbatan lcrtcntu khususnya jabutan-jabutlln lormul di tempat 

penelilian. Misalnya mereka yang mendllduki jabatan sebagai lurah, sekreta

ris kclllruhnn. beberupa perungkat kclllruhnn, Kellin PKK, Ketllu-ketuu RT dun 
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RW, tiga mantan lurah dan juga Camat Gajayana (dengan pertimbangan karena 

Sagento sekaligus merupakan ibukota Kecamatan Gajayana). Selanjutnya, 

dengan menggunakan pendekatan repulasional, ditemukan kenyataan bahwa 

kalangan yang memiliki reputasi melebihi yang lain adalah kalangan elit 

agama atau kiai. 

Yang termasuk elit agama adalah para kiai yang ada di Sagento, adalah 

Kiai Thllsan, Kiai Aman, Kiai Aksyar, Kiui Bushal, Kiai Darman, Kiai Boleh, 

Kiai Mllsim, dan Kiai As'ari. Sedangkan yang tergolong elit ekonomi adalah 

mereka yang sukses dalall1 llsuha dan buhkun mcnjudi pcmimpin dalam urgani

sasi para pedagang. Mereka yang dimakslld kemudian adalah Haji Mumud, Haji 

Juhan, Haji SYllkur, Haji Amjad, dan Ibu Hajja Mllmpllni. Kemudian yang 

disebut elit pemllda adalah mereka yang yang berpengaruh dan ditokohkan di 

kalangan pemllda setempat. Mereka adalah Haji Fandil, Haji Modim dan Muas. 

Akhimya yang disebllt elit wan ita adalah mereka yang aktif Il1cll1ill1pin kcgiatan

kegiatan kewllnitaan setcmpat dun buhklln tUll1pil scbugai pimpinun orgunisasi 

wanita (Islam). Mereku adalah Masithah Zamas, dan Khamida. 

Selanjutnyu, dengan ll1enggllnukun pendekatun decisional, langkuh 

berikutnya diall1bil dengan ll1elihat siapa scbenarnya yang terlibat dan 

menentllkan, baik secara langsung mallpun secara tuk langsllng, dalam pengam

bilan keputusan (desalkelurahan) di tCll1pat penelitian. Dari sisi elit formal yang 

paling menentllkan tak lain adalah Kepala Kelurahan. Dia (seolah) pemain 

tllnggll1. Sl!tinp kl!putllsan yang diall1hil. juga lidak banyak ll1l!1ibatkan para 
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anggota staf. Kalaupun mereka ini dilibatkan, bukan untuk diajak mendiskusikan 

tetapi untuk memahami dan melaksanakan apa yang telah diputuskan. Sementara 

illl ~Iil uguillu lcrnyalu jugu scringkuli dilibulkun dululll pcngumbilun kcpulllsun 

(terutama keputusan-keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

masyarakal banyak). Hanya saja, keterlibatan mereka dalam pengambilan 

keputusan desa bersifat tidak langsung karena elit agama ini tidak memiliki 

jabatan tertentu dalam organisasi formal kelurahan seperti di LKMO dan 

sebagainya. Oalam hubungan ini, elit formallah yang acapkali sowan, 

berkonsultasi, meminta petunjuk dan restu kepada elit agama atau para kiai. 

Mengenai hal ini dijelaskan dengan rinci dalam Bab 4 dan 5 dari laporan 

penelitian ini. 

Perlu dikemukakan, dalam menggambarkan proti\ masing-masing elit 

agailla (sepcrti dilaporkan dalam Bab 4) peneliti mencoba menyederhanakan 

para elit itu menjadi dua kelompok elit agama atau kiai dan elit informal non 

agama. Elit informal Non Agama yang dimaksud tak lain adalah elit ekonomi, 

dit pemuda dan elit wanita. Hal ini dilakukan untuk memudahkan sistematika 

dan deskripsi. Hal ini dijelaskan secara rinci di Bab 4 laporan penelitian ini. 

3.5. KEABSAIIAN DATA 

Oerajat keterpercayaan dan keabsahan terhadap hasilltemuan suatu 

penclilian biasanyu dikaitkun dcngun tingkat validitas, rcliabilitas, dan objcktivilas 

dari data hasil penelitian tersebut. Oalam tradisi penelitian kuantitatif, masalah 
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validitas, reliabilitas, dan objektivitas tersebut di penuhi dengan memperhatikan 

kri teria dan prosedur tertentu dalam proses pengukuran, khususnya pada (dalam) 

tahap pengembangan instrumen pengumpulan data, 

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang digunakan dalam penelitian 

101. pemenuhan standar validilas infernal diupayakan dengan mempedulikan 

kriteria kredibilitas di dalam proses pengumpulan data, Ini dipenuhi dengan 

menerapkan beberapa eara, yaitu : 

I), Melibatkan peneliti pendamping yang direkrut dari warga masyarakat 

set em pat sehingga bisa mengeleminir keeenderungan para informan untuk 

memberikan informasi yang tak sesuai dengan kenyataan, 

2), Melakukun trianglliasi. khususnyu triangulasi metode penguillpulun dutu dun 

triungulasi sumber data sehingga bisa terklarifikasi atau 'tersaring' data yang 

lebih dapat dipertanggllngjuwubkan kebenurunnyu, 

3), Senantiasa mengeeek kembali kebenaran datu yang diperoleh, dengan 

menerapkun proses member check baik pada saat mengakhiri aeara 

wawaneara atau observasi, IllUUplln setelah berakhirnya penyusunan draf 

laporan penelitian, 

.j) P.:nggalian datu Illclallli wuwuncaru Illuupun obscrvusi dilukuknn scenru 

b.:rulung-ulung. sumbil mempcrkokoh hubungun Sliling Illclllpcreuyui Ulltum 

peneliti dan informanlsasaran penelitian sehingga pada akhirnya bisa 

diperol<:h datu yang lebih memeenninkan keudaun 'upa adanya', 
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5). Secara berkala melakukan peer debriejing, khususnya dengan para sejawat 

kandidat doktor yang sama-sama mengkaji permasalahan elit 

lokal/pedesaan. 

Sedangkan untuk pemenuhan standart validitas eksternal, yang dalam 

penelitian kuantitatif lazim diistilahkan dengan standart transferabilitas, 

diupayakan dengan memperkaya data deskriptif (faktual) tentang konteklsitus 

penelitian, sehingga hasil/temuan penelitian ini bisa tampak jelas relevansi 

(keberiakuannya) pada kontekslsitus semacam apa (ditempat lain). 

Untuk memenuhi standart realibilitas dan objektivitas, yang dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan terminologi dependabilitas dan konjirmabillas, 

diupayakan dengan melakukan 'audit', guna mengecek konsistensi dan 

sinkronisasi fenomena lapangan dengan data yang diperoleh; juga antara data yang 

di peroleh dengan konsep, kategori, beserta hipotesis dan teori yang 

dikembangkan. 

Usaha untuk memcnuhi standart kredibilitas (validitas internal), 

transferabilitas (validitas eksternal), realibilitas (dependabilitas) beserta 

objektivitas (konfirmabilitas) sebagaimana disebutkan di muka sejalan dengan 

prosedur yang diajukan oleh Lincoln and Guba (1985: 289-331) 

3.6. PROSEDUR PENGEMBANGAN TEOIU 

Semula, kegiatan peneiitian ini dirancang menurut prosedur grounded 

theOl:v research yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (1990) di mana 
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proses penelitian dimulai dari tahap open coding (tahap jelajah untuk 

menemukan sebanyak mungkin kategori yang mengisyaratkan peran yang 

dimainkan elit informal dalam transformasi administrasi pemerintahan desa di 

tempat penelitian), tahap axial coding (tahap pcngembangan hipotcsis 

berdasarkan hasil open coding), dan tahap selective coding (tahap 

penemuan kategori utama sebagai tempat menyatunya kategori-kategori lainnya). 

Prosedur pengembangan teori sebagaimana yang diajukan Strauss dan 

Corbin tersebut, belakangan dianggap mempunyai kelemahan dasar untuk dapat 

mcnglmsilkan tcmunn tcori dalam nrti yang scbcnnmyu. Itu tcrlihat puda kritikun 

Phyllis N. Stem (dalam Morse, 1994: 212-224) yang menyatakan bahwa 

prosedur yang dikembangkan Strauss dan Corbin hanyalah akan menghasilkan 

apa yang disebutkannya dengan conceptual description dan bukan suatu teori 

sebagaimana yang dimaksudkan semula oleh Glaser dan Strauss (1967). Karena 

itu pengembangan teori dalam disertasi ini dilakukan dengan mengacu ke prinsip

prinsip yang ditawarkan semula oleh Glaser dan Strauss. Yaitu berusaha 

mengembangkan konsep kategori-kategori, beserta sifat-sifat (properties). Dari 

suatu konseplkategori. Selanjutnya atas dasar konsep kategori beserta sifat

sifatnya yang telah ditemukan dikembangkan sejumlah hipotesis, yang pada 

gilirannya mcnjadi unsur-unsur dalam pengembangan bangunan teori. Hipotesis

hipotesis beserta bangunan teori yang dikembangkan dinyatakan dalam bentuk 

proposisi. la merupakan pemyataan hipotetis atau teoretis berkenaan dengan 

fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian. 
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Prosedur pcngcmbangan tcori sebagaimana yang dimaksudkan tadi, olch 

Schlcgel (1986) secara sederhana dapat dilukiskan scbagaimana dalam diagram 

berikut ini: 

Data 

Deskri psi berdasarkan data 

Analisis menjadi konsep 
f------+. dan hipotesis berdasarkan I---

data 
Teori yang me
nerangkan data 
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BAB4 

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

HASH. PENELITIAN 

4. I. SAGENTO: SEBUAIJ !<:AUMAN MOI)F.RF.N YANG KENTAL 
DENGAN TRADIS! KEAGAMAAN 

Nama Sagento, mungkin "senasib" dengan nama Malang. Keduanya, 

kalau diletakkan sebagai kata yang berdiri sendiri sesungguhnya menyiratkan 

konotasi yang kurang baik dan selalu ingin dihindari oleh setiap manusia 

dalam hidupnya. Tupi ketika kata itu dianggit menjadi nama dan sebutan bagi 

scbuuh kOlllunitns dcsn apnkuh hul itu bcrurti I11cnyiratkan scsuatu yang kurung 

baik pula? Ataukah melllang l11emiliki jejak sejarah dan celah masa lalu yang 

pcnuh dengan lembaran-lel11baran hitam? 

Kalaupun, l11ungkin, tidak sejelek dan sehitam yang dibayangkan, 

Sagento paling tidak menyimpan jejak sejarah dan lembaran masa lalu yang 

bcrkonotnsi "hitlllll". Konon, Illcnurut orung-orung lun sclCl11put, dcsu (kini 

kelurahan) ini disebut Sagento karena l11emang dulunya dihuni oleh para gen/o. 

Artinya, di desa ini oleh masyarakat Gajayana dan sekitarnya dikenal luas 

sebugai desu di manu bunyuk geJl/o beradu. l3ugi orung Juwu, geJl/o bisu 

dipahami sebagai kawanan penjahat atau perampok yang sangat ditakuti 

sckuligus dibcnci dun sciulli ingin dihindnri. Kurcnu ituluh dcsn ini kCllludiun 

disebut Sagento. 
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Namun. justru karena dikenal sebagai daerah para genlO itulah. maka 

bcbcrapa kiai duri berbagni dacmh di Juwa Timur. merasu tertarik dun 

tertantang menerJang "badai" memasuki wilayah Gajayana sebagai tempat 

menyiarkan agama. Bermula dari mendirikan surau atau masjid scrta rumah 

tinggal yang sederhana. lalu membujuk beberapa orang untuk diajarkan 

kepadanya kitab kuning yang sarat dengan pelajaran agama. etika dan moral. 

Inilah kemudian sebagai cikal bakal berdirinya pondok pesantrcn. termasuk 

di Sagen to, Gajayana. 

Ada beberapa keyakinan kuat dan tekad membaja penuh keikhlasan 

bersemayam jauh di lubuk nurani sang kiai. bahwa daerah para genlO yang 

"hitam" ini kelak sedikit demi scdikit (lewat usaha yang isliqomah dan atas 

pertolongan Allah A::a Wajalla) bisa bcrubah sebagai daerah "pulih" , sebagai 

sebuah komunitas beriman , perkampungan tauhid, sekaligus berperadaban tinggi. 

Keyakinan dan harapan sang kiai temyata tidak sia-sia karena Sagento dan 

Gajayana umumnya kelak dikenal kemudian hari menjadi kampung santri dan 

penuh dengan sua sana religius , sebagaimana yang bisa disaksikan sampai 

sekarang ini. Sclain ilu, daerah Gajayana jauh sebclumnya dikenal st:bagai 

daerah salah salu imperium kerajun Singhasari, sebagaimana halnya Kediri, 

Madura, Lumajang, dan daerah-daerah lainnya di lawn Timur, yang berbasiskan 

peradaban Buddha. Hal ini berianjul hingga akhir zaman Majapuhit. 

Barulah pada awal abad ke 20 atau palingjauh akhir abad ke 19, Gajayana 

dimusllki pum kiui unlllk babo" alas, mt:nyiurkan uguillu Islum sccuru inlcnsir. 
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Pondok pesantren pertama yang muneul di tengah "kehitaman" eitra Gajayana, 

tepatnya di daerah Sagento, adalah Pesantren Bangka, di awal abad ke 20. 

Pesantren ini kemudian menjadi terkenal sebenarnya bukan karena ia besar tetapi 

lebih karcna bcbcrapa kiai tcrkemuka lahir atau pernah nyunlri di pcsantren ini. 

Satu diantaranya adalah almarhum Kiai Mujur. Beliau dikenal seeara luas selain 

karena pcngetahuan agama mcmadai dan mumpuni ,juga dalam perjalanan hidup 

dan kariernya pernah menduduki jabatan penting di organisasi NU tingkat pusat. 

Oi samping itu, be\iau juga sempat malang melintang di lingkar elit politik 

nasional, yakni menjabat Wakil Ketua MPRJDPR dari Partai NU dan kemudian 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Berkat perjuangan dan sentuhan "tangan dingin" para kiai-Iah Sagento 

berubah wajah dan peradaban menjadi sebuah kauman, kampung santri yang 

begitu kcntal dengan tradisi keagamaan. Sampai saat ini tradisi keagamaan 

tcrsebut masih cukup kuut. Kosun sebugai scbuuh kuumun tumpuk jclus duri 

beberapa kenyataan berikut. Pertamu, terdapat sebuah masjid besar (masjid 

ugunglmusjid jami ') Gujayunu bcrluntui tigu yung mcguh di Sugento di sumping 

dua masjid lainnya serta 32 buah langgar dan mushaJla. Kedua, Sagento yang 

b\!rp\!nduduk 12.690 jiwu dan mmniliki luas wiluyuh 141.150 hcktur ini tcrhadap 

lima pondok pcsantren dcngun jumlah suntri masing-musing antam 700-1.500 

orang. Keliga. Sugento adalah daerah basis kiai. Scbcrapa kiai terkcmuka berada 

atau paling tidak berasal dari Sagento. Yang kini masih hidup misalnya. Kiai 

Thusan, Kiai Aman, Kiai Oarman, Kiai Boleh, Kiai Sukma, serta beberapa yang 
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lain. Keempaf, suasana kehidupan sehari-hari sangat jelas menggambarkan sebuah 

komunitas muslim yang meretleksikan ketaatan beragama sekaligus 

menempatkan para kiai sebagai figur anutan dan pemimpin umat yang sangat 

dihonnati. 

Oalam konteks keempat di ntas, sangat ternsa kental manakala seseorang 

sempat menghirup udara Sagento selama 24 jam. Betapa, misalnya, lantunan ayat

aynt al-Qur'nn mengalun bersahut-sahutan dari masjid ke masjid serla dari 

pesantren ke pesanlren seliap menjelang shalat lima waktu. Lantunan ayat-ayat al

Qur'an itu kemudian diiringi dengan kumandang suara adzan sebagai tanda waktu 

sembahyang telnh tibn. Ketiku ituluh kitn menyaksikan beriringan dan 

berbondong-bondongnya kaum muslimin setempat ke masjid untuk shalat 

berjamaah. 

Suasanunya akan jauh lebih bergema ketika pada mulam dun huri Jum 'ut 

serta hari-hari besar Islam. Ceramah agama dan pengajian-pengajian bergema di 

setinp masjid, langgar dan pondok pesnntren-pondok pcsantrcn yang tak pcrnah 

sepi peserta. Selain itu, dalam beberapa malam setiap minggu kegiatan-kegiatan 

spiritual kcagall1aan scpcrli (aMi/lIIl, cli/W'lIIl, i.\·(iglwsa!t, sell/allfl al-(}ur "III, 

ll1erupakan siklus aktivitas dalall1 tmdisi khas NU yang luk pernuh putus. Jugu 

cerall1ah-ccramah dan kajian-kajian kcagall1aan di ll1ajelis-ll1ejelis (lI'lim, yang 

diorganisir oleh kelompok Fatllyat dan Muslill1llt misalnya, tenls mcngalir Iwk 

sumber mata air yang tak pernah kering. Suasana sedemikian seolah 

menghadirkan nuansa syurgawi di tengah masyarakat Sagenlo yang terbuka dan 
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weI/come terhadap modemisasi dan ide-ide perubahan. Karena itu, tak berlebihan 

jika dikatakan, bahwa tradisi keagamaan dan nuansa syurgawi merupakan denyut 

utama dalam dinamika masyarakat Sagento, tempat penelitian. 

Oi sisi lain, adalah sangat sulit dibantah bahwa Sagento - sebagai 

perkaurnan yang sarat dengan tradisi keagamaan - adalah juga sebuah sosok 

masyarakat moderen yang cukup maju. Hal ini ditandai misalnya oleh: perlama, 

adanya pasar (induk) dan pusat pertokoan serba ada sebagai pusat kegiatan 

ekonomi masyarakat Sagento. Pasar (induk) dan pusat pertokoan ini membentang 

di jalan raya (utama) Gajayana yang menghubungkan Malang-Surabaya. Kedua, 

fasilitas-fasilitas umum sebagai kebutuhan masyarakat moderen seperti sarana 

lelekomunikasi, pos dan giro, It:mbaga-Iembaga persekolahan, poliklinik, sarana 

transportasi dan scbagainya di Sugcnto. Oi samping itu Sagcnto juga Illcrupakun 

pusat kota dan tempat kedudukan ibukota Kecamatan Gajayana. Keliga, warga 

Illasyarakat Sagento sebagian besar adalah kaulll terpelajar (berpendidikan) dan 

sebagian besar pula bermata pencaharian sebagai pedagang. 

Meskipun sebagai sebuah kauman (perkampungan muslim), namun 

ternyatu penduduk temput penelitiun jugu cukup heterogen, buik dari segi agalllu, 

pekeIjaan, tingkat pendidikan maupun suku bangsa. Oari segi agama, terdapat 160 

jiwa Kristen Katholik; 165 jiwa Kristen Protestan; 25 jiwa Hindu; dan 33 jiwa 

Budha. Ouri segi pckcrjuun, scbagian besar pcdagung; kcmudian karyawan 

swasta; pegawai negeri sipil; pensiunan; petani; tukang; penjual jasa; ABRI; 

buruh tani: pcmulung, dan pckcrjn lain-lain. Banyaknya pcdugung ditundui 
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dengan selain pasar induk yang cukup besar, juga terdapat supennarket, 119 

toko,n buah kios pedagang kakilima, dan 48 buah warung. 

Sedangkan dari segi heterogcnitas etnis, Sagento -- yang tcrbagi kc dalam 

7 Rukun Warga dan 52 Rukun Tetangga ini -- terdapat 17 warga keturunan 

(Cina) yang membaur bersama penduduk (pribumi) setempat. 

Dengan demikian, kemoderenan dan kemajuan masyarakat temyata tidak 

membuatnya menjauh atau teralienasi dengan agama dan tradisi. Di tengah

tengah kemoderenan dan kemajuan itu maka sosok kiai, misalnya, masih tetap 

dihonnati dan ditempatkan sebagai figur anutan oleh sebagian besar penduduk, 

sekaligus tempat bertanya dalam masalah-masalah keagamaan, tempat "berkeluh

kesah" duhlln Illusuluh-musuluh pribudi dun kcluurgu, buhkan tcmpat mclupor utus 

tekanan dan ketidukadilan yang dirasakannya dari pihak pemerintah. Hubungan 

masyarakat dengan kiai dan pondok pesantren-pondok pesantren tetap terjalin 

erat. Sowall ke kiai-kiai adalah bagian dari tradisi dalam masyarakat muslim yang 

mayoritas di tempat penelitian. Sementara itu, kiai juga dikenal memiliki 

komitmen sosial-kemasyarakatan yang tinggi. Dan, karena itu, antara keduanya 

teIjadi interaksi yang simbiotic mutualism. Keduanya saling membutuhkan, 

sehingga selalu adu titik perjumpaan antara keduanya yang, agaknya, mengakar 

jauh di relung tradisi setempat. 

Begitulah, Sagento kini bukanlah dacrah yang banyak dihuni oleh 

komunitas genlo dan bercitra "hitam", melainkan sebuah perkauman modern yang 

kental dengan tradisi-tradisi dan nuansa-nuansa keagamaan. Dengan demikian 
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dapat pula dikatakan Sagento adalah sebuah corak dari masyarakat religius 

(religious society) yang taat menjalankan ajaran agama disertai ketundukan 

alau penghomlatan yang tinggi kepada para pemimpin agama yang dalam 

masyarakat setempat lebih dikenal sebabagi kiai. Akan tetapi, sikap religiusitas 

mereka temyata tidak perlu harus menjauhkan dirinya dengan berbagai kemajuan 

duniawi serta menolak pembaruan-pembaruan dalam berbagai dimensi kehidupan 

sosial. Dengan lain perkataan, kemajuan-kemajuan duniawi dan kemodeman sosial 

tidak menghalangi ketaatan beragama dan membuat munculnya sikap 

mcmandang scpele pemimpin·pemimpin (tradisional) agoma, ( Peta Situllsi 

Kelurahan Sagen to terlampir di hal. 210 ). 

4.2. PROFIL ELIT AGAMA SAGENTO 

4.2.1. Sumber dan Saluran Pengaruh Elit Agama 

Dari gambaran sosial budaya Sagento tersebut di muka, sesungguhnya mulai 

tumpak bahwa elit agama atau yang oleh masyarakat setempat disebut kiai yang 

UI11UI11I1)'a juga I11cmimpil1 pOl1dok-pondok pesanlren, adalah sosok manusia yang 

sangat dihonnati melebihi yang lainnya. Memang, dalam pengertian kekinian 

seseorang disebul kiai lak mUllak harus memiliki dan menjadi pengasuh pondok 

pesantn:n, khususnya di dalam masyarakat setempat. Sisa saja seseorang disebut 

dan diberi predikat kiai di samping dia memang menguasai kitah kuning karena 

alumni beberapa pondok pesantren serta aktif dalam kegiatan da'wah lslamiyah, 

Juga bisa saja karena dia di posisikan sebagai pemimpin umat yang 
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mwnpuni oleh masyarakat setempat. 

Karena itu, seseorang dapat memiliki akses untuk diberi predikat kiai 

karena beberapa pertimbangan berikut: Perlama, memiliki tingkat dan kualitas 

ilmu, khususnya ilmu agama, di atas rata-rata orang lainnya; Kedua, memiliki 

integritas moral yang tinggi; Keliga, mendapat pengakuan dari masyarakat; 

dan Keempal, memiliki komitmen sosial-kemasyarakatan yang tinggi baik 

dalam ucapan maupun perbuatan. Kenyataan sedemikian itu muncul dan 

terlihat pula di Sagento. Tampilnya Kiai Thusan, Kiai Boleh dan Kiai As'ari, 

misalnya, sebagai figur pemimpin umat yang sangat dihormati dan menjadi 

anutan masyarakat Sagento justru karena akses yang disebut terakhir itu, 

karena ketiganya bukan sebagai pemangku pondok pesantren. 

Kenyataan menunjukkan bahwa dengan akses yang mungkin agak 

"keluar" dari pakem tradisional atau konvensional kekiaian itu, tidak berarti, 

khususnya di Sagen to, derajat dan kharisma kekiaian seseorang yang tidak 

memangku pondok pesantren lengkap dengan segala simbolnya dianggap 

derajatnya di bawah. Mereka tetap dianggap sederajat, bahkan bisa saja 

"melampaui" pengaruh kiai-kiai pemangku pondok pesantren itu sendiri. Hal 

yang disebut terakhir ini terlihat jelas dari fenomena Kiai Thusan, misalnya. 

Bagi masyarakat Sagento, Kiai Thusan, kendati tidak punya pondok pesantren 

dalum pengcrtian konvcnsional, tetupi justru di posisikun scbagai figur utama 

dalam komunitas para kiai. Dalam berbagai persoalan yang dianggap penting 

apalagi "riskan" baik oleh masyarakat ataupun pemerintah setempat seolah 
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belum sah dan belum kuat dasar legetimasinya kalau Kiai Thusan belum 

dimintai restu dan menyatakan persetujuannya. 

Fenomena (kekiaian) tersebut di atas sekaligus merupakan basis 

dan sumber pengaruh para kiai yang memberinya akses besar dan kuat 

untuk tampil sebagai pemimpin umat (atau dalam konteks penelitian ini 

disebut elit agama). Dengan kata lain, bahwa basis dan sumber pengaruh elit 

agama, khususnya di tempat penelitian, di satu sisi muncul dan mengedepan 

dari lingkar tradisi kekiaian, baik dalam pengertian konvensional maupun 

kekinian sebagaimana dijelaskan di atas, sebagai fenomena yang memancarkan 

kharisma "mercusuar-magnetik" sehingga kiai menjadi sentra yang selalu 

ditoleh dan dirujuk oleh masyarakat, tidak saja dulum persoalan-persoalan 

syari'at agama bahkan juga menyangkut masalah-masalah keluarga dan sosial

kemasyarakatan. Di sisi lain, karena masyarakat sendiri secara sadar dan turun

temurun mengakui, memposisikan dan memperlakukan para kiai sebagai 

pemimpin mereka yang mumpuni dan sangat dipercaya baik dalam persoalan

persoalan spiritual-keagamaan maupun dalam konteks sosial-kemasyarakatan. 

Kenyataan ini sudah merupakan bagian utama atau mainstream dalam tradisi 

masyarakat setempat. 

Oleh karena dua sisi, kharisma kiai dan tradisi masyarakat, yang 

selalu saling bertemu, bersinggungan dan tali-temali itu, maka sosialisasi nilai

nilai agama serta ajaran-ajaran etika dan moral yang disiarkan para kiai selalu 

mendapat respons yang baik dan diikuti oleh umat atau masyarakat setempat. 
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Dalam rangka sosialisasi itu, saluran-saluran dan media-media yang 

selalu dipergunakan para kiai, elit agama, adalah lembaga-Iembaga 

kemasyarakatan yang semula memang diciptakan oleh para kiai, dan pada 

tingkatan tertentu juga dimunculkan oleh kalangan masyarakat sendiri. 

Misalnya, selain pondok pesantren, adalah lembaga-Iembaga lahtilan, dibaan. 

sell/a'an Al-Qur'an. i.l'/igho.l'ah, majelis-majelis la'lim, dan forum-forum 

pengajian umum dalam berbagai konteks dan momen sosial-keagamaan. 

Lembaga-Iembaga semacam itu, dalam realitas sungguh berfungsi 

dengan baik dan bahkan merupakan denyut utama dalam tarikan nafas 

kehidupan masyarakat di tempat penelitian sebagai masyarakat religius dan umat 

NU yang taat. Dan, karena itu, keberadaannya menjadi begitu efektif sebagai 

salurnn dan media sosialisasi nilai-nilai keagamaan, etika dan moral oleh para 

kiai sebagai pemimpin umat. Lalu, eksistensi dan terus berfungsinya lembaga

lembaga ini dengan baik selain karena sudah tertanam kuat dalam relung 

tradisi keagamaan setempat, juga karena memang terus berusaha "dirawat" dan 

"dikontrol" secara teratur dan sus/ainah/,' oleh para kiai. Scbab, di hampir 

sell1ua aktivitas rutin lell1baga-Iell1baga tersebut selalu dihadiri oleh sang kiai. 

Kehadiran sang kiai itu justru membuat sebuah acara menjadi terasa lengkap dan 

lebih bemilai baik dari sisi keagamaan maupun sosio-kultural. Dengan 

demikian mudah dimengerti jika melalui saluran dan media sedemikian itu 

pengaruh para kiai menjadi tetap kuat di tengah masyarakat tempat penelitian 

yang dalam berbagai hal cukup maju dan modem. 
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Dalam proses sosial dan struktur masyarakat demikian itu sekaligus 

menampilkan kenyataan lain yaitu bahwa kalangan-kalangan tertentu seolah 

tidak memiliki akses yang cukup untuk bisa disebut sebagai pemuka, dalam 

arti sebagai anutan utama dan berpengaruh luas dalam masyarakat, serta 

mempengaruhi sistem tradisi masyarakat tempat penelitian. Termasuk 

misalnya, kalangan pedagang (pelaku di bidang aktivitas ekonomi) yang 

sebetulnya mulai berkembang dan kaya. Juga, mereka-mereka dari kalangan 

bekas kepala desa dan bekas calon-calon kepala desa yang sebagian di 

antaranya sampai sekarang masih hidup dan sehat di kelurahan tempat 

penelitian. Begitu pula dari kalangan pemuda dan wanita serta aktivis-aktivis 

partai politik tertentu, terasa dipandang dan diperlakukan biasa saja 

sebagaimana warga masyarakat pada umumnya. Mereka, yang termasuk 

terpandang dari kalangan yang disebut terakhir itu, mungkin lebih tepat kalau 

disebut sebagai "kelompok menengah" masyarakat setempat yang memiliki 

pengaruh terbatas yakni hanya dalam lingkup komunitas kelompok masing

masing. Karena itu mungkin lebih tepat disebut sebagai sub-elit, bukan elit 

utama. Dengan demikian, bahwa kalangan atau komunitas kecil lain di luar 

komunitas kiai, kendati memang dihormati dengan baik sebagai sesama umat 

tetapi tidak di posisikan sebagai figur pemimpin masyarakat apalagi sebagai 

anutan yang hams dirujuk dalam berbagai persoalan. 

Di sisi lain, elit agama atau para kiai sebagai figur anutan dalam 

masyarakat tempat penelitian, temyata tidak sekedar dikenal dan memiliki 
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pengaruh sebatas kelurahan setempat semata, tetapi juga dalam kawasan yang 

lebih luas. Paling ruang, sebagian di antaranya dikenal luas di sekitar 

wilayah Kecamatan Gajayana. Beberapa di antaranya dikenaJ Juas di seantero 

Kabupaten MaJang dan beberapa daerah di Jawa Timur, bahkan ada puJa kiai 

di tempat penelitian yang berJeveJ nasionaJ sekaJigus dikenal Juas sebagai 

cendekiawan musJim serta menduduki jabatan penting di Jembaga Syuriah 

PBNU. Dengan demikian, bahwa kawasan atau radius pengaruh kiai-kiai di 

tempat peneJitian sesungguhnya jauh meJampaui batas geografis kampungnya. 

PopuJaritas dan pengaruh para kiai itu pun temyata juga terasa dan 

membias di kaJangan pejabat-pejabat pemerintah baik di JokaJ tempat 

penelitian maupun di tingkat Kecamatan, Gajayana. Bahkan, sampai pada 

tingkat tertentu, juga di tingkat Kabupaten. HaJ ini tampak jeJas, manakaJa ada 

keputusan-keputusan penting yang (akan) diumbiJ pemerintah setempat, baik 

desalkeJurahan maupun kecamatan, di mana keputusan tersebut menyentuh 

kepentingan urnurn, maka dialog dengan para kiai berikut persetujuan atau restu 

yang diberikannya menjadi sangat berarti. Banyak kasus yang bisa disebut, antara 

Jain: 

Perlama, seteJah kurang Jebih Jima tahun situs tempat peneJitian 

berubah status menjadi keJurahan, muJai muncuJ masaJah tentang status tanah 

bengkok yang duJunya dikuasai oJeh KepaJa Desa. Pemerintah Kabupaten muJai 

dan terus mendesak agar tanah bengkuk tersebut segera diserahkan ke 

kabupaten daJam bentuk uang dari hasil panen yang diperolehnya setiap tahun. 
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Akan tetapi, pihak kelurahan bersikeras untuk tidak menyerahkannya. Sebab, 

kendatipun bengkok itu secara de facto "dikuasai" oleh lurah namun sebagian 

hasilnya diserahkan ke kelurahan untuk mencukupi kekurangan-kekurangan 

dalam berbagai kegiatan rutin karena anggaran yang diperoleh dari pemerintah 

sangat terbatas. Agar dalam upaya mempertahankan bengkuk itu tidak 

menimbulkan fitnah, maka lurah merasa sangat perlu membicarakannya dengan 

para kiai serta meminta persetujuan dan dukungannya atas keputusan untuk 

tidak menyerahkan bengkuk ke kabupaten. Demikianlah, hasil kesepakatan 

dengan para kiai itulah yang dijadikan alasan utama oleh pihak kelurahan 

dalam menyatakan keberatannya kepada pemerintah kabupaten, selain bengkok 

itu masih diperlukan oleh pihak kelurahan sendiri. Kenyataannya, sampai 

saat ini bengkok di tempat penelitian tetap menjadi milik kelurahan dan tidak 

ada lagi tarik-menarik dengan pemerintah kabupaten. 

Kedua, ketika pemerintah kelurahan tempat penelitian dan juga pihak 

Kecamatan Gajayana menjadi ujung tombak dalam renovasi total pasar induk 

Gajayana tahun 1995 lalu. Kalangan pedagang yang selama ini menempati 

bedak-bedak di pasar induk Gajayana merasa begitu berat dengan beban biaya 

yang harus ditanggung untuk berdagang kembali di pasar scpcrti semula. Karena 

pihak pemerintah merasa sangat khawatir akan terjadinya pemboikotan dari para 

pedagang, maka dialog intensif dengan para kiai selalu dilakukan karena 

diyakini bahwa pendapat dan masukan dari pemimpin umat tersebut akan sangat 

membantu kelancaran program renovasi pasar tersebut tanpa ada pihak-pihak 
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yang merasa dirugikan. 

Selanjutnya, dalam kenyataan di mana kalangan elit agama di tempat 

penelitian memiliki semaeam spesialisasi (keahlian) dan derajat pengaruh yang 

berbeda. Dalam hal spesialisasi, kiai di tempat peneltian seeara sederhana dapat 

diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori. Pertama, kiai-intelektual, yakni 

seseorang yang di samping dikenal tinggi dan dalam pengetahuan agamanya juga 

menguasai masalah-masalah sosial, politik dan kemasyarakatan. Kedua, kiai

fiqih, yaitu seseorang yang pengatahuan agamanya mumpuni dan diakui dalam 

bidang hukum-hukum agama Islam. Ketiga, kiai-sufi, seseorang yang eenderung 

memahami agama pada tingkat hakikat tanpa terlalu disibukkan dengan masalah

masalah fikih. Kiai dalam kategori ini juga lebih dikenal sebagai ahli ibadah yang 

=ulzud, dalam arti tidak terlalu mementingkan masalah-masalah keduniawian 

melainkan lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah tentang bagaimana 

mendekatkan diri kepada Tuban. Keempat, kiai-pinter, yakni seorang kiai di 

samping memiliki pengetahuan agama yang tinggi dan taat, tetapi juga memiliki 

kemampuan dan keistimewaan tertentu yang bersifat "supranatural", misalnya: 

mengobati suatu penyakit, mengusir jin, mampu menjelaskan hal-hal yang 

tersembunyi dari kasus-kasus tertentu yang dialami warga masyarakat dan 

sebagainya. 

Berkaitan dengan itu, maka pada masyarakat tempat penelitian, sowan ke 

kiai, misalnya, disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi serta tujuan 

dan kepentingan mereka. Artinya, kepada siapa dan kiai mana mereka akan sowan 
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- berdasarkan masalah yang dihadapi serta tujuan dan kepentingan - harus sesuai 

dengan spesialisasi seorang kiai. Misalnya, mereka punya masalah dan 

kepentingan yang bersifat khusus seperti akan menempati sebuah rumah dan 

mereka ingin rumahnya bebas dari gangguan-gangguan tertentu yang tidak kasat 

mata, maka yang didatangi adalab kiai-pinter. Karena itu, tidak akan pemab 

terjadi seorang warga masyarakat setempat akan sowan ke kiai-intelektual, 

misalnya, untuk meminta do'a keselamatan. Begitu pula, warga masyarakat 

setempat pada dasamya sudah memahami dengan sendirinya mengenai 

spesialisasi seorang kiai, sehingga dengan sendirinya pula mereka tabu siapa yang 

sepatutnya mereka sowani atau datangi untuk mengadukan masalah yang dihadapi 

berikut dengan tujuan dan kepentingannya. 

Sedangkan menyangkut derajat pengaruh para kiai di tempat penelitian, 

setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan. Perlama, tingkat 

lokal Sagento, yakni seorang kiai yang hanya dikenal dan berpengaruh di 

kalangan masyarakat setempat dan tak banyak dikenal di luar batas wilayah 

desanya. Kiai dalam klasifikasi pertama ini pada umumnya adalah kiai-tikih dan 

kiai-sufi. Kedua, tingkat kecamatan dan kabupaten, yakni seorang kiai yang 

dikenal secara luas di seluruh wilayah kecamatan dan sampai tingkat tertentu juga 

di wilayah kabupaten. Kiai dalam klasifikasi ini pada umumnya adalah kiai-fikih, 

kiai-pinter dan kiai-inte1ektual. Keliga, tingkat regional dan nasional, yakni 

seorang kiai yang dikenal dan berpengaruh luas jauh melampaui batas geografis 

daerah hingga ke tingkat nasional. Kiai dalam klasifikasi demikian lebih pada 
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kiai-intelektual. Dalam konteks Sagento, kebetulan kiai yang paling ditokohkan 

serta berpengaruh besar di antara kiai-kiai lainnya di kalangan masyarakat 

set em pat adalah seorang kiai yang berada dalam kategori sebagai kiai-intelektual. 

Hal ini, agaknya, di samping kiai yang bersangkutan mampu memancarkan 

kharisma di dalam masyarakat setempat, juga dikenal oleh masyarakat tempat 

penelitian sebagai sosok yang cerdas dan cakap tidak saja dalam pengetahuan 

agama melainkan juga dalam persoalan-persoalan sosial dan budaya, bennobilitas 

tinggi, pergaulannya luas, serta memiliki jabatan penting di lembaga Syuriah 

NU tingkat Pengurus Besar. 

Akan tetapi, meskipun para kiai setempat memiliki spesialisasi dan derajat 

pengaruh yang berbeda-beda, masyarakat setempat sangat menghonnati mereka 

serta menempatkannya sebagai figur anutan dan pusat keteladanan. Hal ini, 

terlihat dalam tradisi masyarakat yang sangat sering sowan ke kiai-kiai dengan 

berbagai tujuan dan kepentingan, membanjimya peserta dari berbagai usia dalam 

acara-acara keagamaan yang dihadiri kiai yang diselenggarakan secara rutin oleh 

lembaga-lembaga keagamaan setempat seperti pengajian umum, lahti/an, semaan 

al-Qur ·an. dan iSlighosah. 

4.2.2. Hubungan Sosial Antara Elit Agama Dengan Elit Formal 

Elit agama, dalam konteks tempat penelitian, adalah para kiai yang kini 

ada dan menetap di Sagento baik yang mendirikan pondok pesantren berikut 

memimpin dan mengasuhnya maupun yang tidak sebenamya bukanlah asli 
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Sagento, melainkan pendatang dari luar Sagento bahkan luar Malang, yakni dari 

daerah-daerah lain di Jawa Timur. 

Kedatangan mereka ke Sagento, berawal dari misi yang diembannya 

untuk mengembangkan si'ar Islam sebagai kelanjutan dan wujud nyata dari 

pengetahuan serta komitmen ke-Islamannya selepas dari pendidikannya di 

beberapa pondok pesantren selama bertahun-tahun. Umurnnya santri-santri 

lulusan pondok pesantren zaman dulu, seperti dikatakan seorang kai sepuh di 

tempat penelitian, yang memang murni mempelajari i1mu-ilmu agama, maka 

perhatiannya terpusat penuh dan intensif ke kitab-kitab kuning dan lebih 

diarahkan pada pembentukan kepribadian tanpa harus terpecah ke bidang

bidang lain seperti yang terlihat dalam sistem pendidikan pesantren sekarang ini 

yang di dalamnya mulai terintervensi sistem klasikal dengan hadimya pendidikan 

madrasah. Karena itu, santri yang muncul dari pesantren-pesantren zaman dulu 

selain sarat pemahaman ilmu agamanya juga misi berda'wah dalam dirinya 

untuk mengembangkan si'ar Islam begitu kuat. Itulah sebabnya mengapa 

mereka kemudian senang mengembara ke daerah-daerah yang jauh dari 

kampung haJamannya terutama daerah-daerah yang didengamya bercitra 

"hitam" semacam Sagento tempo doe/oe, misalnya. 

Selain itu, para kiai yang ada di tempat penelitian dalam kenyataannya 

Juga aktif di organisasi NU, baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat 

Kabupaten dan bahkan tingkat Pengurus Besar. Keaktifan mereka di 

organisasi NU selain dapat menjadi simbol kekuatan dan "supremasi" para kiai 
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dalam masyarakat setempat, sekaligus juga merupakan jaringan sosial dalam 

interaksi para kiai. Dan, dalam kenyataan, yang acapkali menjadi agenda 

pembicaraan para kiai dalam jam'iyah NU di tempat penelitian khususnya dan 

Gajayana umumnya tidak sebatas pada masalah-masalah syari'at agama semata, 

melainkan juga mengakses persoalan-persoalan sosial-kemasyarakatan baik 

yang tengah dihadapi oleh umatnya saat itu maupun yang berkembang dalam 

spektrum yang lebih luas. 

Khusus para kiai setempat yang memiliki pondok pesantren, mereka 

juga terlibat aktif dalam Robithotul Ma'ahadil al-Isfamiyah (RMI), sebuah 

organisasi otonom di kalangan kaum nahd/iyin sebagai wahana jaringan 

informasi dan keljasama pondok pesantren seluruh Indonesia. Lewat lembaga 

khusus ini komunikasi antarkiai senantiasa teljalin baik karena memang 

memiliki agenda pertemuan rutin dan insidentil dalam setiap kurun waktu 

tertentu. Para kiai, apa pun spesialisasi dan kategori kekiaiannya, terutama yang 

memiliki pondok pesantren mengumpul dalam lembaga ini. 

Dalam komunitas kiai di kalangan kaum nahd/iyin, khususnya di tempat 

penelitian, di mana faktor senioritas dan nasab (garis keturunan) seorang kiai 

ikut menentukan derajat kharisma serta tingkat pengaruh dan popularitasnya di 

masyarakat, khususnya di kalangan umat nahdliyin sendiri. Senioritas semula 

lebih didasarkan pada usia sepuh seorang kiai, namun kini ada kecenderungan 

bergeser pada kualitas dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya berikut mitos 

yang berkembang di masyarakat setempat tentang kiai yang bersangkutan. Kalau 
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di Jawa Timur contohnya Kiai Hasyim Muzadi. Sedangkan di tempat penelitian 

terlihat pada sosok Kiai Thusan dan Kiai As'ari (keduanya tennasuk kiai

intelektual). Kendati keduanya blah sepuh dibandingkan Kiai Aman dan Kiai 

Bashal, namun kharisma, pengaruh dan popularitasnya sarna dengan Kiai Aman 

(kiai-pinrer) dan Kiai Bashal (kiai-fikih). Bahkan khusus Kiai Thusan, 

misalnya, popularitasnya jauh melampaui kedua kiai yang disebutkan terakhir. 

Di samping dari segi nasab (karena dia adalah menantu seorang kiai besar yakni 

Kiai Mujur), Kiai Thusan juga dikenal oleh masyarakat tempat penelitian sebagai 

kiai yang luas pengetahuan agamanya serta memiliki akses di tingkat nasiona!. 

Dengan cukup kuatnya jaringan dan intensitas hubungan antarkiai 

sehingga kiai-kiai yang sebenarnya belum terlalu tinggi derajat dan kharisma 

kekiaiannya, maka pengaruh dan popularitasnya akan ikut terangkat pula 

berkat kharisma kiai-kiai lainnya yang lebih tinggi kharismanya. Jadi, dengan 

keterlibatan aktifpara kiai di tempat penelitian baik di organisasi NU maupun di 

RMI di samping mempererat hubungan antarkiai, juga sekaligus turut 

memperkuat status mereka sebagai pemuka masyarakat dan anutan umat. 

Di luar jaringan organisasi, para kiai di tempat penelitian juga menjalin 

hubungan akrab sebagai sesama kiai dan antarkeluarga kiai. Ada semacam 

tradisi saling sowan antarkiai terutama dalam momen-momen tertentu, baik 

yang bersifat keluarga maupun sosial-keagamaan dan kemasyarakatan. Juga 

dengan cara perkawinan antaranak keturunan mereka. Dengan demikian, bahwa 

dalam komunitas kiai di tempat penelitian membentang suatu jaringan yang 
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kuat sehingga solidaritas dan keterikatan sosial antarmereka tema begitu 

kental dan kuat. 

Lalu, bagaimana hubungan antara kiai dengan kalangan pemerintah 

kelurahan atau elit formal setempat? Kalau kiai bisa disebut sebagai 

pemimpin umat dan pemuka masyarakat, maka pejabat pemerintah (lurah atau 

camat) disebut sebagai elit formal masyarakat. Kiai, dalam konteks ini, disebut 

elit agama karena "wilayah kekuasaannya" lebih pada masalah-masalah 

keagamaan, etika dan moral. Sedangkan pejabat pemerintah, lurah dan 

perangkat-perangkatnya, tempat penelitian disebut elit formal karena, dalam 

kenyataannya, status mereka berikut peran yang dimainkannya lebih pada 

masalah formal administrasi pemerintahan serta aktititas keseharian, tugas dan 

tanggung jawabnya, terpusat pada persoalan fisik dalam proses pembangunan. 

Dan yang penting keberadaan dan kemunculannya sebagai elit formal tersebut 

lebih karena diangkat dan disahkan oleh negara. Jadi, sumber legetimasinya 

adalah Surat Keputusan (SK) dari pemerintah. Dengan demikian, tidak karena 

dipilih oleh masyarakat setempat. 

Dalam kenyataan, antara "kubu" kekuasaanlkepemimpinan tersebut 

tidnk mennmpnkknn konflik (terbuka) selama antam keduanya tidak saling 

menginlervensi, sehingga hubungan anlam elit agama alau para kiai dengan elil 

formal setempat tidak pemah memunculkan suatu masalah yang berekses pada 

"konflik" kepentingan, biarpun an lara keduanya ada kecenderungan 

"bersebelahan". Namun demikian, di satu sisi, elit agama atau kiai sangat 
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menghargai posisi, berbagai prakarsa dan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan 

elit formal atau pemerintah setempat. Oi sisi lain, kalangan elit formal juga 

sangat memaharni status dan keberadaan elit agarna dan tak pemah melakukan 

intervensi ke mllsaluh-maslIlah keagarnaan dan keumatan lainnya yang memang, 

dalam tradisi setempat, lebih merupakan "ladang garapan" dan pusat komitmen 

sehari-hari para kiai. 

Oi alas permukaan, antara elit agama dengan elit formaVpemerintah 

tarnpak teIjalin hubungan yang baik dan harmonis. Oari kalangan pemerintah 

selalu ada usaha untuk sowan ke elit agarna. Sedangkan para elit agarna pun 

acapkali juga berkenan jika diundang pihak elit formaVpemerintah dalarn 

berbagai acara dan kesempatan. Oengan demikian, pada dasamya, di tempat 

penelitian, kendatipun seolah ada dUll "kubu" kekuasaanikepemimpinan, yakni 

elit agama atau kiai dengan elit formal/pemerintah, namun antara keduanya tidak 

saling menghambat kepentingan masing-masing apalagi saling menafikan. 

Sebab, mereka sudah saling menyadari status, kebertadaan dan peran masing

masing sejak dulu. 

Kenyataan di tempat penelitian menunjukkan, elit formal seperti lurah 

dan perangkat pemerintah kelurahan lainnya (ataupun camat dan aparat 

kccamatan) memandang elit agama scbagai tokoh utama yang tak dapat 

dianggap kecil atau dinomorduakan. Hal ini tampak jelas baik dengan adanya 

tradisi ,,(}wall dllri elit formal kepada elit agama, maupun pcrsepsi elit formal 

itu sendiri terhadap para kiai. Elit formal, misalnya, mempersepsikan kiai 
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sebagai: seseorang yang memiliki kclcbihan, kcistimcwaan, bahkan 

"kesaktian" tertentu yang tidak ditemukan pads orang lain. Dalam pcngakuan 

seorang pemimpin formal setempat, tak jarang dirinya ndredeg, tanpa tahu 

sebabnya ketika berhadapan dengan seorang kiai. Acapkali pula elit formal 

merasa sangat heran dan kagum betapa seorang kiai mampu memobilisasi 

begitu rupa warga masyarnkat dalam suatu hajatan. Hal ini, misalnya, 

tcrungkap jelas dari pcngakuun seorang mantan Lurnh setempat yang menyatakan: 

"waduh, ya apa ya, wong kiai ilu saya lihal sangal hebal. Beliau-beliau 
ilu, da/am peng%~~man saya selama delapan tahun menjadi Lurah di 
Sagenla, lidak pernah disepelekan aleh siapa pun. Saya sendiri adalah 
orang yang paling sering sowan ke kiai. Sungguh, saya merasa lidak 
mampu menjalankan lugas dengan baik lanpa bantuan para kiai. Ka/au 
ada orang yang menilai bahwa saya cukup berhasi/ sebagai Lurah di 
Sagento karena men jabal cukup lama. leru.v lerang saja saya mera.va 
sangal dibantu o/eh para kiai. Seliap akan ada proyek pembangunan yang 
berkailan langsung dengan masyarakat apalagi memer/ukan partisipasi 
masyarakal, saya merasa wajib hukumnya untuk sowan dan minta restu 
kepada para kiai. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa 
menggerakkan parlisipasi masyarakat lanpa didukung o/eh para kiai. 
l'erus lerang saja, saya /ebih ban yak berbicara dengan kiai ketimbang 
dengan LKMD. Wong LKMD itu cukup diberilahu saja kok. nggak ada 
masalah ". 

Ketika kiai-kiai menggcrukkan masyarakal kcgialan Icrtenlu selalu 

disambut dengan baik oleh warga masyarakat. Ketika elit formal ingin mendapat 

dukungan luas dan mengharapkan partisipasi masyarakat dalam suatu aktifitas 

pembangunan, maka dukungan dan legetimasi elit agama atau para kiai menjadi 

begitu pcnting. Kenyataannya, seperti diakui seorang elit formal, berbagai 

kegiatan pcmbangunan yang mendapat dukungan dan restu kiai selalu disambut 
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dengan baik oleh masyarakat. dan partisipasi masyarakat pun mampu 

dibangkitkan. Hal ini tampak jelas dalam pelaksanaan berbagai proyek 

pembangunan (fisik) oleh pemerintah kelurahan setempat. Misalnya. dalam 

membangun gapuro. memperbaiki jalan kampung dan saluran air. membangun 

jembatan dan sebagainya. Bagaimana kiai menggerakkan partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan? Seorang 

kiai sepuh tempat penelitian menyatakan: 

"bukti bahwa kita mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan di mana 
setiap kegiatan-kegiatan ilu diadakan dan dianggap memer/ukan bantuan, 
misa/ya tenaga, kila mengumumkannya /ewat pengeras suara yang ada di 
masjid di lingkzmgan pondok ini kepada para santri agar mereka pada 
hari ini jam sekian dan sebagainya unluk ikut kerja bakti atau apa begitu 
di tempat kegiatan itu diadakan. Ka/au pengumuman itu juga didengar 
o/eh warga sekitar di /uar lingkungan pondok. /antas mereka ikut 
beramai-ramai memberikan banluan ya a/hamdu/illah ". Yang je/as kila 
se/a/u mendukung semua kegiatan yang membawa kemas/ahatan umal. 
Membangun jembatan, memperbaiki ja/an, se/okan, sa/uran air dan 
sebagainya juga perbuatan mas/ahat, dan itu juga untuk kepentingan 
bersama. Tetapi kita juga lidak akan mentolerir kegialan-kegialan yang 
dianggap /ebih besar mudharat kelimbang man/aatnya. 

Selanjutnya. dapat dikemukakan. bahwa ada kecenderungan kuat di dalam 

masyarakat setempat. di mana dengan munculnya kiai-kiai yang memiliki derajat 

pengaruh yang jauh melampaui batas geografis desanya justru semakin 

memprkuat dan memperkokoh keberadaan kiai-kiai lainnya yang derajatnya 

pengaruh kekiaiannya bersifat lokal. Hal ini tidak saja tampak bagaimana warga 

masyarakat memandang dan memposisikan para kiai. melainkan juga membentuk 

sikap dan pandangan kalangan elit formal di tempat penelitian khususnya dan 
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KeCRlllatan Gajayana ulllulllnya. Elit fonnal setelllpat, Illemandang dan 

memposisikan para kiai sebagai pemimpin umat dan figur anutan serta sangat 

berpengaruh. Karena itu, sikap elit fonnal terhadap para kiai adalah menjunjung 

tinggi serla Illcnjadikannya tempat berkosultasi Illenyangkut berbagai urusan yang 

dilaksanakan pemerintah setempat. Di sinilah kemudian terlihat kenyataan di 

mana elit fonnal senantiasa menjalin hubungan baik dengan para kiai. Maka 

tradisi sawan pun mengedepan dari elit fonnal kepada para kiai. Sawan kepada 

kiai oleh elit fonnal, dalam kenyataan bukan sekedar menjaga hubungan baik dan 

bersilaturrahrni biasa melainkan tak jarang UDtuk meminta petunjuk, 

berkonsultasi dan memohon restu kiai menyangkut berbagai aktivifas 

pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakannya. Hal ini dapat ditelusuri 

dari pengakuan seorang mantan Kepala Desa dan juga Lurah pertama di tempat 

penelitian yang asli penduduk setempat. Dikatakannya: 

"ora ana sing mlaku lek kiai ora seluju. Pengalaman soya sejak menjadi 
Kades di lahun 70-an sampai diangkal menjadi Lurah perlama di sini, 
saya selalu bekerja sama dengan kiai. Kerja sama ilu memang lidak 
resmi. Saya kalakan lidak resmi karena kiai-kiai ilu kan nggak pernah 
duduk di lembaga-Iembaga desa LMD dan LKMD, juga lidak ada 
semacam kesepakalan [armal apalagi lekanan agar pemerinlah desa 
(sekarang kelurahan) selalu bekerja sama dengan kiai. Kerja sama saya 
dengall kiai itu bentuknya biasanya saya yang sawan ke rumah-rumah 
beliau di pondaknya. Sawall saya ke salla memang lidak semala-mata 

.lllltuk kepentingan desa tapi untuk hal-hal lain yang kadang-lcadang 
nggak ada hubungannya dengan kepentingan, lapi yang paling sering 
saya ke sana dalam rangka kepentingan desa atau kelurahan. Juga, saya 
pUll serillgkali lIlengundang kiai-kiai itu dalam seliap kegialan-kegiatan 
resllli haik ketika saya mefliadi Kades maupun setelah menjadi Lurah. 
8eberapa proyek yang akan kila laksanakan selalu kita bicarakan dengan 
kiai, walaupun lidak dengan selllua kiai melainkan dengan kiai-kiai 
terlentu. Tapi biasanya dengan beliau yang paling sepuh dan yang paling 
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punya pengaruh. Kalau sudal! begilu biasanya yang lain-lain memberikan 
dukl/ngall sendirinya. 

Sementara itu, elit formal yang kurang menginciahkan keberadaan dan 

peran elit agama atau para kiai hampir bisa dipastikan tidak atau sangat kurang 

mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat setempat. Bahkan, di tingkat 

yang agak ekstrim, ketidaksukaan elit agama, para kiai, terhadap penampilan 

dan perilaku seorang pemimpin formal dapat berakibat kurang baik bagi 

kedudukan yang bersangkutan. Misalnya, hanya akan bertahan beberapa saat 

saja dalam memegangjabatannya. Fenomena ini paling tidak tampak jelas dalam 

kasus seorang Kepala Kelurahan setempat yang hanya menjabat tak lebih dari 

dua tahun. Terhadap kasus ini, seorang tokoh pemuda yang juga keluarga seorang 

kiai yang sangat disegani setempat mengungkapkan: 

"Pak Pulall itu cuma menjabat dua tahun di sini, bukan lidak kerasan tapi 
nggak disukai aleh warga masyarakat di sini. Beliau memang sering 
/IIenjadi bahan omongan yang menjurus ke fitnah. Tapi ilu sebetulnya 
bukall sekedar OIl/ong kosong, sebab hampir semua orang juga tahu 
bagiamallu tilldukull puk Pulan ilu dulum memimpin kelurahan. Maul 
saja. arang sini menyebutnya kebanteren dan sok kuasa. bahkan 
eel/derlll/g meremehkall orallg luin. Wah, ban yak orang tersinggung, 
termasuk pura kiai. Kita memang nggak mau rihl/t-rihut. Para kiai 
ukhimyu pUl/ya il/isiulil muuk meiuporkunflya ke atas. Alhamdl/lilluh. 
para pelil/ggi di sana mau memahami aspirasi masyarakat sini. Akhirnya 
beliall digant i. 

KuslIS scrupu Jugu Illcnimpu scorung Cumat (Gajayana). Sang Camut 

hanya memegang jabatan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan kurang lebih tiga 

bulun. Ada apa gerangan? Inilah pengakuan seorang kiai yang kebetulan 
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rumahnya cukup dekat dengan Kantor Camat setempat. ScHau menyatakan: 

"ah, wong dia ilu sombong. kayuk pinlur-pinluro dewe. Diu mengunggup 
semuu orang di sini di buwuh dia. sehingga bisu berbual apa saju dan 
berkuasa seenaknya. Ya. sebelulnyo nggak baik membicarakan kejelekan 
orang lain. lapi kalau ilu agur menjadi pelajuran dan lidak un/uk lerlang 
kembuli saya kira nggak apa-apa. Kila sangal mengharap orang yang 
/ampi! sehugul pemimplll ilu renduh hall. akhlaqnya balk. moralnyu 
lerpuji. menghargai semua orang. memperhalikan kepenlingan bersama. 
Pemimpin ilu kan pembawa amanal. Ya amanal Tuhan. ya amanal rakyal. 
Karena ilu jangan disalahgunakan. Kalau pemimpin sudah luk bisa 
dipercaya un/uk membawa amanal dengan baik. yo bual apa. Silahkan 
mellyillgkir dari silli. 

Dalam kedua kasus yang menimpa elit formal tersebut. para kiai memang 

tak meributkannya secara terbuka apalagi bersikap konfrontatif yang dapat 

diketahui secara luas oleh kalangan publik. melainkan dengan mendatangi pejabat 

yang berwenang sebagai atasan elit formal yang dimaksud. Ketidaksukaan elit 

agama atau para kiai terhadap penampilan dan perilaku pemimpin formal 

tersebut sekaligus pula dengan cepat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap 

pcmimpin formul yung bcrsangkutlln. Sebaliknya. jika seorang pemimpin 

formal bertahan cukup lama memegang jabatannya merupakan indikasi bahwa 

itu disukai dan direstui oleh elit agama, para kiai, setempat. Hal yang 

disebutkan terakhir nampak jelas dalam beberapa kasus Kepala Desa, Kepala 

Kelurahan dan Camat yang pemah menjabat cukup lama di Sagento ataupun 

GujnYllnn. 
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Dia, satu dari tiga kiai Sagento yang tidak memiliki pondok pesantren, 

tapi alumni beberapa pondok pesantren Jawa Timur, seangkatan dan ternan 

sepondok Kiai Abdul Wani, Paiton, Probolinggo (kini salah seorang Ketua 

Tanfidiyah PBNU) ketika nyanlri di Kediri. Kiai kelahiran Tuban 1936 ini 

adalah menantu (aIm.) Kiai Mujur (alumni pesantren Bangka, Sagento, yang 

kemudian dikenal sebagai salah seorang elit politik nasional, sempat menjadi 

Wakil Ketua MPRJDPR, dan pemah menjabat Ketua PBNU). 

Walaupun tidak memiliki pondok, dalam pengertian tradisional atau 

konvensional, namun Kiai Thusan justru sangat disegani di kalangan para kiai di 

Sagento dan bahkan merupakan figur utama dalam komunitas kiai setempat. 

Kiai, yang juga Rektor sebuah Universitas milik NU, ini dikenal cerdas di mana 

keluasan dan kedalanlan i1mu agamanya t8k diragukan lagL Selain itu, dia juga 

punya perhatian kuat terhadap perkembangan kebudayaan. Beberapa 

penelitian bidang ini pemah dilakukannya. Juga menulis beberapa buku tentang 

agama dan pembangunan dari perspektif budaya. 

Saat ini Kiai Thusan menjabat Wakil Rois Aam Majelis Syuriah PBNU 

dan pudu periodc scbclumnYll scbugui suluh scorung Ketuu Tunfidiyuh PBNU 

yang membidangi masalah intemasional. Karena kedudukannya di PBNU itulah, 

agaknya kiai yang juga Kelua Yayasan Ma'arif Gajayana ini, kerapkali 
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melakukan lawatan ke luar negeri, khususnya kc ncgara-ncgara Timur Tcngah 

dUll Asia lainnya, baik unluk sludi perbandingan maupun mcnghadiri 

seminar-seminar intemasional. 

Barangkali, bisa dibilang unik, bahwa kiai yang sangat dekat dengan Gus 

Dur ini (kendati menurutnya dalam hal aqidah banyak kurang sepaham dengan 

Gus Dur) tapi juga aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 

organisasi yang juslru "berseberangan" dengan Gus Dur karena dinilainya 

bermuatan sektarian. Di ICMI Pusat, Kiai Thusan kini adalah salah seorang 

anggota Dewan Pakar, setelah pada peri ode sebelumnya anggota Dewan 

Pcnasehal ICMI Orwil Jawll Timur. 

Karena i lu, di kalangan komunitas cendekiawan di Indonesia, baik 

muslim mllupull nOll mllslim ThliS1I1l hllkanluh scornng yang using. Schah. 

selain dia akrab dan bisa melebur dengan baik dari berbagai kalangan 

cendekiawan, juga acapkali lampil sebagai pembicara dalam seminar-seminar 

bcrbagai level. . 

2. Kini 8n8hlll 

Di jalan raya (ulama) Gajayana yang menghubungkan antara Malang 

dengan Surabaya, berdiri "angker" sebuah pesanlren tepat di jantung kegialan 

ckonomi dan bisnis Gajayana. Gedung utama pesanlren ini legak di antarn dan 

berhimpitlln dengan bangunan toko dan kantor sebuah Bank seakan ingin 

mcnYlllllklln dirinYIl "lIkrnb" dcngun IIklivitas-aklivilas duniawi lainnyu. 
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Sekaligus menunjukkan betapa dirinya ingin tampil sebagai pejuang nilai dan 

penegak syari'at agama justru di tengah-tengah hiruk-pikuk dan hingar

bingamya kehidupan masyarakat yang kian sekuler dan kerapkali lepas kendali. 

Pesantren itu adalah Pesantren Ilmu AI-Qur'an (PIQ), sebuah pesantren 

yang didirikan, dipimpin dan diasuh oleh seorang kiai terkemuka di Jawa 

Timur. Dia adalah Kiai Basal. Kiai, ahli tasawuf kelahiran Gajayana, ini 

dikenal luas di Jawa Timur dan merupakan salah seorang kiai yang banyak 

dirujuk. Beliau sampai saat ini juga Ketua Ta'mir Masjid Agung, Malang. 

Karena kemampuannya yang tidak diragukan dibidang tajwid AI

Qur'an, sehingga Kiai Bashal, di kalangan komunitas kiai dan ulama 

umumnya selalu dikedepankan sebagai anggota Majelis Hakim dalam 

berbagai event Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)sampai ke tingkat 

nasional. Bahkan pemah diundang ke Malaysia sebagai Majelis Hakim dalam 

kegiatan MTQ tingkat dunia. 

Kiai Bashal mendirikan PIQ pada awal 1960-an sebagai basis da'wah 

dan penyepuhan kharisma kekiaiannya. Di Sagento, dia kini dianggap 

sebagai kiai sepuh yang berkharisma tinggi dan sangat disegani baik oleh urnat 

Islam maupun pemerintah. 

J. Kiai Aman 

Pria keIahiran Ponorogo 1927 ini adalah pendiri, pemlmpm dan 

pengasuh pondok pesantren Nurul Huda, Sagento. Saat ini pesantren Kiai Aman 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI STATUS DAN PERAN ELIT AGAMA H. RIYADI SOEPRAPTO



117 

adalah salah satu yang terbesar di Gajayana dcngan ribuan santrinya yang 

berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, 

dan juga Kalimantan. Di organisasi NU, Kiai Manan sampai saat ini menjabat 

ketua Syuriah MWC Gajayana. 

Popularitas dan pengaruh kiai sepuh yang kharismatik ini tidak saja di 

kalangan masyarakat Gajayana dan daerah lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Kalimantan, tapi juga di kalangan pemerintah di Kabupaten Malang. Karena itu 

dia sering diundang bereeramah dalam berbagai kesempatan oleh pejabat

pejabat pemerintah Kabupaten Malang. 

Berbagai aeara sosial-kemasyarakatan di Sagento ataupun Gajayana 

akan terasa lengkap dan memberikan makna tersendiri bagi masyarakat setempat 

jika berkenan dihadiri oleh Kiai Aman. 

4. Kiai Aksyar 

Dia adalah pendiri dan pengasuh pesantren Madrasatul Qur'an 

Assalafiyah. Kiai kelahiran Gajayana 1939 ini terkesan sebagai seorang yang 

"kontroversial" karena pemikiran-pemikirannya agak "nyeleneh" dari 

mains/ream tradisional Gajayana. Karena itu, ada sementara warga Gajayana 

yang memandang bahwa itu justru meneerminkan potensi "kewalian" yang 

dimilikinya. Di kalangan masyarakat Gajayana dan bahkan beberapa daerah di 

Jawa Timur, Kiai Kholiq bukanlah seorang yang asing. Hari-harinya selalu 

sibuk dengan urusan eeramah dan pengaj ian di berbagai tempat di Malang dan 
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daerah-daerah lain di Jawa Timur. 

5. Kiai Baleh 

Kemunculannya sebagai kiai kurang lebih sarna dengan Kiai Thusan 

yakni bukan karena memiliki pondok pesantren dan bukan pula pengajar di 

pondok pesantren. Dia diberi predikat kiai oleh masyarakat setempat karena 

kapasitasnya dibidang ilmu agalIla cukup memadai. 

Dia sebenamya adalah seorang perantau di Sagenta datang dalam usia 

remaja awal dari daerah reog Ponorogo dan lahir di sana tahun 1933. 

Kiai Boleh, pensiunan pegawai Departemen Agama Kabupaten 

Malang, ini dalam perjalanan kariemya sebagai pemuka masyarakat aktivis NU 

dan politisi membuktikan bahwa dia adalah orang yang cukup disegani dan 

patut diperhitungkan. Di organisasi NU, dia pemah menjabat Ketua Lembaga 

Ma'arif Kabupaten Malang, dan saat ini sebagai anggota Syuriah MWC NU 

Majapahit. Juga sebagai ta'mir masjid Jami' (masjid besar) Gajayana. 

Dalam karier politiknya, Kiai Boleh sempat menjadi anggota DPRD 

Kabupaten Malang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal 

kemunculan partai yang semula berlambang ka'bah itu hasil fusi partai-partai 

Islam pada awal I 970-an. Akan tetapi, setelah NU kembali ke Khitthah 1926 

lewat Mu'tamar Situbondo pada tahun 1984 dan tak ada kaitannya secara 

organisatoris dengan PPP, kiai Burhanuddin pun menyatakan diri mundur dari 

PPP. Di masa pensiunnya kini justru diangkat sebagai anggota Dewan Pembina 
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Golkar Kabupaten Malang atas desakan pejabat-pejabat penting di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Malang. 

Scbagai pengurus la'mir masjid Jami' Sagento, kiai Boleh aktif dalam 

kegiatan da'wah lslamiyah dan selalu membina forum-forum keagamaan di 

Sagento seperti: Majelis-majelis la'lim, kelompok-kelompok lahti/an, sema'an 

A/-Qur'an, jama'ah iSligilosah, fatayat, muslimat, dan sebagainya. 

6. Kiai Darman 

Kiai yang sudah semakin sepuh ini memang tidak begitu terkenal dalam 

radius masyarakat yang lebih luas, tapi bagi penduduk Gajayana khususnya 

Sagento beliau sangat dihormati sebagai pemimpin umat yang bijaksana dan 

humanis. Beliau adalah seorang kiai yang sampai saat ini masih sangat di

sUlI'ani baik oleh anggota masyarakat (umat Islam) Sagento maupun oleh 

pemimpin fomlal setempat. Oleh karena usianya yang semakin beranjak tua, 

bcliau tak lagi aktif bcrceramah di lunr kecuali hanya mengasuh santri-santri 

yang ribuanjumlahnya di pondok pesantren miliknya. 

7. Kiai Musim 

Dia adalah pcmimpin dan pcngasuh pewans pesantren Bangka yang 

pemah punya sejarah besar itll. Kiai. yang kini berusia 69 tahun, ini adalah 

menantu Kini Romawi Thoha (putra Kiai Muhammad Thoha, pendiri 

pesantren Bangka di akhir abad ke-19). Pesantren Bangka yang dipimpinnya 
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kini memang terasa lebih keeil dibanding pesantren-pesantren lainnya di 

Gajayana. Mungkin, karena manajemen organisasinya yang kurang mendukung. 

Kiai Musim aktif di jam'iyah NU Gajayana dan turut membina 

organisasi-organisasi yang berada di dalam lingkaran jam'iyah NU seperti 

Fatayat, Muslimat, Gerakan Pemuda Anshor, IPNU, IPPNU, serta majelis

majelis ta'lim. 

8. Kiai As'ari 

Satu lagi, pemimpin urn at di Gajayana yang berpredikat kiai yang tidak 

memiliki pondok pesantren. Dia adalah Kiai As'ari: alumni Pondok Pesantren 

Moderen Gontor Ponorogo. Pria kelahiran Kediri tahun 1939 dan ayah 7 orang 

anak ini, saat ini adalah Ketlla Tanfidiyah MWC NU Gajayana. Juga, aktif di 

Yayasan Pendidikan MaarifGajayana. 

Kiai kharismatik yang luas dan dalam pemahaman agamanya ini dikenal 

sebagai "singa" podium yang selalu diundang bereeramah dalam aeara-aeara 

besar sosial-keagamaan di desa-desa di wilayah Keeamatan Gajayana. 

Sebagai pimpinan /am'iyah NU setempat, Kiai As'ari sangat aktif 

menghadiri sekaligus membina lembaga-Iembaga sosial-keagamaan, mulai dari 

majelis-majelis ta'lim, kelompok-kelompok tahlilan sampai ke kalangan 

Pemuda Anshor, IPNU, IPPNU, Fatayat dan Muslima!. 
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4.2.3.2. SOlok Elit Informal Non-Agama 

Kelompok elit infonnal di luar elit agama yang ditampilkan dalam 

penelitian ini adalah elit ekonomi, elit wan ita dan elit pemuda. Ketiga kelompok 

elit infonnal ini memiliki peran masing-masing sesuai lingkup kelompoknya. 

Peran yang dimainkan elit-elit ini dalam masing-masing kelompok atau dalam 

mempengaruhi anggota kelompoknya lebih dalam konteks kehidupan sosial, 

keagamaan dan beberapa aktivitas pembangunan setempat. 

Elit infonnal yang non elit agama ini, menempatkan elit agama atau 

para kiai sebagai figur anutan bagi mereka. Dengan kata lain, elit agama atau 

para kiai adalah tokoh rujukan utama bagi mereka. Karena itu mereka juga 

selalu dekat dengan para kiai. Kelompok elit non-agama memandang elit agama 

atau para kiai sosok manusia yang luar biasa. Hal ini tampak dari ucapan

ucapan mereka tentang kiai seperti: I) Kiai adalah pewaris para Nabi; 2) Kiai 

adalah guru bagi kami; 3) Kiai adalah orang yang selalu dimintai restu; 4) Kiai 

menyimpan sesuatu yang tersembunyi; 5) Kiai memiliki sesuatu yang kita 

"lIggak IIgerli"; 6) Kiai memiliki kelebihan dan keistimewaan tertentu; 7) Kiai 

adalah orang yang memiliki karomah. Di samping itu, elit infonnal non-agama 

acapkali sowall dan menanyakan berbagai masalah kepada elit agama atau para 

kiai. 

Berikut ini dideskripsikan sosok elit infonnal di luar atau non elit agama 

yang terdiri dari elit ekonomi. elit wanita dan elit pemuda. 
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1. Haji Mamad 

Dia tennasuk elit ekonomi, karena di samping berhasil tarnpil sebagai 

pengusaha muslim pribwni yang sukses, juga disegani oleh kalangan pengusaha 

lainnya di Gajayana. Dia dianggap oleh para pedagang sebagai orang yang 

dituakan. Karena itu, dia dipilih oleh kalangan pedagang untuk anggota 

Komisi 7 (Panitia Pembangunan Pasar Gajayana) yang bertugas antara lain 

melakukan distribusi bedak-bedak kepada para pedagang di pasar. 

Pedagang tekstil ini adalah lulusan PGA 6 Tahun, menantu H. Anwar, 

seorang peJuang 1945 di daerah Malang. Mamad, di kalangan penduduk 

Sagento dikenal sebagai pedagang yang dennawan dan taat beragama. Dia pun 

sangat dekat dengan warga masyarakat lainnya di Sagento tennasuk dengan para 

pedagang kecil di Gajayana. Mamad yang mantan aktivis Pemuda Anshar 

Gajayana ini, tennasuk anggota pembangunan Masjid Jami' Gajayana. 

2. Haji Johan 

Lulusan SMTA bapak lima orang anak ini, dulu pemah mencalonkan 

diri sebagai Kepala Desa bersama H. Muntarri. Dia memang tak terpilih, tapi 

dia kemudian justru lebih membuktikan kemampuannya di bidang pemiagaan. 

Inilah yang mengantarkannya sebagai pedagang yang sukses di Gajayana. 

Johan sampai kini adalah aktivis organisasi sosial kemasyarakatan 

setempat. Bahkan pemah aktif sebagai pengurus Golkar Kabupaten Malang. 

Di samping sebagai pedagang, Johan, kini juga aktif dalam bidang sebagai 
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pengelola sebuah lembaga pendidikan di Sagento. Dia dekat dengan para kiai, 

juga disegani oleh kalangan pedagang di pasar Gajayana. 

3. Haji Syukur 

Menantu Haji Johan ini sebenamya adalah mantan aktivis Pemuda 

Muhammadiyah. Bapak tiga orang anak ini dikenal sebagai pengusaha muda 

sukses dan energik. Di tengah kesibukan berbisnis Syukur juga gemar dengan 

dunia olahraga. Dia adalah salah seorang pembina kegiatan-kegiatan olahraga 

di Sagento. Dan kini dia tercatat sebagai pengurus kesebelasan Tumapala Putra, 

Gajayana. Meski hanya lulusan SMT A, Syukur, di samping memiliki feeling 

bisnis yang tajam juga memiliki wawasan cukup luas dalam berbagai hal 

termasuk di bidang keagamaan. Karena itu, menyangkut kepentingan pedagang 

di Gajayana, Syukur senantiasa terlibat di dalamnya. 

4. Haji Amjad 

Sebaya dengan Syukur, Amjad seorang pedagang sukses yang 

diperhitungkan di kalangan masyarakat Sagento khususnya dan Gajayana 

umumnya. Dia adalah mantan aktivis berbagai organisasi sosial kemasyarakatan 

di Gajayana. Alumni SMTA yang sedang naik daun ini saat ini juga turut aktif 

mengelola lembaga pendidikan di Sagen to. 
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5. Ibu OJ. Mumpunl 

Perempuan yang kini berusia 60 tahun ini adalah seorang ibu dari 

sepuluh omng anak yang semuanya sukses. Dia isteri Haji Muntarri, mantan 

Kepala Desa dan Lurah Sagento, yang dikagumi dan sangat disegani oleh kaum 

ibu di Sagento. Sebelum suaminya menjabat Kades dan Lurah, Nyonya Muntarri 

sudah lama aktif di organisasi Muslimat Gajayana. Ketika suaminya menjabat 

Kades dan Lurah kegiatannya di Muslimat tak ditinggalkan walaupun dia 

cukup sibuk di organisasi PKK Sagento. Itu pun dia masih pula aktif sebagai 

pembina Kelompencapir Kendedes, Gajayana. Bahkan berkat ketekunannya, 

Kelompencapir Kendedes sempat meraih prestasi gemilang tingkat Jawa 

Timur. Sekaligus juga mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. 

Lebih dari itu, perempuan aktifis dan merupakan elit wanita setempat 

ini, adalah juga seomng pedagang yang sukses pula. Sampai saat ini di samping 

berdagang berbagai macam barang,juga memberi kursus rias pengantin. 

6. Masithah Zamas 

Dia terrnasuk elit wanita di Sagento. Lulusan PGA 6 Tahun ini, bekeJja 

s.:bagai guru di sebuah sekolah menengah negeri di Gajayana. Sejak muda 

sudah aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungan 

kaum nahdliyin. Kini selain aktif sebagai pen gurus Muslimat setempat, juga 

aktif sebagai pengurus LKMD dan PKK di Kelurahan Sagento. Dia dipandang 

sebagai seorang yang sholehah di kalangan ibu-ibu Sagento khususnya dan 
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Gajayana umumnya. Walau berstatus sebagai guru, Masithah Zamas - ibu 

empat orang anak ini - adalah juga pegadang yang energik dan tekun. 

7. Khamidah 

Agak sulit mencari orang seperti Khamidah di Sagento. lsteri seorang 

pedagang a1at-alat elektronik ini, bukan saja seorang mantan aktivis organisasi 

IPPNU, tetapi juga seorang muslimah yang memiliki jiwa seni. Karena itu dia 

sangat fasih me1antunkan lagu-lagu qasidah (moderen). Saat ini, Khamidah, 

selain aktif di organisasi Fatayat Sagento, membina qasidah moderen, juga 

hari-harinya sibuk dengan berbagai kegiatan di lembaga Mubarrot NU Gajayana. 

8. Haji Fandil 

Dia tampil sebagai elit pemuda di Sagento dan Kabupaten Malang, 

bukan semata-mata kerena dia menantunya Kiai Ahmad Nusa (aIm.), yang 

sangat terkenal dan begitu disegani di Gajayana, melainkan lebih karena 

kapasitas diri sebagai seorang intelektual muda NU yang cerdas. Fandil adalah 

pemuda aktivis yang kini menjadi Ketua GP Anshor Kabupaten Malang. 

Pendidikan yang pemah ditempuh Fandil cukup meyakinkan. Dia adalah sarjana 

hukum dari Uniwrsitas Brawijaya. Selanjutnya meneruskan ke pendidikan no

tariat di Universitas Airlangga untuk me1l1perkuat basisnya sebagai seorang 

notaris yang ditekuninya hingga kini. Ayah tiga orang anak ini, dalam usia 

yang 1l1asih muda telah 1l1eraih sukses di bidang ekon01l1i. Dia, oleh masyarakat 
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setempat dipercaya menjadi Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami' 

Gajayana. 

9. Modim 

Keberhasilan Modim sebagai pemuda yang diperhitungkan di kalangan 

kaum muda Sagento berawal dari kemampuannya dalam organisasi sosial 

kemasyarakatan. Dia mantan aktivis IPNU, yang kini aktif di GP Anshor 

Gajayana dan dijam';ah NU setempat. Modim pun pemah menjadi pengurus 

LKMD Kelurahan Sagento. 

10. Muss 

Di kalangan masyarakat Sagento dan Gajayana, pemuda Muas (37 tahun) 

adalah seorang Gus, karena dia adalah putra seorang kiai terkemuka di Gajayana 

yakni (aIm.) Kiai Ahmad Nusa. Saat ini dia masih duduk sebagai anggota DPRD 

Kabupaten Malang untuk Fraksi PPP. Sarjana Muda lAIN Sunan Ampel Malang 

yang kini tengah merampungkan studinya di Universitas Wishnuwardhana ini, 

tampil sebagai elit pemuda bukan semata-mata karena dia seorang Gus, 

melainkan dia juga pemuda yang berotak cerdas dan cakap dalam berbicara. 

Ayah dua anak yang juga adik ipar Kiai Thusan ini amat disegani kalangan 

kaum muda baik di Sagento khususnya maupun di Gajayana umumnya. 
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Dalam latar dan konteks masyarakat tempat penelitian, seperti telah 

berulang kali disinggung di muka, elit agama memiliki status penting di mata 

masyarakat setempat. Keberadaan kiai berikut tradisi kekiaian sudah 

melembaga sejak lama di tempat penelitian, atau kurang lebih sejak awal abad 

dua puluh. Karena itu, memahami keberadaan dan peran elit agama di tempat 

penelitian, dalam konteks apa pun, adalah memahami kiai dan tradisi kekiaian 

itu sendiri. 

Sementara, Sagento - tempat penelitian - sendiri selain sebagai pusat 

kota, sekaligus ibukota Kecamatan, dan pusat aktivitas ekonomi Gajayana yang 

ditandai dengan pasar serba ada dan toko-toko yang lengkap dan moderen 

serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Sagento Juga merupakan 

kaumannya Gajayana. Di sinilah terdapat masjid besar Gajayana, Masjid 

Jami'. Begitu pula, lebih dari separuh pondok pesantren di Kecamatan 

Gajayana berada di Sagento. Juga, kiai-kiai terkemuka dan sangat dihormati baik 

di kalangan NU maupun masyarakat luas pada umumnya mengumpul di Sagento 

atau paling tidak berasal dari Sagento. 

Kiai-kiai itu. beberapa di antaranya tampil sebagai tokoh nasional 

seperti (aim.) Kiai Mujur. lalu Kiai Sukma, Kiai Thusan dan Kiai Bashal. 

Kalau Kiai Mujur dan Kiai Sukma dalam peljalanan karir dan hidupnya lebih 
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banyak di Jakarta. Sementara Kiai Thusan, kendati sebagai tokoh berlevel 

nasional dan menjadi pengurus Syuriah PB NU, namun tetap tinggal di 

Sagento sampai saat ini. Begitu pula Kiai Bashal, pendiri dan pengasuh 

Pesantren Ilmu AI-Qur'an (PIQ) Gajayana, juga menetap di Sagento. 

Sebagai kauman, Sagento sesungguhnya adalah sebuah "kampung 

santri", sebuah religious society yang memancarkan kesan sejuk dan damai. la 

kental dengan tradisi-tradisi keagamaan seperti tradisi lahlilan, sema'an AI

QlJr'an, pengajian majelis la'lim, iSlighosah, pengajian umum dan lain-Iainnya 

yang terus mengalun sebagai denyut utama dalam masyarakat setempat. Dan, 

hampir bisa dikatakan bahwa seluruh penduduk Sagento adalah umat NU yang 

taat; taan pada ajaran agama dan taat pada orang yang disebut guru (dalam hal ini 

kiai). 

Walaupun penduduk Sagento memiliki Ctrt-Ctrt sebagai masyarakat 

moderen (sebagaimana te1ah dilukiskan di muka), namun penghonnatannya 

kepada kiai masih tetap tinggi dan kuat. Karena itu, tradisi kekiaian masih cukup 

kuat dalam struktur masyarakat setempat. Artinya, selain kiai di posisikan 

sebagai anutan masyarakat dalam urusan syari'at agama serta etika dan 

moral. Juga masyarakat menempatkan para kiai sebagai "pelindung" dan 

tempat bersandar secara sosial dan kultural. Dalam konteks sedemikian tn!, 

warga masyarakatlah yang acapkali datang dan bersilallJrrahim ke kiai-kiai 

dan pemimpin-pemimpin pesantren. Datang dan bersilallJrrahim ke kiai ini, 

dalam tradisi setempat, lebih dikenal dengan istilah s()wan. Dan memang, 
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sowan ke kiai-kiai sudah menjadi tradisi dan melembaga sejak dahulu di 

tempat penelitian. Sampai sekarang pun tradisi sowan itu masih terus berlanjut. 

Sowan ke kiai-kiai, dalam kenyataannya, tidak semata-mata untuk 

mencari tahu persoalan-persoalan mendasar menyangkut syari'at agama, juga 

menyangkut masa1ah-masalah praktis dan "sederhana" dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya: tentang jodoh, nama anak, minta barokah dan 

sebagainya. Rumah para kiai atau pondok-pondok pesantren hampir tak pernah 

sepi dari orang-orang (baik warga masyarakat Sagento maupun luar Sagento) 

yang sowan ke sana dengan berbagai tujuan dan alasan. Jumlah dan intensitas 

orang yang sowan itu tentu bergantung pada seberapa kuat pancaran kharisma 

sang kiai serta seberapa luas pengaruh dan popularitasnya di masyarakat. 

Dengan kata lain, semakin kuat pancaran kharisma semakin banyak dan tinggi 

pula intensitas orang-orang yang seMan kepadanya. 

Seorang warga masyarakat tempat penelitian yang juga aktivis dari 

berbagai kegiatan keagamaan setempat mengungkapkan: 

"kita sowan ke kiai itu untuk mendapatkan barokah. Sebah menjadi kiai 
itu kan tidak gampang. dan untuk bisa disebut kiai harus punya kelebihan
kelebihan pribadi lagi pula haruslah orang-orang yang taat dan saleh. 
Karena itu tidak ban yak orang yang bisa menjadi kiai. Saya yakm kim 
adalah orang yang senantia.m dekat dengan Allah Suhhanahu Wa 1'a ·ala. 
Bagi soya. kiai adalahjuga guru saya. 

Di samping itu, tradisi sowan tidak hanya dilakukan oleh warga 

masyarakat umum melainkan juga oleh kalangan pemimpin formal setempat. 

Seorang mantan Lurah tempat penelitian mengakui: 
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"Soya sering mengundang beberapa kiai ke kelurahan baik untuk 
acara-acara resmi maupun untuk berdialog dalam masalah-masalah 
so.~ial-kema .. yarakalan. Tapi yang sangal sering justru saya sowan ke 
kiai-kiai terulama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan 
kelurahan. Dengan cara begitu saya merasa dekal dengan mereka. Terus 
terang. bagi saya. restu dan dukungan kiai di Sagenlo itu sangal 
penling. Kila sufil menggerakkan ma.~yarakat tanpa restu dan banluan 
para kiai. Saya betul-betul merasakan itu". 

Memang. pancaran kharisma, pengaruh dan popularitas seorang kiai di 

masyarakat terbangun dalam basis dan akses yang berbeda. Ada kalanya karena 

kiai tersebut dianggap memiliki "kelebihan" tertentu yang sangat sulit 

ditemukan pada orang lain. Ada kalanya juga karena kiai itu terkenal memiliki 

keluasan dan kedalaman ilmu keagamaannya. di samping dinilai memiliki 

pemahaman yang memadai dan mumpuni dalam masalah-masalah sosial-

kemasyarakatan. Tapi, terlepas dari itu, bahwa kiai sebagai figur yang sangat 

dihormati, dipatuhi dan bahkan ditunduki oleh masyarakat, khususnya di tempat 

penelitian, adalah suatu kenyataan yang sulit dibantah dan seolah tak terusik 

oleh arus modemisasi yang terus mengalir. 

Sebuah fenomena yang tampak jelas di tempat penelitian adalah di satu 

sisi, para kiai menampilkan diri atau di tampilkan oleh masyarakat sebagai 

figur ulama yang dihormati, dipatuhi dan ditunduki sehingga perannya sebagai 

agen yang mempengaruhi kehidupan dan keputusan masyarakat menjadi begitu 

strategis. Di sisi lain, para kiai sendiri memang tampak ada semacam upaya 

membangun "dinasti kerajaan" kekiaian (dan terus berusaha 

mempertahankannya) sebagai keJompok terkemuka melalui mekanisme 
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kepemimpinannya yang khas yakni: I) kepemimpinan spiritual (sebagai 

penylar agama sekaligus luas dan dalam pemahaman keagamaannya); 2) 

kepemimpinan intelektual (sebagai orang yang berilmu dan mengajarkannya 

kepada orang lain, khususnya kepada para santrinya); 3) kepemimpinan 

administratif (sebagai pemimpin dan pengasuh pondok pesantren); 4) dan 

kepemimpinan sosial (karena memiliki komitrnen sosial-kernasyarakatan 

yang tinggi) 

Sementara itu, adanya tradisi sowan ke kiai-kiai dari warga masyarakat 

memberi akses kepadanya untuk memahami lebih banyak persoalan-persoalan 

sosial-kemasyarakatan pada umumnya dan komunitas setempat khususnya. 

Sowan ke kiai-kiai dalam kenyataannya tidak sekedar untuk meminta dan 

menanyakan sesuatu, tetapi juga untuk mengadu dan melaporkan sesuatu. 

Kenyataan demikian, misalnya, dapat dipahami dari ungkapan seorang elit 

ekonomi setempat. Dikatakannya: 

"pemimpin kita (maksudnya; Lurah dan perangkat-perangkatnya, RS) 
memang rata-rata baik, tapi kadang-kadang juga ada yang nakalan. 
Misalnva dalam masalah sllmhangan herhagai kegiatan dan macam
macam. Yang sering meniadi sa.mran adalah para pedagang 
Menyumhang untuk kepentingan kelurahan dan masyarakat hanyak 
sebenarnya saya sendiri nggak keberatan. Tapi kalau sumbangan illl 
bolak-balik dan nggak jelas ya pegel juga. Saya seringkali kesel, mall 
ngomong langsung secara blak-hlakan juga nggak enak. 8eberapa kiOl 
sering saya sowani. saya lapori beberapa kelakuan orang-orang di 
kelurahan itu. Harapan saya, paling tidak kalau kiai berkhotbah dan 
mengisi ceramah sedikil-sedikit menyinggunglah kelakuan yang kurang 
baik itu. Sebab kalau kiai yang ngomong kan lain. Tapi kalau saya hisll
bisa jadi jitnah. 
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Dalam interaksi sedemikian itulah umat atau warga masyarakat akan 

menerima fatwa-fatwa sang kiai. Barangkali, justru dengan mekanisme yang 

khas sedemikian itulah sehingga kharisma, pengaruh dan popularitas para kiai 

tetap terpelihara dengan baik dan rapi. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa 

yang acapkali sowan ke kiai-kiai itu adalah para pemimpin formal setempat 

seperti Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan bahkan pejabat-pejabat tingkat 

Kecamatan dan Kabupaten. 

Di sisi lain, dalam pandangan para kiai, adanya orang-orang baik warga 

masyarakat maupun kalangan pemerintah yang sowan ke rumahnya diangapnya 

sebagai sesuatu yang wajar tapi menguntungkan misi dirinya. Seorang kiai 

tempat penelitian mengungkapkan demikian: 

"kita ini kan tidak punya apa-apa dan kekuatan apa-apa. kita hanya 
punya misi, misi untuk menegakkan ajaran agama da/am kehidupan 
manusia. Kita ingin agar masyarakat dan siapa saja menjadi orang-orang 
yang berakh/aq mulia dan bermora/ tinggi. Tindakan dan perbuatan 
manusia harus dikendalikan o/eh ajaran agama. Nah. perkara ada orang
orang termasuk pejabat pemerintah ke sini, ya kita terima dengan baik. 
Bahwa mereka meminta pendapat kita tentang berbagai masa/ah 
menyangkut tugas dan kewq;iban mereka. ya a/hamduli//ah. Syukur
.~yukllr saran dan pendapat yang kita berikan diperhitllngkan da/am 
mengambi/ keputusan. 

Dalam konteks administrasi pemerintahan desa, di kalangan kiai dan 

pemimpin-pemimpin pondok pesantren tidak terlihat sebuah upaya misalnya 

mempengaruhi berbagai keputusan dan kcbijakan pemcrintah apalagi ikut 

cam pur dalam masalah-masalah dan urusan-urusan pemerintahan. Menurut 

seorang kiai setempat, bahwa memang sejak dulu para kiai lak suka ikul cawe-
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cawe dalam urusan pemerintahan dan politik di Sagento, baik sebelwn maupun 

sesudah berlakunya UU Nomor 5/1979. Para kiai dan juga masyarakat Sagento 

pada wnumnya tidak begitu memberi perhatian terhadap masalah-masalah 

pemerintahan desa dan realisasi dari UU Nomor 5/1979, karena dianggap 

tidak banyak berkaitan dengan kebutuhan mereka serta kehidupan langsung 

masyarakat. 

Akan tetapi, menurut sang kiai pula, yang juga diakui oleh seorang 

bekas Kades dan Lurah Sagento, bahwa para kiai itu akan bersuara dan 

menyatakan sikapnya manakala: Pertama, aparat pemerintah (desalkelurahan 

maupun kecamatan) dinilai berperilaku kurang baik atau tidak etis misalnya 

main perempuan, menyalahgunakan jabatan dan tidak mampu menyesuaikan diri 

dengan tradisi masyarakat setempat. Kedua, apabila kebijakan-kebijakan 

pemerintah setempat dinilainya mengganggu dan mengusik harmoni 

masyarakat. Keliga, pemerintah danlatau aparat pemerintah mulai dan 

mencoba-coba melakukan intervensi atau turut campur ke "wilayah" 

kekuasaan para kiai yakni pentas keagamaan. etika dan moral. 

Para kiai, memandang dan menempatkan diri pada posisi dan peran diri 

yang menurutnya sudah jelas yakni di bidang sosial keagamaan serta bertugas 

"merawat" etika dan moral masyarakat. Kegiatan mengajarkan syari'at agama 

dan berda'wah yang dilakukan baik di dalam pondok pesantren maupun 

melalui majelis-majelis ta'lim, forum-forum tahlilan, diba'an. sema'an AI

Qur'an, istighosah. pengajian umum dan berbagai forum lainnya di tengah-
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tengah masya-rakat. yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. 

Di sinilah para kiai tempat penelitian merasa dirinya sebagai pengemban 

kekuatan moral. di mana mereka ingin semua dimensi sosial-kemasyarakatan itu 

menJunjung tinggi nilai-nilai agama, etika dan moral. Ini sekaligus adalah misi 

mereka (sebagaimana dikutip pada pemaparan di muka). Sementara itu, para kiai 

pun memandang posisi dan peran pemerintah juga sudah jelas yakni scbagai 

pelayan masyarakat dan penyelenggara pembangunan (khususnya dalam 

pengenian tisik materiil). 

Dalam posisi sedemikian itu, dalam sejarah Sagento, para kiai memang 

udak ban\'ak tenarik dengan urusan politik tt:rmasuk mencari kedudukan 

tenentu di kmbaga-Iembaga politik dan pemerintahan, misalnya mencalonkan 

diri sebagai Kades. mcnjadi pcngurus atau anggota LKMD dan sebagainya. 

Kalaupun ada keterlibatan sebagian di antaranya di politik, itu hanyalah pada 

IlHlIllen-momen tenentu saja misalnya menjelang pemilu. Scbagian lainnyu. 

kalau pun tenarik dengan kedudukan di lembaga politik, itu tidak pada tingkat 

lokal Sagento. tetapi tingkat Kabupaten ke atas atau di tingkat supradesa. 

Kondisi semacam itu diakui dengan tegas oleh seorang elit agama 

setempat. Dia menyebutkan: 

;":,Iu-kl/a "I SII1I se,ak dlllu nggak hanyak /erlank dengan IIrllsan-lIrll,IWI 

""lillk dUll kedlldllkall di l'elllerilllalwl1. I\alalll'lIn kila IJI/llya 
kell'l'lihalall dalalll lII<lsalah I'olilik Iwnva pada lIIolllen-lIIolllen lerlen/u 

SUIU IIl1su/m'u lIIelllclullg 1'<'lIIilihall 1111111111. /knlllk kelerliha/an /lIInnva, 
ka/au ada, I/U 1"luk I'wla lokal Sagen/a melainkun dl/lIlgku/ Kahupulell 

ke ulus. ,\\'huh IIrllsall kallll s<,h{'(lI/m'a s<'lak dulll ya I/u-i/II saja: IIgurus 

"olldok, IIgalar IIga,I, c('/w/wh, III/lllpin /ahli! dan pokoknya ."'111110 
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urusan yang berlcaitan dengan agama dan moral saja. Bagi kami. ini 
adalah kerja besar. Adapun masalah politik. pemerintahan. kekuasaan 
dan sebagainya itu urusan orang lain. sudah ada yang ngurusi. 

Dengan demikian. sangat sui it dijumpai tokoh-tokoh atau elit agama 

tempat penelitian yang terlibat secara langsung dalam urusan politik dan 

pemerintahan setempat. Sebaliknya, kalangan pemerintah desa atau 

kelurahan sendiri memang jarang melibatkan mereka dalam berbagai 

persoalan pemerintahan dan pembangunan desa setempat kecuali sebatas 

sowan untuk meminta petunjuk, persetujuan dan restu mengenai suatu rencana 

atau aktivitas pemerintah yang membutuhkan legetimasi masyarakat. Apalagi. 

j ika rencana atau aktivitas tersebut menghadapi tantangan tertentu dari 

masyarakat. maka restu kiai menjadi sangat penting. 

Sungguh pun demikian bahwa upaya melibatkan para kiai, pemlmpm-

pemlmpm pesantren atau tokoh agama di tempat penelitian justru lebih 

banyak dilakukan oleh kalangan pemerintahan tingkat Kecamatan, Gajayana, 

dalam berbagai urusan dan kepentingan. Mungkin, karena ibukota Kecamatan 

Gajayana memang berada di Sagento. 

Dalam hubungan ini. seorang kiai terkemuka setempat melukiskan 

demikian: 

Di kalangan aparal pemerintah desalkelurahan I'agenlan lerdapal rasa 
sungkan yang besar untuk herhubungan dengan para kiai atall 
pemimpin-pemimpin pesantren. Bahkan ada semacam keminderan untuk 
"bermilra" dengan kiai. Sebab. orang-orang yang berada di alas mereka 
seperti Camat dan aparat-aparal pemerinlah tingkal Kecamatan dan 
bahkan pejabat tingkat Kabupalan termasuk Bupati. sangat sering s()wan 
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ke kiai-kiai dan pondok-pondok pesantren unluk berbagai kepenlingan. 
Dan. Pemerintah Keeamalan sendiri, misalnya, dalam kenyalaan, 
memang sering mengundang pora kiai dan pemimpin-pemimpin 
pesantren untuk berbagai aeara di Keeamalan. Saya melihal, bahwa 
dengan sering sowannya pora pejabal pemerinlah di lingkal Kecamatan 
dan Kabupalen ilu dan kehadiran pora kiai dalam berbagai aeara di 
Keeamalan, di salu sisi membual gengsi dan "derajal" para kiai ilu 
terangkat dan bertambah, di sisi lainjuslru membuat pejabal pemerintah 
tingkal DesaiKelurahan merasa minder serla merasa diri dan 
"kharismanya" berada jauh di bawah para kiai. Pola semaeam ini 
bukan fenomena baru di Sagenlo dan Gajayana umum7r)la lapi sudah 
berlangsung sejak lama. Lagi pula, kiai-kiai di Sagenlo lebih 
eenderung memikirkan persoalan-persoalan di lingkal "alas" kelimbang 
di tingkat Desa alau Kelurahan. 

Meskipun tidak semua yang berpredikat kiai di tempat penelitian 

berkharisma tinggi dan berpengaruh besar, akan tetapi karena selalu terjalin 

hubungan erat antarkiai, yang semuanya berada dalam lingkaran NU dan 

kerapkali memainkan peranan penting secara organisatoris termasuk dalam 

persoalan-persoalan sosial-kemasyarakatan, maka kiai-kiai yang sebenarnya 

belum begitu mengedepan derajat kekiaiannya menjadi turut terangkat pula. 

Karena itu, tak ada seorang kiai pun di tempat penelitian khususnya dan di 

Gajayana umumnya yang dianggap "kecil" ataupun dikesampingkan terutama 

oleh pemerintah dan lebih-lebih oleh masyarakat setempat. Penghormatan 

kepada para kiai tampak begitu spektakuler, misalnya, pada saat sang kiai 

menghadiri acara-acara tertentu di Gajayana baik yang diselenggarakan oleh 

masyarakat maupun pemerintah. Di sana, terlihat betapa setiap penyambutan 

dan sapaan dari siapa pun yang tampil berbicara selalu yang disebut terlebih 

dahulu adalah "yang terhormat almukarrom kiai ... ", biar pun dalam acara 
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tersebut hadir seorang bupati dan pejabat-pejabat penting lainnya. 

Dalam hubungan sedemikian, keberadaan para kiai kalau diletakkan 

dalam konteks administrasi pemerintahan desa, terkesan kuat dan cenderung 

berperan sebagai "jembatan" atau penghubung antara masyarakat dengan 

pemerintah setempat. Hal ini terutama tampak jelas manakala berbagai rencana 

dan kebijakan pemerintah yang dipertanyakan oleh masyarakat. Contoh kasus, 

ketika pemerintah merestui pendirian Rumah Sakit Budha di bagian selatan 

Sagento dan ada isu bahwa petani setempat harus bersedia melepaskan 

tanahnya untuk kepentingan pembangunan Rumah Sakit tersebut. 

Menghadapi persoalan ini, mereka, para petani. tidak melakukan protes secara 

langsung ke pemerintah kelurahan setempat melainkan justru datang melapor 

dan mengadu ke kiai agar masalah tersebut bisa dipecahkan secara arif 

sehingga diri petani tidak merasa dirugikan. 

Begitu pula ketika renovasi total pasar induk Gajayana, di mana 

\varga Sagento yang sebagian di antaranya menjadi pedagang di pasar tersebut. 

Mereka memang merasa dirugikan dan terlalu ditekan oleh pemerintah akibat 

beban biaya cukup besar yang harus dipikul jika ingin kembali meneruskan 

usahanya di pasar. Di sini, kembali kiai menjadi tumpuan harapan. tempat 

mengadu dan berkeluh kesah para pedagang agar pemerintah tidak terlalu 

memaksakan kehendaknya. 

Dengan demikian. bahwa dalam konteks transformasi pemerintahan 

desa, para elit agama di tempat penelitian lebih memainkan peran secara tak 
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langsung terutama dalam dimensi-dimensi yang lebih menyentuh kepada 

kepentingan sosial-kemasyarakatan dan tidak dalam konteks politik dan 

administratif Di samping itu, pemikiran-pemikirannya lebih cenderung 

diberikan ke tingkat atas seperti tingkat Kecamatan dan tidak terlalu banyak 

tingkat Desa atau Kelurahan. Sebab memang pada dasamya sejak dulu mereka 

tidak banyak memberikan perhatian terhadap masalah-masalah politik dan 

administrasi pemerintahan. ltulah salah satu faktor penjelas mengapa para elit 

agama di tempat penelitian ini tidak banyak mengurusi dan tak tampak pula 

menduduki jabatan-jabatan yang bersinggungan dengan pemerintahan 

semacam LKMO. Juga, tidak begitu mengambil bagian dalam hal-hal yang 

bersifat teknis administratif semacam penyusunan rencana pembangun desa 

berikut realisasi dari rencana-rencana tersebut dan sebagainya. 

4.3.2. UU No. 5/1979: Adaptif dan Teknis Administratif 

Sagento resmi menjadi Kelurahan pada tahun 1981. Kepala Kelurahan 

pertama adalah Kepala Desa terakhir di Sagento, yakni Haji Muntarri. Muntarri 

menjadi Kepala Desa (Kades) Sagento sejak 1969-1981. Ketika Sagento 

berubah status menjadi Kelurahan, Muntarrilah yang diangkat sebagai Lurah 

pertama yang menjabat sejak 1981-1984. Jauh sebelurn menduduki jabatan 

Kades. Muntarri telah menjadi carik (Sekretaris Desa) sejak pertengahan 

1 950-an. Setelah berhenti beberapa tahun sebagai carik (Sekretaris Desa) 

untuk kemudian mengikuti pemilihan Kades 1969 dan menang dengan 
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menyisihkan sembilan caJon lainnya. 

Sebelum menjadi Kelurahan, Desa Sagento, sebagaimana desa-desa 

lainnya - khususnya di Jawa - bebas atau memiliki otonomi dalam mengatur 

rumah tangganya sendiri. Di desa ini juga terdapat lembaga kemasyarakatan yang 

bemama rembug desa. Selain itu, Desa Sagento juga menentukan sendiri 

kepala desanya melalui pemilihan langsung oleh warga masyarakat 

setempat. (Pemilihan kepala desa terakhir dilaksanakan pada tahun 1969. Jadi, 

kurang lebih sepuluh tahun sebelum berlakunya UU Nomor 5/1979). Akan 

tetapi, setelah berlakunya UU Nomor 5/1979, di desa ini kemudian dibentuk 

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menggantikan lembaga rembug desa. Juga, 

dibentuk pula Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). 

Pada saat Sagento berubah menjadi kelurahan pada tahun 1981, sesuai 

ketentuan UU Nomor 5/1979, tentu saja membawa beberapa perubahan yang 

cukup mendasar. Beberapa perubahan itu misalnya: I'erlama, kebebasan dan hak 

otonomi mengatur rumah tangganya sendiri menjadi hi lang, karena yang lebih 

menentukan adalah pemerintah (kelurahan); Kedua, LMD ditiadakan atau 

dilebur ke LKMD; Keli}!.a, Kepala Desa yang biasanya dipilih oleh warga 

masyarakat setempat, kini diangkat dan ditentukan sepenuhnya oleh 

pemerintah dan kemudian disebut Lurah) tanpa masyarakat sendiri dilibatkan. 

Kendati demikian, dalam proses peralihan atau per-ubahan status hukum 

tersebut temyata tidak menimbulkan gejolak apa-apa. Prosesnya berlangsung 

dengan sangat damai dan aman, tak ada protes dari kalangan-kalangan tertentu 
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dalam masyarakat Sagento. Tak ada yang menyatakan kebe-ratan atau tidak 

setuju. Muntarri, melukiskan proses per-ali han tersebut tak ubahnya seperti 

"pindah kantor" saja. Tak ada yang luar biasa, kata Muntarri. Dan, hal yang sama 

juga terlihat ketika pertama kali diberlakukannya UU Nomor 5/1979 di mana 

salah satu dampaknya adalah, lembaga rembug desa digeser (paling tidak dari 

segi nama, kepemimpinan dan proses di dalamnya) oleh LKMD. 

Masyarakat tempat penelitian pada umumnya memandang peralihan 

tersebut sebagai sesuatu yang biasa dan wajar saja. Masyarakat masyarakat 

setempat menilai bahwa tak ada sesuatu yang harus dipersoalkan. Babkan dari 

kalangan elit agama setempat pun tak terdengar desas-desus apa pun yang 

bemada fejoratif berkaitan dengan peralihan dan perubahan status Sagento 

dari Desa menjadi Kelurahan dengan berbagai konsekuensinya. Padahal, 

kalau sedikit menengok ke belakang, ketika Sagento masih berstatus sebagai 

Desa di mana setiap pemilihan Kades selalu muncul atau tampil beberapa orang 

calon yang bersaing satu sama lain mencari pengaruh dan pendukung dengan 

berbagai upaya agar bisa terpilih. Misalnya, pada pemilihan Kades peri ode 

terakhir tahun 1969, muncul 10 orang calon. Tiga di antaranya dari ABRI 

dan tujuh dari sipil. Muntarri (dari sipil), akhimya muncul sebagai pemenang 

dengan menyisihkan 9 cal on lainnya. Terpilihnya Muntarri adalah berkat atau 

lak terlepas dari dukungan kuat yang diberikan oleh kiai dan pemlmpm

pemimpin pondok pesantren di Sagento. Sedangkan calon-calon lainnya 

(termasuk yang dari ABRI) karena tidak mendapat dukungan dan restu para kiai 
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terpaksa harus menerima kenyataan "pahit" yakni tak mampu meraih suara 

yang cukup untuk bisa memenangkan pemilihan. 

ealon-calon yang tidak terpilih itu kemudian, agaknya, kurang bisa 

menerima kenyataan "pahit" tersebut. Karena itu, mereka pun melancarkan 

protes (atau membuat resolusi menurut bahasa tokoh-tokoh masyarakat 

setempat) ke Camat dan Bupati. Mereka meminta agar diadakan pemilihan 

uJang karena pemilihan sebelumnya dinilai tak sah, kurang jujur, terjadi 

manipulasi suara dan sebagainya. Mungkin karena protes tersebut oleh Camat 

dan Bupati dianggap "mengada-ada" dan kurang "realistis", akhimya tidak 

ditan8!,'lIpi dan kemudian sumt begitu saja lalu menghilang tanpa pemah 

bersinyal lagi. Menurut Muntarri dan beberapa kiai, mereka sebetulnya berani 

protes pada dasamya bukan karena kemauannya sendiri, tapi lebih karena 

didorong dan direkayasa oleh seorang bekas pejuang yang memang cukup 

disegani oleh kalangan-kalangan tertentu di Sagento sekaligus menempatkan 

dirinya sebagai pemuka masyarakat (tapi bukan kiai). Sang bekas pejuang ini 

dirasakan oleh para kiai sebagai orang yang selalu ingin merebut pengaruh dari 

masyarakat dan bahkan ada kecenderungan "bersebelahan" dengan para kiai dan 

pemimpin pondok pesantren. 

Benar tidaknya rekayasa tersebut, mungkin tak terlalu penting 

dipersoalkan lebih jauh. sebab yang jelas adalah tak satu pun dari kesembilan 

bekas calon kades tersebut yang kern bali bersuara atau menyatakan 

keberatannya pada saat Sagento berubah atau beralih status dari desa menjadi 
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kelurahan pada tahun 1981 itu. Bahkan , yang unik, seorang diantara bekas calon 

Kades yang ikut melakukan protes pada tahun 1969 itu justru dirangkul oleh 

Muntarri sebagai carik (sekretaris) sejak saat itu, dan pada saat Sagento menjadi 

Kelurahan pun dia tetap sebagai sekretaris sampai akhimya pensiun tahun 1989. 

Dengan demikian, di atas permukaan, rea1isasi UU Nomor 5/1979 di 

Sagento berjalan dengan baik dan lancar. Tak terlihat misalnya, kalangan

kalangan tertentu termasuk elit informal setempat menuntut konsesi (politik) 

tertentu sehubungan dcngan peralihan dan perubahan status hukum Sagento 

dari desa menjadi kelurahan yang memang membawa beberapa konsekuensi 

sosial dan politik tertentu bagi masyarakat setempat. 

Bahkan ada kesan, seperti ditunjukkan oleh pengalaman salah seorang 

Lurah yang menjabat cukup lama di Kelurahan setempat, bahwa masyarakat 

Sagento khususnya elit informal itu lebih suka desanya menjadi kelurahan 

daripada tetap berstatus sebagai desa. Sebab dengan demikian, masyarakat tak 

lagi dibebani oleh berbagai macam swadaya dan berbagai bentuk "dana 

partisipasi" yang ditarik oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pembangunan. Para elit informal atau pemuka masyarakat setempat, seperti para 

kiai dan pemimpin pondok pesantren, memahami bahwa dengan berubahnya 

status hukurn desa menjadi kelurahan maka urusan rurnah tangga kelurahan 

sepenuhnya menjadi tanggung juwab pemerintah. Khususnya, mcnyangkut 

biaya penyelenggaraan pembangunan (fisik). Pengalaman sang Lurah 

menunjukkan, memang para kiai, dalam membiayai pembangunan pondok 
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pesantren dan menjadikannya tetap bertahan dengan baik pada dasarnya lebih 

bergantung pada partisipasi dan dukungan (dana) masyarakat (baik masyarakat 

Sagento maupun luar Sagento). Sehingga pada saat Sagento menjadi 

Kelurahan mereka justru atau seolah-olah menyarnbut gembira, karena 

partisipasi dan sumbangan masyarakat diharapkan akan lebih mudah mengalir ke 

pondok-pondok pesantren. 

Mengapa demikian? Sebab, tak lagi harus "berbagi" dengan 

pemerintah setempat. Oalarn konteks sedemikian ini, pengalarnan sang Lurah 

juga menunjukkan, betapa sulitnya menggerakkan partisipasi dan swadaya 

masyarakat untuk kepentingan pembangunan khususnya pembangunan fisik 

di Sagento. Sementara, pada saat yang sarna dia pun juga me-nyaksikan betapa 

mudahnya para kiai memobilisir dana masyarakat. Oengan hanya menggelar 

sorban setiap selesai memberi ceramah, masyarakat pun ramai-ramai 

menyumbang. Ini belum tennasuk sumbangan yang diberikan langsung oleh 

masyarakat ketika mereka sowan ke kiai di pondoknya. 

Oi kalangan masyarakat Sagento sendiri, ada semacarn keyakinan 

bahwa menyumbangkan sesuatu ke kiai atau ke pondok pesantren jauh lebih 

berarti daripada kepada pemerintah (Kelurahan). Menyumbang untuk 

kepentingan pondok pesantren atau kepentingan da'wah dan si'ar agama yang 

dilakukan oleh para kiai merupakan bentuk dari arnal ibadah, dan karena itu pasti 

mendapat pahala dari Tuhan. Sedangkan memberi sumbangan untuk pemerintah 

(apa pun alasannya) belum jelas dipergunakan untuk apa dan siapa. Juga 
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pahalanya pun belum jelas pula. 

Karena itu, pengalaman empat Kepala Kelurahan di tempat penelitian 

merasakan betapa sulit menggerakkan swadaya masyarakat untuk 

kepentingan pelaksanaan pembangunan (fisik). Kalau pun mereka bersedia 

memberikan dana sesuai kemampuannya, hanya terbatas pada warga 

masyarakat yang kebetulan berada di radius terdekat dengan proyek pem

bangunan yang dilaksanakan dan hasilnya dapat dinikmati secara langsung 

oleh diri dan keluarganya. Misalnya, Pemerintab Kelurahan melaksanakan 

proyek perbaikan jalan, perbaikan saluran air di kampung, membangun 

jembatan dan sebagainya. Warga masyarakat yang bersedia membantu baik 

berupa dana maupun tenaga hanyalah mereka yang rumahnya berada di sekitar 

proyek itu saja. Sementara mereka yang jarak rumahnya tidak begitu dekat 

dengan lokasi proyek tersebut umumnya tak mau tahu dan bersedia 

membantu. Kendatipun mungkin mereka tabu bahwa biaya untuk proyek-proyek 

tertentu itu cukup besar. 

Pengalaman Kepala dan bekas Kepala Kelurahan Sagento menunjukkan, 

selama ini dana proyek-proyek pembangunan (fisik) lebih banyak dibiayai 

dengan dana subsidi dari pemerintab dan bantuan yang diminta dari para 

pedagang setempat khususnya para pemilik toko-toko besar yang umumnya 

keturunan Cina. 

Oi sisi lain, dalam konteks realisasi UU Nomor 5/1979, apa yang disebut 

LKMD temayata tidak berfungsi dengan baik. Pengalaman empat Kepala 
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Kelurahan, sejak Lurah per-tama hingga Lurah keempat yang menjabat saat ini, 

menun-jukkan bahwa LKMD dapat dikatakan tidak berfungsi sarna sekali 

kecuali sebatas pada saat pengurus dan anggotanya diundang rapat setahun 

sekali untuk membicarakan rencana-rencana pembangunan pada setiap awal 

lahun anggaran. Itu pun biasanya tak semua pengurus dan anggota yang 

diundang hadir. 

Secara ideal, orang-orang yang harus terlibat aktif sebagai pengurus dan 

anggota LKMD adalah tokoh-tokoh atau pemuka atau elit-elit utama masyarakat 

selempal. Kenyataan-nya, pengurus dan anggota LKMD Sagento, dalam 

sejarahnya tak seorang pun yang bisa dikategorikan sebagai lokoh atau pemuka 

alau elil utama masyarakat. Mereka menjadi pengurus dan anggota LKMD lebih 

dilenlukan oleh Lurah bersama Ketua-ketua RT dan RW setempal. 

Tidak lampilnya tokoh-tokoh, pemuka atau elit agama di tempat penelitian 

sebagai pengurus dan anggota LKMD bukan karena tidak ingin ditampilkan 

oleh elil fonnal fonnal setempat, tetapi memang para tokoh, pemuka atau elil 

agama setempat sendiri tidak pemah berkenan diminta duduk sebagai pengurus 

dan anggota LKMD. Dan, memang, kalau dirunut jauh ke belakang, pada masa 

kelika Sagento masih berstatus sebagai desa, para elit agama atau para kiai itu 

pun lak pemah punya sejarah sebagai anggota LMD danlatau menjadi pengurus 

LKMD' Bahkan ketika lembaga rembug desa masih ada dan bel urn digeser oleh 

LMD dan LKMD, jauh sebelwn munculnya UU Nomor 5/1979, para elit agama 

ilu pun hampir-hampir lak pemah terlibat dalam lembaga kemasyarakatan yang 
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bemama rembug desa, Menurut pengalaman Muntarri ; 

"beliau-beliau memang !wrang "punya waklu" untuk menghadiri 
perlemuan-perlemuan di lembaga rembug desa walaupun sering 
diundang, Mereka sudah terlalu .vibuk dengan uru.van-urusan di NlI 
alau mengurus pondok pesantren masing-musing. Urusan desa sudah 
dipercayakan kepada Kepala Desa dan aparat pemerinlah desa itu 
sendiri. Kila (Kepala Desa) yang sowan ke kiai ", 

Dari gambaran-gambaran di atas terlihat di satu sisi; Pertama, secara 

politik dan administratif pelaksanaan dan realisasi UU Nomor 5/1979 di 

kelurahan tempat penelitian berlangsung dengan baik dan tidak mendapat 

hambatan apa pun dari dalam masyarakat misalnya dari kalangan elit agama 

setempat. Kedua, masyarakat setempat pada umumnya memandang peralihan atau 

perubahan status desanya menjadi kelurahan sebagai kejadian yang biasa dan 

wajar saja serta tak ada sesuatu yang harus dipersoalkan, apalagi muncul 

slress slrain, Sungguh pun hal itu memiliki konsekuensi sosial politik tertentu 

bagi masyarakat setempat. Keliga, elit agama di tempat penelitian, seperti 

para kiai dan pemimpin pondok pesantren, tidak memandang perubahan 

tersebut sebagai sesuatu yang sangat prinsipil sifatnya. melainkan sebuah 

perkembangan wajar dan logis saja dari suatu sistem pemerintahan atau tak 

lebih dari pembaharuan sistem administrasi pemerintahan desa. 

Akan tetapi. di sisi lain. tampak pula: Pertama, program-program 

pemerintah kelurahan seperti proyek-proyek pembangunan, di tingkat 

realisasinya kurang mampu membangkitkan atau menggerakkan partisipasi 

dan swadaya masyarakat. Program-program Pemerintah Kelurahan dan 
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proyek-proyek pembangunan lebih merupakan tugas dan tanggung jawab 

pemerintah kelurahan serta biaya yang dibutuhkan pun lebih banyak berasa1 dari 

subsidi pemerintah. Sebaliknya, partisipasi masyarakat justru labih diberikan 

untuk pembangunan pondok-pondok pesantren dan kepentingan aktivitas si'ar 

agama yang dilaksanakan oleh para kiai. 

Kedua, "e1emen kemasyarakatan" dari pemerintah kelurahan semacam 

LKMD yang diharapkan menjadi wadah berhimpun dan keterlibatan aktiftokoh

tokoh atau pemuka-pemuka dalam masyarakat serta menjadi saluran efektif bagi 

berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat justru tidak pernah 

menjadi kenyataan. Sebab, selain yang tampil atau ditampilkan di LKMD 

bukanlah orang-orang yang tergolong tokoh, pemuka atau elit masyarakat, juga 

keberadaan lembaga tersebut ternyata tidak mengedepan sebagaimana yang 

di idealkan. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan UU Nomor 

5/1979 dan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan disikapi masyarakat lebih 

sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah itu sendiri, bukan tugas dan 

tanggung jawab masyarakat. Karena itu, LKMD yang dibentuk pemerintah 

kelurahan misalnya, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Keberadaan LKMD 

di tempat penelitian tampak jelas sebagai sebuah lembaga yang kalah pamor 

dengan lembaga-Iembaga kemasyarakatan setempat seperti NU, pesantren

pesantren, persekolahan, organisasi Muslimat, Fatayat, Pemuda Anshor, 

majelis-majelis la'lim dan lain sebagainya. 
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Begitu pula dengan program dan proyek-proyek pembangunan 

(fisik) seperti: memperbaiki saluran air di kampung. membangun gapuro dan 

sebagainya, lebih dipandang sebagai pekeljaan pemerintah. Masyarakat sendiri 

memandang dan memposisikan diri sebagai berada "di luar" urusan itu sehingga 

tak perlu "ikut pusing" memikirkannya dan menceburkan diri ke sana. Dalam 

hubungan ini. seorang kiai melukiskan; 

"urusan membangun jembatan, perbailean jalan dan saluran air, 
membangun gapuro dan berbagai aklivilas pembangunan fisik lainnya 
adalah lebih sebagai urusan kelurahan. Apa gunanya jadi kelurahan, 
/anjUl sang kiai, lea/au pekerjaan macam itu tak mampu di/aksanalean 
dengan baik tanpa harus menyusahlean masyaraleat. Kila paling hehal 
hanya bisa membantu, tapi tanggungjawab utama ada pada merelea ". 

Juga, keberadaan pemerintah kelurahan dipandang oleh masyarakat 

sebagai pelayan masyarakat, di samping sebagai pemerintah itu sendiri. 

Dalam kenyataannya, aparat Kelurahan, termasuk Kepala Kelurahan, pada 

dasamya tak lebih sekedar "tata usaha" yang hanya melaksanakan tugas-tugas 

rutin seperti surat-menyurat dalam urusan jual beli tanah, urusan KTP, Kartu 

Keluarga, menarik pajak dan semacamnya. Sementara hal-hal yang lebih 

mendasar dan strategis dalam kehidupan kemasyarakatan tak mampu disentuh 

dan dilaksanakan oleh Kelurahan setempat. 

Kondisi sedemikian mengisyaratkan, kehadiran dan pelaksanaan UU 

Nomor 5/1979 terasa sangat "kering" karena kehi1angan dimensi sosial 

kemasyarakatannya yang mendasar dan strategis. Karena itu, dalam realitasnya, 

UU tersebut dapat dikatakan kehilangan semangat. Sebab apa yang 
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diideaJkannya justru tidak pemah menjadi kenyataan dan bahkan 

menempatkan lembaga Pemerintah Kelurahan sebagai bukan "bagian" atau 

"milik" dari masyarakat bersangkutan. Sementara masyarakat setempat pun 

memandangnya sebagai pemerintah dan atau negara itu sendiri semata-mata. 

Jadi, seolah-olah "bersebelahan" satu sarna lain yang tak ada titik 

perjumpaannya yang bersifat substansial, kecuali dalam soal-soal yang sangat 

teknis administratif. 
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BABS 

PEMBAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN 

5.1. TEMUAN-TEMUAN PENELITlAN: SEBUAH PEMBAHASAN 

Deskripsi dan uraian-uraian berikut ini pertama-tama berupaya 

memaparkan temuan-temuan pokok penelitian dengan menampilkan proposisi-

proposisi penelitian. Proposisi-proposisi yang dimaksud kemudian dicoba 

dibahas dan didiskusikan dengan teori dan/atau temuan penelitian-penelitian 

\ainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penelitian ini. Dengan 

demikian sekaligus juga dicoba di posisikan di tengah-tengah penelitian sosial 

yang (pemah) ada, khususnya yang berbicara seputar peran elit dalam 

masyarakat. Pada bagian akhir dari Bab 101 mencoba dan berusaha 

mengkonstruksikan suatu teori substantif yang bisa menjelaskan danlatau 

memahami fenomena-fenomena yang mengedepan dalam tataran empirik situs 

penelitian. 

Pertama: Status dan Peran Elit Agama sebagai Fenomena Kultural 
Masyarakat sedang Berubah yang Re/iglus. 

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab 4 di muka, elit agama di tempat 

penelitian muncul sebagai sosok yang sangat dihormarti serta menjadi anutan 

masyarakat setempat. Penghormatan terhadap kiai dan dijadikannya sebagai 

anutan, tidak saja dalam soal-soal keagamaan, melainkan juga dalam masalah-
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masalah sosial-kemasyarakatan. Meskipun demikian, dalam konteks 

pemerintahan kelurahan, elit agama tersebut justru tidak terIibat dan dilibatkan 

dalam lembaga-Iembaga fonnal semacam LKMD. Padahal, secara ideal, sesuai 

tuntutan UU Nomor 511979, di mana kapasitas ketokohan seseorang seharusnya 

mereka (elit agama) itu menjadi bagian dari LKMD. Tetapi di tempat 

penelitian hal ini tidak terjadi. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua 

faktor penjelas: pertama, dalam sejarahnya, di tempat penelitian, mereka 

memang tak pemah mau terlibat dalam lembaga birokrasi dan urusan

urusan pemerintahan secara langsung; kedua, ada semacam rasa sungkan 

yang dalam di kalangan aparat pemerintah (kelurahan) setempat 

melibatkan para kiai dalam lembaga "kecil dan tak bergengsi" seperti LKMD. 

Aparat-aparat pemerintah sendiri turut merasakan betapa kiai itu menjadi "suhu" 

masyarakat serta memiliki pengaruh tidak saja di Sagento tetapi juga jauh 

melampui batas desanya. Ini sekaligus sebuah isyarat dan pengakuan dari 

aparat pemerintah (kelurahan) bahwa LKMD itu sesungguhnya terlalu kecil 

untuk seorang kiai. 

Karena itu, yang terjadi adalah kalangan pemerintah sendirilah yang 

s(}wan meminta restu dan petunjuk kepada para kiai. Kenyataan ini justru 

semakin memperkuat posisi dan pengaruh para kiai. Apalagi, lembaga

lembaga kemasyarakatan semacam kelompok-kelompok lahti/an, iSlighosah. 

serna 'an al Qur'an. diba'an, mejelis-majelis la'lim, pengajian umum, 

organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, semuanya berada dalam "wilayah 
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kekuasaan" dan pembinaan para kiai. 

Oalam konteks realisasi UU Nomor 5/1979, keberadaan para kiai 

menjadi sebuah fenomena yang menarik. Kiai, elit agama, yang di mata 

masyarakat didudukkan sebagai pemimpin umat, memiliki peran sosial yang 

unik. Perlama, mereka merasa bahwa pemberlakuan UU itu berikut perubahan 

status desa Sagento menjadi keluarahan tidak banyak berkaitan dengan 

eksistensi, urusan dan aktivitasnya sebagai kiai dan pemimpin umat. Juga, 

diyakininya tidak akan mempengaruhi "wilayah kekuasaanya", yang memang 

lebih menyentuh relung kehidupan sosial keagamaan di dalam masyarakat. 

Kedua, hal itu bahkan dianggapnya sebagai sebuah isyarat yang justru dapat 

memperingankan beban masyarakat yang selama ini sudah terlalu dibebani 

dengan berbagai tarikan dana dan aneka macam wujud "partisipasi" materiil 

untuk kepentingan pembangunan (fisik) dan aktivitas-aktivitas yang 

diselenggarakan pemerintah lainnya. 

Oengan dan dalam peran sosial sedemikian itu, para kiai memang tidak 

pemah menjadi penghambat dalam realisasi UU Nomor 5/1979 itu, tapi juga tak 

pemah ikut cawe-cawe dan memberikan perhatian khusus terhadap urusan

urusan pemerintahan. Kecuali: perlama, jika pejabat pemerintah (kelurahan 

maupun kecamatan) dinilai berperilaku yang tidak pada tempatnya atau 

dianggap tidak pantas; kedua, jika terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah 

setempat yang dinilainya mengganggu dan mengusik harmoni masyarakat 

danlatau bertentangan dengan agama, etika dan moral; ketiga, jika pemerintah 
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melakukan intervensi ke "wilayah 

Pada titik ini, menjadi jelas bahwa komunitas kiai dalam masyarakat 

Sagento - tempat penelitian -- masih sangat dipatuhi serta menjadi institusi dan 

pemberi legetimasi terakhir, tennasuk bagi pejabat pemerintah, di dalam 

menentukan pilihan-pilihan baik menyangkut soal syari'at agama maupun 

masa1ah-masa1ah sosial-kemasyarakatan dan pembangunan. Karena itu, kiai 

adalah figur panutan yang sebenamya tak tergeserkan meskipun struktur 

kepemimpinanan ronnal (birokrasi desalkelurahan) telah direkayasa begitu rupa 

oleh negara serta masyarakat yang melingkunginya pun tergolong maju dan 

moderen, sebagaimana digambarkan di muka. 

Kenyataan tersebut, agaknya berbeda dengan temuan Usman (1990), 

pada tiga desa santri di Jawa Timur, yang mengintrodusir bahwa peran elit 

agama terpental dari gelanggang pembangunan dan proses pengambilan 

keputusan akibat dominasi elit pamong desa setelah munculnya rasionalisasi 

pemerintahan desa. Dan karena itu elit pamong desa menjadi pusat segala 

persoalan dan serba menentukan dalam masyarakat, meskipun itu di desa santri. 

Perbedaan ini sangat mungkin terjadi karena latar dan konteks masyarakat 

antarta yang diteliti Usman dengan penelitian berbeda. Usman lebih melihat pada 

tataran masyarakat desa, sedangkan penelitian ini pada masyarakat kelurahan 

yang sangat boleh jadi dalam beberapa hal lebih maju dan moderen dari kondisi 

masyarakat desa yang diteliti Usman. Elit agama di dalam masyarakat di mana 
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penelitian ini berlangsung yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, penguasaan 

dan akses inforrnasinya lebih banyak dan sebagainya sehingga sangat 

memungkinkan mereka bersikap kritis terhadap negara (dalam hal ini pemerintah 

kelurahan). Kemudian kalau dicerrnati dan diletakkan dalam tataran sosio

kultural yang lebih substansial sifatnya, misalnya: bagaimana anggota-anggota 

masyarakat harus berperilaku dan bersikap sebagai seorang muslim; keputusan 

masyarakat yang memandang lebih utama menyumbangkan sesuatu kepada 

pesantren daripada kepada pemerintah (kelurahan), dan sebagainya, maka di 

sana tampak betapa yang namanya elit agama atau kiai memiliki status penting 

dan pengaruh jauh di atas elit pamong desa. 

Fenomena yang disebut terakhir ini temyata juga diisyaratkan dalam 

penelitian Bouwsma (1988) di sebuah desa Madura. Dari penelitiannya seputar 

perjalanan historis tampilnya kepala desa (klcbun) dari boneka menjadi 

penguasa, Bouwsma sampai pada kesimpulan bahwa kepala desa sebagai 

pemimpin resmi tidak memiliki status sosial dan wewenang moral di mata 

rakyatnya. Karena itu, kepala desa mengalami banyak kesulitan, khususnya 

dalam menghubungkan kepentingan politik pusat dengan rakyat desa. 

Sebaliknya, pemimpin-pemimpin tradisional yang diyakini rakyat sebagai 

keturunan nenek moyang pendiri desa mereka justru sangat dipatuhi. 

Kekuasaan pemimpin tradisional itu didasarkan pada hubungan ritual dengan 

tanah air yang mereka pelihara. Pemimpin tradisional mempunyai kedudukan 

dalam sistem religius yang disahkan oleh pengakuan mereka akan adanya 
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hubungan langsung dengan para pendiri desa mereka. Pemimpin tradisional itu 

benar-benar memiliki kekuasaan moral di depan rakyatnya. Bahkan dapat 

memainkan peran yang penting dalam menentukan kepala desa, sekaligus 

mampu membatasi wewenangnya. 

Berkaitan dengan posisi seorang kepala desa di era Orde Baru, 

penelitian Nordholt (1987) menunjukkan bahwa kepala desa sebenarnya berada 

dalam posisi yang diIematis. Oi satu sisi, dia dipilih oleh penduduk desa, dan 

karena itu harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan penduduk desa 

tersebut. Oi sisi lain, dia harus memandang dirinya seolah-olah pegawai 

pemerintah pusat sekaligus merupakan "pintu masuk" segala keinginan dan 

kegiatan pemerintah, karena dia ditempatkan sebagai "penguasa tunggal" di 

desa dan sekaligus wakil tunggal seluruh penduduk yang harus mengutarnakan 

kepentingan politik pemerintah pusat. Padahal, antara kepentingan penduduk 

desa dan pemerintah pusat acapkali tidak sejalan. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Buntoro (1988) mengenal 

pelJalanan Tolo di Sulawesi Selatan, yang berubah dari kerajaan menjadi desa 

dan dari desa menjadi kelurahan, juga mengisyaratkan betapa tak goyahnya peran 

elit formal di tengah masyarakat. Oleh pemerintah Hindia Belanda, kerajaan 

Talo diubah menjadi desa sehingga yang memimpin tidak lagi disebut kurueng 

(raja) tetapi kepala desa. Di era kemerdekaan, pemerintah Orde Baru mengubah 

Iagi status desa tersebut menjadi kelurahan sehingga berlaku pula atasnya 

ketentuan baru sesuai dengan UU Nomor 5/19979. Yang menarik dari penelitian 
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Buntoro ini adalah bahwa orang-orang yang tampil memimpin desa (elit 

formal) sejak kerajaan hingga kelurahan tetap dari keturunan karaeng 

(bangsawan). Keturunan bangsawan, oleh Buntoro disebut sebagai elit 

tradisional yang tetap mampu dan tampil sebagai pemimpin pemerintahan, 

karena selain tak mampu ditandingi oleh kelompok elit lainnya (elit agama dan 

elit baru), juga karena keberhasilannya menguasai berbagai segi kehidupan 

masyarakat, termasuk segi keagamaan, sejak dahulu. Karena itu, elit lainnya 

dan masyarakat setempat umumnya mau tidak mau harus ikut melebur dalam 

situasi sosial desa yang berorientasi pada tradisi yang mempertahankan 

hubungan sosial mengikuti pola lama. Hal ini justru mendukung peran dan 

pengaruh elit tradisional. 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, apa yang disebut kiai, atau 

elit agama, dalam kategori sosial sesungguhnya sama dengan "pewaris nenek 

rnoyang pendiri desa" (dalam penelitian Bouwsma) dan "elit tradisional" 

(dalam penelitian Buntoro). Dengan demikian, ketiganya, dalam konteks 

sosialnya masing-rnasing, memiliki status, peran dan pengaruh yang relatif 

sarna. Artinya, tetap dipandang dan di tempatkan oleh masyarakat sebagai 

pernirnpin rnereka, sebagai figur anutan yang sangat dihormati dan dipatuhi. 

Kharisrna dan kewibawaan elit tersebut selalu rnemancar dan tertanam kuat 

dalam relung kehidupan masyarakat sekalipun gelombang perubahan tcrus 

rnenerpa. Dengan dernikian, juga berarti bahwa peran dan pengaruhnya pada 

dasamya tak tergeserkan oleh kehadiran elit-elit baru semacam pejabat 
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pemerintah, misalnya. Ketidaktergeseran ini terutarna dalam konteks sosial 

kultura1. Kiai, dalam hubungan ini, tarnpil menjadi simbol sosial dan kultural 

dalam masyarakat. Ditempatkannya mereka oleh masyarakat sebagai tokoh 

anutan kharismatik yang sangat dipatuhi dan selalu menjadi cermin dalam 

berperilaku menunjukkan bahwa elit agama atau kiai dapat dikatakan sebagai 

fenomana kultura1 dalam masyarakat di tempat penelitian. 

Hal ini berkaitan dengan peran keulamaan seorang kiai dalam masyarakat. 

Dalam konteks ini, penelitian Horikoshi (1987), menunjukkan, orang desa 

memandang ulama sebagai pembimbing spiritual, moral serta keagamaan dan 

pimpinan yang melindungi dari ancaman-ancaman yang mengacaukan dari dunia 

luar. Menurut Horikhosi, dengan keutarnaan latihan tradisional mereka, ulama 

lebih unggul dari orang desa dalam pengetahuan agama, moral dan kekuatan 

spiritual, dalam kemampuan sosial kebijakan, dalam pengaruh dan kekuasaan, 

juga dalam kemampuan ekonomi, dan akhimya dalam ibadah kepada Tuhan. 

Orang-orang desa sebaliknya, berada dalam sasaran penerimaan dari 

kesinambungan. Keistimewaan moral ulama yang abadi, hubungan kepercayaan 

dengan anggota masyarakat, dan paternalismenya kemudian dikembalikan dengan 

posisi sosial ulama. 

Kedua: EUt Agama sebaga; Agen Moral dan Kultural d; dalam Masyarakat 

Elit-elit informal lain di luar komunitas elit agama atau para kiai seperti 

elit ekonomi, elit pemuda dan eli! wanita meskipun tetap memainkan peran 
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penting dalam kelompoknya masing-masing di masyarakat setempat, namun 

elit-elit ini tetap menempatkan elit agama atau para kiai sebagai "suhu" dan 

pemimpin mereka. Oengan kata lain, bagaimana seharusnya memimpin dan 

membina kelompok masing-masing dari mereka senantiasa bertanya kepada para 

kiai dan sekaligus menempatkannya sebagai rujukan yang selalu 

dikedepankan. Sedangkan elit formal (birokrasi), kendati memang tidak 

dikesampingkan, lebih ditempatkan dan dihormati dalam konteks formal 

dalam konteks hubungan pemerintah dan masyarakat. Misalnya dalam hal 

kelengkapan administratif suatu urusan atau kepentingan sebagai warga negara. 

Juga sebagai pemberi legalisasi formal dalam berbagai aktifitas 

kemasyarakatan yang diselenggarakan, misalnya sebagai pemberi izin 

menggelarkan acara-acara pengajian akbar, festival hadrah, festival anak muslim 

dan sebagainya. 

Oalam masyarakat setempat 18k satu pun organisasi kemasyarakatan 

baik di kalangan pemuda maupun wanita yang tidak memandang dan 

menempatkan kiai sebagai penasehat, pembina dan bahkan pelindung mereka. 

Hal ini terlihat dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan setempat 

seperti Fatayat, Pemuda Anshor, lkatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), lkatan 

Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan Muslimat, semua menempatkan para 

kiai sebagai pelindung dan penasehat. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan 

formal milik Ma'arif dari tingkat Ibtidaiyah (SO) sampai Aliyah (SMA). Oan bisa 

dipastikan sebuah acara apa pun yang hendak dilakukan oleh kelompok eli! 
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infonnal lainnya di luar komunitas kiai, melalui organisasi-organisasi sosial

kemasyarakatan seperti disebutkan di atas, tidak akan berJangsung tanpa restu 

kiai atau tanpa sepengatahuan kiai. Ini berarti kiai merupakan pusat kekuasaan 

dan kewibawaan moral dan lruItura1 dalam masyarakat setempat. 

Melalui lembaga-Iembaga pendidikan pesantren sebagai simbol utama 

ketokohan seorang kiai dalam masyarakat tempat penelitian, kiai menyatakan 

dirinya sebagai agen moral sekaligus lruItural. Sebagai agen moral, kiai adalah 

guru sekaligus tempat bertanya yang dianggap paling punya otoritas mengenai 

masa1ah-masa1ah agarna, etika dan moral oleh masyarakat setempat. Sehingga apa 

yang dikatakan dan diajarkan kiai menjadi pegangan dalam kehidupan beragama 

serta dalam memilih mana yang baik dan mana pula yang buruk. Sedangkan 

sebagai agen kultura1, kiai adalah anutan dan pusat keteladan dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari sebagai manusia dan anggota masyarakat yang beradab. 

Berkaitan dengan ini, Wahid (1985), umpanya, melihat dunia pesantren dengan 

pola hidupnya yang unik, ia mampu bertahan selama berabad-abad untuk 

mepergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu, dalam jangka panjang 

pesantren berada dalam kedudukan kulturil yang relatif lebih kuat daripada 

masyarakat di sekitamya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan 

pesantren untuk melakukan transfonnasi total dalam sikap hidup masyarakat 

sekitamya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya. 

Sebuah contoh kasus ditunjukkan dengan baik oleh Wahid, yakni 

tentang pesantren Tebu Ireng. Ia mencatat, masyarakat pedusunan di tempat itu 
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pada mulanya adalah sebuah masyarakat serba keduniawian (mundaan) yang 

didukung oleh kehidupan yang relatif makmur dengan adanya sebuah pabrik 

gula di salah satu pedukuhan desa itu. Sikap hidup masyarakat Jawa lama, yang 

berorientasi pada harmoni dengan sang pencipta dalam suatu kehidupan yang 

serba keagamaan, bersinggungan dengan ekses-ekses dari kehidupan ekonomi 

liberal yang mendukung eksisintensi pabrik gula itu. Proses akulturasi hasil 

perbenturan ini menciptakan masyarakat yang secara budaya berwatak rawan: 

hilangnya rasa aman perorangan dari gangguan "jago-jago" dan meluasnya 

relativitas moral. 8erdirinya sebuah pesantren di tempat itu, pada mulanya 

memperoleh tantangan keras dari masyarakat, tetapi lambat laun masyarakat 

itu mengalami transformasi menjadi sebuah pola kehidupan yang baru, di mana 

nilai kehidupan beragama kembali mendapatkan tempat yang dominan. 

Transformasi pola kehidupan masyarakat itu menjadi bersamaan dengan dan 

menjadi sarana bagi perkembangan pesantren Tebu [reng sendiri, hingga 

akhimya pesantren itu memiliki kedudukan kulturil yang relatif lebih kuat 

dibandingkan dengan unsur lain dalam masyarakat. 

Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, Dawam Rahardjo 

(1985), melihat bahwa relevansi pesantren dengan persoalan masyarakat 

Indonesia waktu ini - di samping alasan-alasan keagamaan - juga karena 

berbagai alasan di luar generasi orangtua santri melihat pondok pesantren 

sebagai suatu lembaga pedesaan yang kenyataannya beljumlah banyak serta 

luas pengaruhnya. Nilai-nilai keagamaan seperti ukhwah (persaudaraan), 
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la'awun (tolong-menolong atau koperasi), illihad (persatuan), thalabul 'ilmi 

(menuntut ilmu), ikhlas (ihlas), jihad (beljuang), tha '01 (patuh kepada Tuhan, 

Rasul, ulama atau kiai sebagai pewaris Nabi, dan kepada mereka yang diakui 

sebagai pemimpin), dan berbagai nilai yang secara eksplisit tertulis sebagai 

ajaran Islam, ikut mendukung esensi pondok. 

Selanjutoya Rahardjo menyebutkan, masyarakat Indonesia yang umumnya 

beragama Islam, lebih-Iebih di daerah pedesaan yang religius, nampaknya 

membutuhkan kepemimpinan rohaniyah. Ini dipenuhi oleh lembaga 

pesantren yang merupakan pusat kegiatan spirituil. Kepemimpinan rohaniyah 

dibutuhkan dalam masyarakat pertanian untuk menjaga keharmonisan yang 

selalu didambakan di lingkungan ini. Mereka membutuhkan pemimpin kepada 

siapa mereka patuh, meminta nasihat dan pertimbangan, meminta 

keputusan mengenai masalah yang mereka perselisihkan dan kepada siapa mereka 

melemparkan tanya dan melimpahkan hormat. Dalam hal itulah, kiai yang 

memiliki ilmu agama mampu berfungsi sebagai pemimpin. Seorang kiai yang 

mempunyai santri atau murid tetap, apalagi didatangi orang dari tempat yang 

jauh-jauh, sudah pasti akan bisa memupuk wibawa, malahan semacam lembaga 

kekuasaan tidak resmi. 

Pene1itian Kurasawa (1993) dalam perspektif sejarah, mengintrodusir 

beberapa jenis alim ulama. Salah satu di antaranya adalah yang mengajar di 

pesantren, yang lebih besar dan melembaga. Inilah yang disebut kiai. Menurut 

Kurasawa, dalam beberapa kasus, di mana pengajaran Islam bercampur dengan 
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kepercayaan dan kebiasaan setempat, dipercayai bahwa seorang idai memiliki 

semacam kekuatan magis. Mereka dianggap memperoleh wahyu dan jimat, 

dan mampu memberikan dorongan tertentu kepada seseorang yang menyandang 

kedudukan penting. Dalam kasus-kasus tersebut mereka diharapkan memainkan 

peran sebagai dukun. 

Akan tetapi, di sisi lain Kurasawa juga mengakui, terlepas dari apakah 

pengajaran Islam mumi atau bercampur dengan kepercayaan setempat, 

kebanyakan kiai memainkan peran penting di masyarakat pedesaan sebagai 

pemimpin spiritual, dan mereka menikmati kehormatan yang luar biasa dari 

rakyat. Sewaktu zaman Belancla, sering terjadi alim ulama atau para kiai 

memimpin gerakan anti penjajahan, sehingga mereka ditakuti dan dihindari 

oleh pemerintah kolonial. Dengan menyadari posisi dan peran alim ulama atau 

para kiai sedemikain itu sehingga ketika zaman pendudukan Jepang, pemerintah 

militer Jepang menunjukkan sikap yang bersahabat terhadap para alim ulama 

atau kiai dan berusaha menggalang kerja sama dengan mereka yang semata-mata 

demi kepentingan politik pemerintah pendudukan Jepang. 

Tak jauh berbeda dengan Kurasawa, penelitian Horikoshi (1987) yang 

mencoba membedakan antara kiai dengan ulama. Menurut Horikoshi, kiai 

dibedakan dari ulama lantaran pengaruh kharismanya yang luas. Dalam 

konteks ini, kiai dipercayai memiliki keunggulan baik secara moral maupun 

sebagai seorang a1im. Pengaruh kiai diperhitungkan baik oleh pejabat-pejabat 

nasional maupun oleh masyarakat umum jauh lebih berarti dari ulama desa. 
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Selanjutnya Horikoshi menyebutkan, kiai mengasumsikan adanya 

kepemimpinan moral dan spiritual yang berskala besar sebagai ulama dan 

muballigh yang tak terikat oleh struktur desa Islam yang normatif. Mereka 

bukan tokoh pengambil keputusan dari desa-desa Islam, juga tidak mengambil 

peran sebagai sesepuh berkat keunggulan keturunan. Pengaruh kiai tidak 

tergantung pada loyalitas komunitas terbatas yang didorong oleh perasaan 

hutang budi orang-orang desa atas jasa-jasanya, dan juga kedudukan mereka 

tidak pula tergan-tung pada dukungan keluarga mereka. Pengaruh mereka 

sepenuhnya ditentukan oleh kualitas kekarismaan mereka. Seorang yang 

karismatik adalah seorang yang tegar. Perilakunya yang tak lazim itu tak 

akan menjadi sasaran sangsi sosial, karena keyakinannya yang kuat kepada 

tujuan yang lebih tinggi yang juga secara bersama-sama dicitakan oleh 

masyarakat. 

Betapa pengaruh seorang kiai dalam masyarakat baik di wilayah 

peTkotaan maupun di kampung-kampung pinggiran kota besar atau kecil, 

Hirokoshi melukiskan pribadi seorang kiai sebagai pribadi yang dinamis dan 

memiliki kharisma luaT biasa sebagai suatu manifestasi dari kemampuan-

kemampuan individual yang kharismatik. Kharisma lebih merupakan sesuatu 

yang diusahakan, dipraktekkan dan dicobakan bertahun-tahun dalam 

pergaulan dengan teman sejawat, kerabat dan para kenalan daripada yang 

dimaksudkan untuk dimiliki dipertahankan. 
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Oalam kenyataan sedemikian ituJah, di tempat penelitian ini 

berlangsung, di mana elit agarna atau para kiai menampilkan diri sebagai 

pemimpin umat yang tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan formal 

administrasi pemerintahan setempat. Kalau hadimya UU Nomor 5/1979 dapat 

dikatakan sebagai sebuah pembaharuan sistem administrasi pemerintahan desa 

dengan berbagai konsekuensinya, hal ini temyata tidak menimbulkan strees

strain atau ketegangan-ketegangan dalam masyarakat setempat. Oi satu sisi, elit 

formal (birokrasi pemerintahan) menerapkan prinsip-prinsip administrasi 

cenderung menyesuaikan diri atau melakukan kompromi dengan arus utama 

masyarakat. Oi sisi lain, elit agama atau para kiai tidak merasa terusik dalam 

memerankan diri sebagai pemimpin umat sekaligus simbol moral dan kultural 

yang tetap penuh pesona serta memancarkan kharisma bagi masyarakat setempat. 

Sedangkan elit agama, kiai, dikatakan sebagai kuItural dalam masyarakat 

tempat penelitian, berangkat dari bahwa kiai merupakan "kiblat" dan contoh 

keteladanan bagi masyarakat dalam berperilaku. Oengan kata lain, kiai menjadi 

!igur yang senantiasa diacu tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, 

berqkhlaq mulia, bermoral tinggi, memperlakukan orang dan dan sebagainya. 

Kenyataan demikian, sejalan dengan hasil kajian Qoyim (1993: 26) 

tentang peran ulama (Qoyim mengidentikkan pengertian ulama dengan kiai, RS) 

di Indonesia pada akhir abad XIX dan awal abad XX, yang menyebutkan, secara 

sosiologis ulama menempati posisi yang penting dalam masyarakat. Mereka 

menjadi pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam atau penganut Islam. 
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Itulah sebabnya ulama Iebih sering menampilkan diri sebagai ftgur yang 

menentukan dalam pergumulan urnat Islam di panggung sejarah, berhubungan 

dengan masalah pemerintahan, politik, sosial, kuItural, dan pendidikan. Bahkan 

boleh dikatakan dengan masalah modernisasi. 

Ketiga: Kehadiran KiaVElit AgamaTertentu yang Kapas/tas dan Derajat 
Pengaruhnya Jau/, Melampaui Batas Geografls Lokal Dapat 
Mengangkat Ketokohan dan Kharlsma Kiai lainnya Sekaligus 
Memperkllat Status Mereka Baik di Mata Elit Formal maupun di 
Hadapan Masyarakat 

Sebagiamana telah diketengahkan di muka bahwa di kalangan komunitas 

kiai di tempat penelitian, muncul dan mengedepan beberapa di antara mereka 

yang derajat pengaruhnya jauh melampaui batas geografts lokal setempat. 

Misainya sampai ke kawasan wilayah kabupaten bahkan di tingkat nasiona!. Hal 

ini pada gilirannya justru dapat mengangkat ketokohan dan turut mempersubur 

kharisma kiai-kiai lainnya yang sebetulnya derajat pengaruhnya hanya di tingkat 

lokal. Terangkatnya derajat ketokohan dan suburnya kharisma kiai-kiai lokal ini 

tidak saja di mata warga masyarakat melainkan juga di mata kalangan elit formal 

(birokrasi pemerintahan) setempat. Artinya, kewibawaan para kiai, elit agama, 

semakin berada posisi yang tinggi -- menurut pandangan masyarakat dan elit 

formal tingkat lokal -- tidak semata-mata karena sudah terekonstruksi sejak awal 

dalam masyarakat setempat, melainkan juga diperkuat oleh popularitas dan 

kemunculan sebagian di antara kiai setempat sampai kawasan yang lebih luas. 

Dengan demikian, kenyataan ini, pada gilirannya semakin mempertegas betapa 
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kiai sangat dihonnati, ditunduki serta di posisikan sebagai figur anutan dan pusat 

keteladanan yang tak tertandingi oleh figur lainnya dalam masyarakat setempat. 

Dalam hubungan ini, tradisi sowan ke kiai baik yang dilakukan oleh 

warga masyarakat maupun oleh elit fonnal setempat, di samping seiring dengan 

masaIah yang dihadapi serta sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing

masing, namun di sisi lain biasanyajuga berurutan sesuai dengan derajat kharisma 

kekiaian menurut pandangan masyarakat. Maksudnya, yang di sowani terlebih 

dahulu biasanya itulah yang paling utama. Sementara itu, tradisi sowan kepada 

para kiai yang dilakukan oleh elit fonnal, juga mengikuti alur masalah, tujuan dan 

lingkup kepentingan lingkungan tertentu. Misalnya, proyek pembangunan 

sebuah gapuro atau perbaikan jalan akan dilaksanakan di wilayah RTIRW 

tertentu, maka kiai yang disowani, yang diajak konsultasi serta dimintai restu, 

biasanya hanyalah kiai yang tempat tinggal atau pondok pesantrennya berada di 

lingkungan tersebut. Sebaliknya, jika kebijakan dan proyek pembangunan yang 

akan dilaksanakan menyangkut seluruh wilayah desalkelurahan, maka kiai yang 

paling diutamakan dimintai pendapat, disowani dan dimintai restu adalah yang 

menurutnya paling berpengaruh di antara kiai-kiai lainnya di dalam masyarakat 

setempat. Dengan demikian, jika sang kiai utama itu setuju atau memberi restu, 

maka yang lainnyapun dianggap tidak berkeberatan. Dalam kenyataan, memang 

begitulah adanya. Dan seandainya, kiai yang dimintai restu itu agak keberatan, 

maka kebijakan dan proyek pembangunan itu pun akan dibatalkan atau paling 

tidak ditunda. Hal ini, menunjukkan betapa yang orang yang berstatus kiai dalam 
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masyarakat setempat masih berpengaruh serta memiliki otoritas baik di mata 

masyarakat maupun elit fonnal setempat. Ini berarti bahwa keberadaan kiai dalam 

masyarakat lokal setempat sesungguhnya tidak pemah mengalami pergeseran 

status dan peran, terutama dalam konteks atau tataran sosial dan kultural. Artinya, 

sudah sejak dulu para kiai setempat berada dalam posisi dan peran sedemikian. 

Jadi, lebih pada peran moral dan sosial-kultural, serta pada tingkat tertentu juga 

membawa konsekuensi dalam persoalan-persoalan politik dan pengambilan 

keputusan di kalangan elit fonnal. 

Berkaitan dengan itu, penelitian Horikoshi (1987) menunjukkan, ketika 

kepribadian baik, jujur dan pemurah diperlukan sebagai persyaratan bagi semua 

kepemimpinan di Indonesia, sifat-sifat tersebut telah terlihat dan tercennin pada 

sikap dan pandangan kiai. Sosok kharismatik mengartikulasikan nilai-nilai yang 

hidup di masyarakat kepada dunia luar dan dia menjadi simbol masyarakat. 

Sosok kharismatik seperti itu harus secara konsekuen menghadirkan dirinya di 

hadapan masyarakat dengan sifat-sifat yang secara luas dihargai oleh khalayak 

umum, memihak banyak orang untuk datang, memikat banyak pengikut untuk 

tujuan-tujuan bersama. 

Sementara hasil penelitian Dhofier (1984) menyebutkan, para kiai dengan 

kelebihan pengetahuannya dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang 

senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan 

demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama 

oleh kebanyakan orang awam. DaIam beberapa hal, mereka menunjukkan 
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kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol 

kealiman yaitu kopiah dan surban. 

Keempat: Elit Agama, Pendukung Paslf tapl Disegani da/am Pembaltaruan 
Slstem Admlnistrasl Pemerlntahan Dua 

Dalam kedudukan diri sebagai agen moral dan kultural dalam 

masyarakat setempat, elit agama memang tidak mengalami pergeseran 

peran. Artinya, keberadaan mereka sesungguhnya tetap pada tempatnya semula 

dan tidak banyak bersinggungan secara langsung dengan perubahan-perubahan 

yang teIjadi di tingkat sistem administrasi pemerintahan desa. Dengan kata lain, 

di tempat penelitian, apa pun wujud sistem administrasi pemerintahan desa yang 

berlaku status elit agama tidak pemah terusik dan tergeserkan (sebagai anutan 

dan figur keteladanan) kendati pun terus teIjadi perubahan demi perubahan di 

bidang pemerintahan dan kekuasaan formal. Hal ini memungkinkan karena 

status dan peran elit agama lebih menyentuh tataran nilai-nilai yang abadi 

dan universal sifatnya. Sedangkan sistem administrtasi pemerintahan desa serta 

perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalamnya lebih menyentuh masalah-

masalah formal dan teknis sifatnya dalam konteks hubungan negara dengan 

masyarakat. 

Oleh karena itu, antara sistem administrasi pemerintahan desa dengan 

peran moral dan kultural elit agama bukan sesuatu yang dikotomik dan 

potensial dipertentangkan. Walaupun keduanya memang merupakan dua dunia 
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yang berbeda, namun hidup dalam sebuah sistem sosiai yang sama. Dalam 

konteks sedemikian, bagaimana menjelaskan peran elit agama seudah 

diberlakukannya UU Nomor 5/1979 sebagai wujud pembaharuan 

administrasi pemerintahan desa? 

Dari data (dan anaiisis data) yang telah disajikan di muka nampak jelas: 

Pertama, elit agama tidak pemah mempersoaikan sedikit pun teljadinya 

perubahan-perubahan dalam sistem administrasi pemerintahan desa termasuk 

berlakunya UU Nomor 5/1979 berikut berbagai konsekuensi sosiai politik yang 

menyertainya. Misalnya, antara lain, berubahnya status desa menjadi kelurahan 

serta hilangnya lembaga rembug desa dan LMD untuk kemudian diganti dengan 

LKMD yang langsung dipimpin oleh kepala kelurahan. Di samping itu, hak 

otonomi desa untuk mengatur rumah tangganya sendirinya juga hilang, karena 

setelah menjadi kelurahan seluruhnya menjadi urusan pemerintah. 

Kedua, elit agama dalam kapasitasnya sebagai tokohlpemuka 

masyarakat tidak terlibat dan menjadi bagian secara langsung dalam lembaga

lembaga formal pemerintahan desa seperti LKMD, sesuai dengan isyarat UU 

Nomor 5/1979. Bahkan ketika Sagento masih berstatus sebagai desa pun, elit 

agama juga tak pemah menjadi bagian secara langsung dan resmi baik lembaga 

rembug desa maupun LMD dan LKMD. 

Dalam kondisi demikian, elit agama temyata tidak pemah menjadi 

penghalang dalam konteks pemberlakukuan UU Nomor 5/1979 di tempat 

penelitian berikut sosialisasi dan pelaksanaan program-program pembangunan 
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setempat. Elit agama justru mendukung berbagai program pembangunan yang 

diprakasai oleh pihak kelurahan. Bahkah elit agama ikut menjadi penentu 

penting dari setiap kebijakan pemerintahan kelurahan terutama yang 

berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Misalnya, 

menyangkut status tanah bengkok, pendirian rumah sakit Budha, renovasi pasar 

Gajayana dan sebagainya. Akan tetapi keterlibatan elit agama dalam penentuan 

kebijakan publik itu bersifat tak langsung. Yakni melalui tradisi atau lembaga 

sowan dan permohonan restu dari pihak pemerintah kelurahan kepada mereka. 

Persetujuan dan restu para elit agama menjadi sangat penting dan dibutuhkan 

sebagai lembaga pemberi legetimasi terakhir dalam menentukan sebuah 

kebijakan publik setempat. Dan bisa dipastikan sebuah kebijakan publik tak 

akan pemah diputuskan dan diberlakukan tanpa persetujuan kalangan elit 

agama setempat. Selain itu, kalangan pemerintah kelurahan justru aman, 

yakin dan penuh percaya jika sebuah kebijakan telah mendapat restu kalangan 

elit agama. Sebab, jika elit agama setuju maka pada tataran masyarakat 

umumnya tak akan muncul masalah yang berarti. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dukungan yang berasal dan 

diberikan oleh kalangan elit agama sesungguhnya dapat dipahami sebagai sebuah 

dukungan pasif Pasif dalam pengertian: Perlama, mereka tidak pemah 

mengambil inisiatif terhadap sesuatu hal untuk diutamakan dan dilaksanakan 

oleh pihak pemerintah kelurahan; Kedua, mereka tidak pemah menjadi bagian 

atau terlibat secara formal dalam lembaga-lembaga pemerintahan kelurahan 
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seperti LKMD; Ketiga, mereka tidak pernah menampilkan sikap agresif dan 

reaktif terhadap kebijakan dan perilaku pemerintahan kelurahan yang dinilai 

kurang pantas dilihat dari sisi agama, etika dan moral. Keempat, rnereka tidak 

pernah ikut campur terhadap urusan pemerintah kelurahan. Keterlibatannya 

dalam penentuan kebijakan publik lebih karena sengaja dilibatkan oleh 

pemerintah kelurahan sendiri dengan cara sowan dan meminta restu kepada elit 

agama itu sendiri. 

Hal ini sekaligus menunjukkan betapa karisma seorang elit agama masih 

begitu berpengaruh tidak saja di kalangan masyarakat melainkan juga bagi 

pemerintah setempat. Keberadaan dan peran elit agama dalam masyarakat 

setempat ter-nyata bukanlah sebuah fenomena sederhana dan yang dapat 

dipandang sepele atau sebeleh mata khususnya oleh pemerintah. Keabsahan 

sebuah kebijakan pemerintah akan memiliki nilai lebih manakala hal itu 

mendapat restu dari kalangan elit agama. Ini berarti pula bahwa sebuah 

kebijakan bisa saja tidak disambut oleh masyarakat jika elit agama setempat 

merasa kurang berkenan walaupun tidak dinyatakan secara terbuka danJatau 

meramaikannya di depan publik, umat. 

Dalam demikian itulah sesungguhnya tampak bahwa elit agama 

memainkan peran simbolik yang mampu memancarkan pengaruh tidak saja 

terhadap warga masyarakat (umat muslim) melainkan juga terhadap elit formal di 

dalam mengambil keputusan serta melaksanakan program dan proyek-proyek 

pembangunan yang membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. 
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Ha! semacam itu temyata bukanlab yang baru dalam sejarah kaum ulama 

dan kiai di Indonesia. Hasil pene1itian Iskandar (1993) tentang pergu1atan 

pemikiran kiai dan ulama pada masa kolonia! terlihat jelas, betapa, misalnya, 

seorang kiai yang bemama Ahmad Sanusi memainkan peran penting sebagai 

simbol kekuatan rakyat dan keteladanan, di daerah Jawa barat pada masa 

kolonia!, tidak saja untuk melawan penjajab Belanda melainkan dalam bersikap 

dan bertingkab sebagai muslim. 

Keli11Ul: Administrasi PemerinJahan Desa yang Adaptif 
dan Teknis Administratif 

Sebagaimana tergambar pada Bab sebelumnya, dapat dinyatakan 

babwa di atas pennukaan realisasi UU Nomor 5/1979 berjalan dengan baik 

dan lancar. Ketika sebuab desa yang bemama Sagento diubah statusnya oleh 

pemerintah menjadi kelurahan pada awal dekade 1980-an, sungguh tak terlihat 

ada sesuatu yang "istimewa". Tak ada gejolak atau prates apa pun yang 

muncul dari dalam masyarakat, tennasuk juga dari mereka yang sangat 

berkepentingan menjadi petinggi atau pemimpin fonnal setempat. Padabal 

dengan perubahan status itu dapat membawa beberapa konsekuensi, baik secara 

politik maupun sosial dan budaya. Misalnya, Pertama, kebebasan dan hak 

otonomi masyarakat untuk memilih dan menentukan sendiri petinggi atau 

kepala desanya menjadi hilang, karena kemudian harus dan hanya ditentukan 

oleh pemerintah. Kedua, kebebasan dan hak otonomi mengatur dan menentukan 
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urusan rumah tangganya sendiri menjadi hilang pula, karena semuanya lebih 

ditentukan oleh pihak pemerintah melalui lembaga pemerintah tingkat terendah 

yang bernama kelurahan. Keliga, lembaga kemasyarakatan yang bernama 

rembug des&, yang kerap disinyalir sebagai wajah depan "demokrasi" di 

pedesaan, hams pula menemui ajalnya dan digeser oleh LMD. Kemudian, LMD 

itu pun harus pula menerima kenyataan tatkala ia ditiadakan atau paling kurang 

dilebur menjadi LKMD pada saat desa itu berubah wajah menjadi kelurahan. 

Dengan demikian, perubahan status desa menjadi kelurahan berikut 

konsekuensi politik dan sosial budaya yang mengiringinya, sesuai dengan 

tuntutan UU Nomor 5/1979, tak ubahnya seperti menggantikan papan nama 

sebuah kantor. Masyarakat setempat, agaknya tidak banyak "peduli" 

sekaligus tidak merasa terganggu dengan perubahan lembaga pemerintahan 

tersebut. Fenomena ini mengedepan antara lain karena perubahan status desa dan 

realisasi UU Nomor 5/1979 tersebut dianggap tidak banyak berkaitan langsung 

dengan kebutuhan diri masyarakat. Juga tidak banyak membawa perubahan 

substansial bagi masyarakat bersangkutan. 

Namun demikian, dalam kenyataannya, realisasi UU Nomor 5/1979 

tersebut, agaknya, hanya berhenti di tingkat teknis administratif pemerintahan. 

Kenyataan ini tampak jelas dalam beberapa hal, misalnya: fungsi dan peran 

yang dimainkan lembaga pemerintahan (kelurahan) tidak lebih dari urusan-urusan 

yang bersifat sangat praktis dan rutin seperti mengesahkan surat menyurat 

dalam urusan jual beli tanah, mengumpulkan pajak, mengurus kartu keluarga, 
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KTP, memberikan pengumuman pemerintah lewat RTIRW, menyeleng-

garakan urusan surat-menyurat serta hal-hal lain yang serupa dengan itu. 

Sementara itu, program-program dan proyek-proyek pembangunan 

desa lebih merupakan pekeljaan pemerintah (kelurahan) itu sendiri, tidak 

saJa dalam proses perencanaan tetapi juga pada tingkat realisasinya di 

lapangan. Ada kecenderungan bahwa kalangan pemerintah kelurahan sangat 

sui it menggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat. Karenanya, masyarakat 

tidak banyak terlibat dalam proses pembangunan desa, sebab hal itu justru lebih 

dianggap sebagai tugas dan kewajiban pemerintah sendiri. Kalaupun ada 

keterlibatan masyarakat, itu lebih pada tingkat realisasinya di lapangan. 

Misalnya, dalam bentuk dana atau tenaga yang sangat terbatas dan "pokoknya" 

ada. 

Kenyataan tersebut adalah sejalan dengan hasil penelitian dua peneliti 

Belanda Bijlmer dan Reurink (1988) di lingkungan urban Jawa. Kedua peneliti 

ini menyebutkan; dalam persepsi penduduk, pemerintah terutama bertanggung

jawab memelihara jalan, gang, kesehatan umum, dan sebagainya. Bahkan 

mereka umumnya berpendapat bahwa pemerintah lokallah yang seharus 

berinisiatif. Penduduk kampung memerima kewajiban yang diberikan, tetapi hal 

ini harus dibatasi, sebagai tambahan dan sebanding dengan kepentingan 

mereka. Aparat pemerintah dengan sejumlah lembaganya dilihat sebagai 

perluasan dari pemerintah nasiona\. Bagi mereka hal ini melambangkan 

Indonesia modem seperti halnya. objek prestise. Loyalitas mereka menjadi 
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nyata selama persiapan dan pesta pada hari raya tahunan. Rakyat tidak menolak 

ungkapan pembangunan bangsa ini dan menurut sepanjang keterlibatan mereka 

tetap dalam batas-batas. lstilah "partisipasi simbolik" cukup memadai untuk 

mencerm inkan sikap ini. 

Bagi masyarakat setempat, turut membantu atau berpartisipasi dalam 

urusan pembangunan pesantren dan turut mendukung aktivitas-aktivitas yang 

bersifat sosial-keagamaan jauh lebih penting dan lebih jelas hasilnya, begitu 

pula pahala (reward) yang akan diterima, daripada mengeluarkan dana atau 

bersusah payah untuk kepentingan kelurahan yang belwn jelas dipergunakan 

untuk apa dan siapa. 

Di SISI lain, sebuah lembaga yang dilengketkan ke pemerintah 

kelurahan yang bemama LKMD, yang secara ideal diharapkan sebagai wadah 

menghimpun tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka atau elit-elit masyarakat 

untuk pada gilirannya menjadi saluran aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, temyata tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. LKMD 

hanya sekedar papan nama dan tidak memiliki peran apapun dalam seluruh 

proses pembangunan desa. Dalam kenyataannya, orang-orang yang diangkat 

sebagai pengurus atau anggota LKMD pun bukanlah para pemuka, tokoh atau 

elit masyarakat, melainkan orang-orang yang dianggap "tepat" menurut lurah 

bersama ketua-ketua RTIRW. Dan meraka yang diangkat itu temyatajuga tidak 

aI.tif dan memang tidak banyak diajak bicara oleh kalangan kelurahan sendiri. 
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Berkaitan dengan ini, menarik untuk kembali diungkapkan hasil 

penelitian Bijlmer dan Reurink (1988) yang menyebutkan, fungsi LKMD 

hampir tidak sebagai organisasi warga. Pertemuan-pertemuan diadakan hanya 

bila diperintah dari atas, misalnya, sebelurn Hari Kemerdekaan, lembaga ini 

pada saat itu harus memutuskan bagaimana subsidi tahunannya digunakan. 

Topik-topik lainnya dalam rapat hampir semata-mata mengenai masalah 

hukurn dan tatanan, serta sasaran yang garis besamya telah diberikan oleh 

pemerintah. Pertemuan-pertemuan itu tidak dihadiri oleh masyarakat urnurn 

tetapi oleh perangkat desa, para tokoh dan ketua RTIRW. Para ketua RTIRW 

menghadiri pertemuan itu hanya bila keljasama mereka dibutuhkan. 

Dibandingkan dengan LKMD, lembaga-Iembaga kemasyarakatan yang 

bermuatan keagamaan seperti: lembaga-Iembaga lahlilan, mejelis-majelis 

la'lim. iSlighosah. serna'an al-Qur'an, serta organisasi-organisasi sosial-

kemasyarakatan lainnya, jauh lebih eksis dan berfungsi dengan baik dalam 

melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada tataran yang 

bersifat sosio-kultural dan spiritual-keagamaan. Hal ini terbukti bahwa dalam 

kehidupan keseharian masyarakat di mana lembaga-Iembaga kemasyarakatan 

tersebut tak pemah sepi dari peserta, bahkan dianggap sebagai aktivitas 

keagamaan rutin yang sudah seharusnya diikuti dengan baik. Sedangkan lembaga

lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah, terkecuali PKK, di samping 

sangat jarang mengadakan pertemuan, tetapi juga tidak memiliki peran apa pun 

baik dalam konteks pemerintahan maupun kemasyarakatan di tempat penelitian. 
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Peran lembaga-Iembaga kemasyarakatan tradisional semacam yang 

disebutkan eli atas itulah yang justru masih bertahan dengan baik di berbagai 

masyarakat lokal di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh beberapa 

penelitian seperti penelitian Buntoro (\988) di pedesaan Jeneponto, Sulawesi 

selatan. Juga penelitian Manyambeang (\988) di Pidie, Aceh. 

Kenyataan sedemikian tidak berarti masyarakat setempat menolak dan 

bersikap tak acuh terhadap sistem administrasi atau birokrasi pemerintahan yang 

didasarkan pada UU Nomor 5/\979. Mereka menerima dan menghargai 

sistem (baru) tersebut sebagai aturan formal pemerintahan, tetapi tidak perlu 

harus mempengaruhi dan mengatur sikap, tingkah laku serta pola hubungan 

sosial yang telah melembaga dalam masyarakat. Begitu pula tidak harus 

memporakporandakan perilaku budaya yang telah lama menjadi mainstream 

dalam harmoni kehidupan masyarakat. Sistem administrasi dan birokrasi itu 

memang harus ditaati dalam konteks hubungan masyarakat dengan pemerintah, 

letapi tidak dalam perilaku budaya dan hubungan sosial murni masyarakat. 

Karena ilu, kalangan pemerintah kelurahan sendiri dalam 

melaksanakan apa yang diisyaratkan oleh UU Nomor 5/1979, j ustru 

cenderung menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosial 

selempat, mengikuti irama kehidupan sosial Sagento. Misalnya, hampir tak 

salu pun keputusan-keputusan pemerintah kelurahan yang berkaitan langsung 

dengan masyarakat yang diambil secara sepihak lanpa melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat, khususnya elit agama atau para kiai, selempat. Paling tidak, ada tiga 
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kasus yang perlu dikemukakan di sini, yakni kasus rencana pendirian Rumah 

Sakit Budha yang tidak disetuji oleh para kiai dan kemudian diikuti oleh 

masyarakat, kasus tanah bengkok yang semula milik desa kemudian diaJihkan ke 

kelurahan (para kiai menyetujui hal ini sehingga pihak kelurahan berani untuk 

tidak menyetujui pennintaan pemerintah kabupaten agar tanah tersebut 

dikembaJikan ke pemerintah kabupaten), renovasi pasar induk Kelurahan 

Gajayana di mana para kiai ikut dilibatkan. Upaya mehbatkan kalangan elit 

agama itu memang tidak dengan cara menempatkan atau mengangkat mereka ke 

daJam lembaga resmi seperti LKMD melainkan dengan cara "berkonsultasi", 

kulonuwun dan sowan ke rumah-rumah mereka, para elit agama itu. 

Hal ini, barangkali, sekaligus menunjukkan suatu pengakuan dari elit 

formal (birokrasi pemerintahan) tentang adanya suatu kekuasaan dan 

kewibawaan tak resmi dalam masyarakat masyarakat. Lewat beberapa 

penelitian, Koentjaraningrat (1984), misalnya, mengakui dengan tegas betapa 

kekuasaan dan kewibawaan tradisional dalam masyarakat, khususnya 

masyarakat desa, di Indonesia masih cukup kuat mempengaruhi lingkungan 

sosialnya. 

5.2. MEREKONSTRUKSI TEORI S{JBSTANTIF DARI DATA 

Mengacu pada temuan-temuan penelitian dan analisis temuan penelitian 

sebagaimana telah dideskripsikan di muka maka selanjutnya penelitian ini 

mencoba merekonstruksikan teori substantif tentang status dan peran elit 
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agama setelah diberlakukannya UU Nomor 5/1979. UU Nomor 5/1979 itu 

sendiri adalah wujud dari pembaharuan sistem administrasi pemerintahan desa 

di era Orde Baru. 

5.2.1. Elit Informal Sesudab Diundangkannya UU Nomor 5/1979 

Dari kenyataan emiprik menunjukkan bahwa status dan peran elit 

agama tetap merupakan fenomena besar dalam masyarakat di tempat penelitian 

walaupun anasir-anasir dari luar terus-menerus menerpa dan tak akan pemah 

berhenti yang tentu saja membawa pengaruh tersendiri. Salah satu di antaranya 

adalah muncui dan berlakunya UU Nomor 5/1979 yang sepenuhnya merupakan 

rekayasa pemerintah pusat dalam rangka memperbaharui sistem administrtasi 

pemerintahan desa. Dalam arus perubahan demi perubahan yang terus 

berlangsung itu, khsusnya di bidang administrasi pemerintahan desa yang 

memiliki akibat sosial politik yang cukup jauh, temyata tidak dengan sendirinya 

menempatkan elit agama sebagai pemimpin, pemuka dan tokoh masyarakat 

"kelas dua". Dengan demikian status dan peran mereka tidak mengalami 

pergeseran (sosial-kultural), walaupun UU Nomor 5/1979 memberikan muatan 

kekuasaan yang begitu besar, dominan dan sentralistik kepada seorang 

pemlmpm formal (birokrasi pemerintahan) yang bemama Kepala Desa 

dan/atau Kepala Kelurahan. Bahkan, prinsip-prinsip manajerial administratif dari 

UU tersebut sangat sulit diterapkan tanpa dukungan dari para elit agama 

setempat. 
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Hal itu mengedepan dalam indikasi-indikasi berikut: 

- elit agama dipandang sebagai pemimpin umat oleh masyarakat setempat; 

- elit agama adalah figur panutan yang berkarisma tinggi dan 

berpengaruh baik terhadap masyarakat maupun pemerintah; 

- Tradisi sowan dan meminta restu kepada elit agama masih cukup kuat di 

kalangan masyarakat setempat; 

- Dalam menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat banyak, pemerintah kelurahan selalu sowan dan meminta 

restu kepada elit agama; 

- Kalangan pemerintah merasa sangat sui it menggerakkan partisi pasi 

masyarakat tanpa bantuan para elit agama, biarpun itu dalam 

pelaksanaan program pembangunan fisik; 

- elit agama selalu di tempatkan sebagai pembina dan bahkan pelindung 

dalam setiap organisasi sosial kemasyarakatan setempat baik yang 

dikelola oleh kalangan pemuda maupun wanita; 

- elit agama selalu menjadi rujukan bagi masyarakat dalam konteks 

beragama maupun sosio kultural; 

- elit agama selalu menjadi rujukan dan tempat bertanya bagi kalangan 

elit-elit lainnya di luar komunitas elit agama; 

- J ika elit agama hadir dalam suatu acara atau upacara resmi baik yang 

diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah kelurahan dalam 

berbagai acara atau upacara resmi baik yang diselenggarakan oleh 
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masyarakat maupun pemerintah kelurahan, mereka selalu menempati 

urutan teratas dalam ucapan penghormatan. Misalnya, ucapan "Yang 

Terhormat Almulcarrom Kiai Haji. .. " 

- Pesantren sebagai simbol kebesaran dan "kekuasaan" elit agama 

sekaligus merupakan simbol kebanggaan masyarakat setempat; 

- Partisipasi masyarakat lebih ditujukan bagi pengembangan pesantren 

daripada untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan (fisik) yang 

diprakarsai oleh pemerintah kelurahan; 

- Elit agama tidak pemah tampil sebagai penghalang terhadap 

berbagai kebijakan pemerintah kelurahan, melainkan selalu 

memberikan dukungan; 

- Elit agama akan tampil sebagai kekuatan kontrol atau kelompok kritis 

manakala terdapat kebijakan dan perilaku pemerintah kelurahan beserta 

aparatusnya yang tak pantas dilihat dari sisi agama, etika dan moral. 

Berdasarkan deskripsi dan fenomena tersebut maka dapatlah disusun 

tiga proposisi berikut: 

Pertama: "Status dan peran elit agama merupakan fenomena 

kultural masyarakat sedang berubah yang religius dan kental 

tradisi keagamaannya". 
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Kedua: "Elit agama merupakan agen moral dan kultural 

di dalam masyarakat". 

Ketiga: "Elit agama merupakan pendukung pasif tapi di

seganildiperhitungkan dalam pembaharuan sistem 

administrasi pemerintahan desalkelurahan". 

Keempat: "Kehadiran kiailelit agama tertentu yang 

kapasitas dan pengaruhnya jauh melampaui batas geografis 

lokal dapat mengangkat ketokohan dan kharisma kiai 

lainnya baik di mata elit formal maupun di hadapan 

masyarakat". 

5.2.2. UU Nomor 5/1979 dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

182 

Kenyataan empirik menunjukkan bahwa UU Nomor 5/1979 dalam 

praktik penyelenggaraan pemerintahan desa tempat penelitian khususnya 

setelah berubahnya status desa menjadi kelurahan kurang berjalan danlatau 

berkembang sesuai idealismenya sebagai wujud pembaharuan sistem 

administrasi pemerintahan desa, melainkan lebih menyentuh masalah-masalah 

di tataran formal dan telrnis administratif belaka. la hampir tak pemah 

menyentuh masalah-masalah yang esensial/substansial dalam masyarakat 
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sesuai yang diisyaratkan UU tersebut. Dalam banyak hal ia lebih banyak 

menyesuaikan diri dan melakukan adaptasi-adaptasi dengan irama kehidupan 

masyarakat pada tataran pennukaan. Hal ini tampak dari fenomena-fenomena 

berikut: 

Pemerintah kelurahan hanya sibuk dengan urusan-urusan rutin di balik 

tembok kantor kelurahan seperti melayani pembayaran pajak, pengurusan 

Kartu Keluarga dan KTP, melayani pengurusan surat-menyurat resmi dan 

hal-hal lain yang serupa; 

Pemerintah kelurahan dan perangkat-perangkatnya lebih menampilkan diri 

sebagai pegawai pemerintah yang "abdi negara" yang terpisah dengan 

masyarakat dan kurang tampak sebagai "abdi masyarakat" yang menyatu 

dengan masyarakat itu sendiri; 

Dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintahan, pemerintah 

kelurahan dan perangkat-perangkatnya lebih menyesuaikan diri dan 

melakukan adaptasi, pada tingkat pennukaan kasat mata, dengan mainstream 

dan kecenderungan-kecenderungan kultural setempat sehingga kurang 

memiliki inisiatifuntuk melakukan hal-hal yang lebih besar dan esensial; 

- Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, pemerintah kelurahan lebih 

memusatkan perhatian dalam pembangunan fisik seperti membangun 

gapuro, memperbaiki saluran air, memperbaiki jalan-jalan kampung, 

memberikan pengurnuman pemerintah melalui lembaga RTIRW; 
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- Pemerintah kelurahan kurang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat 

dalam berbagai kegiatan pembangunan kecuaJi harus bekerjasama dan/atau 

meminta restu dan petunjuk terhadap kalangan elit agama atau para kiai. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut dapat diformulasikan suatu 

proposisi (sebagai proposisi kelima) berikut: 

"Administrasi pemerinlahan duallce/urahan sesudah diundangkannya 
UU Nomor 511979 tidak lebih dari proses penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan yang bersifat adaptif dan teknis 
administratif' 

Mengacu pada keempat proposisi di alas, kini dapatlah direkonstruksikan 

suatu teon yang berlabel interaksi-simbolik mengenai status dan peran elit 

agama dalam masyarakat sesudah berlakunya UU Nomor 5/1979 sebagai 

wujud dari pembaharuan sistem administrasi pemerintahan desa di era Orde 

Baru. 

Berlakunya UU Nomor 5/1979 berikut berubahnya status desa menjadi 

kelurahan tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran status dan peran elit 

agama dalam masyarakat setempat. Dalam kenyataannya, di satu sisi, 

pemberlakuan dan realisasi UU tersebut tidak berkaitan langsung bahkan tidak 

bersentuhan dengan status dan peran elit agama. UU tersebut lebih mengatur 

masalah dan urusan-urusan formal masyarakat di tataran teknis administratif 

semata. Di sisi lain, status dan peran elit agama sesungguhnya tetap pada 

tempatnya semuJa, sebagai agen moral dan kultural serta sebagai figur anutan 

dan pusat keteladanan. Jadi, tak ada yang digeser. Artinya, di samping peran 
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yang dimainkannya tak pernah menyentuh secara langsung bidang politik 

dan pemerintahan sejak semula,juga sampai saat ini mereka tetap dipandang 

oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin umat, tokoh anutan yang 

berkharisma tinggi. Bahkan, kalangan pemlmpm formal (birokrasi 

pemerintah) setempat juga memandang elit agama sebagai sangat 

berpengaruh dalam masyarakat. Karena itu tradisi sowan ke elit agama atau 

para kiai tidak saja dilakukan oleh masyarakat umumnya tapi juga oleh 

kalangan pemimpin formal dalam rangka meminta restu dan bahkan 

meminta petunjuk. 

Bagi pemimpin formal, e1it agama setempat adalah sosok pemimpin 

masyarakat memiliki kelebihan, keistimewaan dan bahkan "kesaktian" 

tertentu. Pemimpin formal memandang dirinya tak akan berhasil dan tak 

akan lama bertahan dalam jabatan kepemimpinannya tanpa memperhitungkan 

dan meletakkan pada derajat yang tinggi faktor elit agama atau para kiai dalam 

aktifitas, penampilan dan perilaku kepemimpinannya. 

Fenomena demikian menunjukkan bahwa elit agama atau para kiai 

sesungguhnya adalah simbol tradisi dan agen moral dalam masyarakat setempat. 

Sementara masyarakat setempat dalam jalinan hubungan sosial menampilkan 

simbol-simbol tertentu yang memberi makna sebagai refleksi dari rasa hormat 

kepada elit agama atau para kiai sebagai sumber dari simbol-simbol dalam 

interaksi sosial. 
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ltulah malma yang harus dipahami dari tradisi serta perilaku sowan dan 

minta restu dari masyarakat dan pemimpin fonnal kepada elit elit agama atau 

para kiai. Juga merupakan malma dari simbol-simbol yang melembaga dalam 

masyarakat melalui ucapan-ucapan atau pengakuan-pengakuan seperti: kiai 

adalah pewaris para Nabi, kiai adalah guru, kiai menyimpan sesuatu yang 

tersembunyi, kiai memiliki kelebihan dan keistimewaan, kiai memiliki 

sesuatu yang "sulit dimengerti", kiai memiliki karomah dan semacamnya. 

Dengan demikian, antara pancaran kharisma elit agama atau para kiai 

yang kemudian melahirkan simbol-simbol yang dapat diinterpretasi dan 

dipahamai ke dalam makna-makna tertentu baik oleh masyarakat maupun 

pemerintah atau pemimpin fonnal, inilah yang pada gilirannya telah 

membentuk apa yang disebut Blumer sebagai tindakan bersama dalam 

interaksi manusia dalam sebuah masyarakat. Kenyataan di tempat penelitian 

menunjukkan hal ini teljadi. 

Pada titik ini, dapat ditarik suatu rumusan teoterik yang lebih abstrak 

sifatnya lebih abstrak mengenai mengapa elit agama elit agama atau para kiai, 

dalam kenyataannya di tempat penelitian masih dan tetap berada pada posisi 

yang tinggi di mata masyarakat serta begitu dihonnati dan di tempatkan 

sebagai pemimpin mereka (umat) yang sebenarnya yang patut diteladani serta 

menjadi anutan melebihi siapa pun dalam masyarakat bersangkutan: 

"Elit agama akan tetap menjadi figur dan simbol keteladanan sosial yang 

mampu menawarkan nilai-nilai spiritual, moral dan sosial se«:ara efektif 
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dalam masyarakat yang memiliki akar tradisi keagamaan yang kuat 

(religious society) sekaJipun masyarakat tersebut sangat terbuka dengan 

perubaban serta tergolong maju dan moderen". 

Oalam masyarakat demikian di mana nilai-nilai, etika dan moral agama 

telah begitu melembaga sebagai lapisan terdalam di dalam tradisi setempat. 

Dengan lain perkataan, tradisi yang berkembang dalam masyarakat serta 

perilaku keseharian masyarakat merupakan refleksi dan pancaran dari rasa 

keberagamaan. Tradisi tersebut dipelihara secara terus-menerus sebagai 

sesuatu yang sangat berharga. Elit agama, dalam konteks ini, tampil sebagai 

agen sosial secara bersarnbung dalam setiap generasi dan zaman, sehingga 

sosialisasi atau intemalisasidantransformasinilai-nilai.etika dan moral 

keagamaan tetap serta terus berlangsung tanpa ada satu titik zaman pun 

yang terlewatkan. Oengan demikian proses pelembagaan kehidupan yang 

religius menjadi konstan dan tertanam kuat terhadap setiap anggota 

masyarakat. Karena itu, pemimpin agama pun menjadi tetap penting adanya. 

Artinya, mereka akan tetap menjadi kekuatan simbolik yang bermakna dalam 

masyarakat. Oi samping itu, masyarakat demikian pada dasamya adalah 

contoh dari masyarakat yang mandiri dan hingga batas tertentu berdasarkan 

kemampuannya sendiri berusaha untuk maju tanpa menggantungkan diri, 

apalagi menjadi beban, pada negara. Institusi keagamaan dan negara, dalam 

hubungan ini, justru saling menghormati eksistensi dan saling memahami 

peran dan fungsi masing-masing. Sedangkan masyarakat yang menjadi "Iahan" 
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kekuasaan rnasing-rnasing juga rnernbutuhkan institusi keagamaan dan negara 

sekaligus dalam konteks kepentingan dan tingkat yang berbeda. Sehingga 

karena itu baik institusi keagamaan rnaupun negara dapat hidup 

berdarnpingan dalarn satu rnasyarakat yang sarna. 
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BAB6 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINY A 

6.1. KESIMPULAN 

Mengacu pada apa yang dideskripsikan pada bab-bab terdahulu, 

khususnya bab hasil-hasil dan analisis hasil penelitian serta bab pembahasan 

hasil-hasil penelitian, maka kiranya dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dari 

penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

f'ertama, berlaku dan diterapkannya UU nomor 511979 yang membawa 

berbagai konsekuensi sosial politik, di daerah tempat penelitian, tidak 

mengalami ketegangan serta menimbulkan situasi yang stress strain atau 

problematik baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun 

antarkelompok dalam masyarakat. Di daerah di mana penelitian ini 

dilaksanakan, pemberlakuan UU Nomor 5/1979 berikut berubahnya status desa 

menjadi kelurahan dipandang sebagai sesuatu yang biasa dan normal-normal 

saja oleh seluruh kalangan dalam masyarakat setempat. Mereka tidak pemah 

meributkan berlakunya UU Nomor 511979. Mereka juga tidak pemah 

mempersoalkan status desanya yang berubah menjadi kelurahan, meskipun 

mereka menyadari benar konsekuensi politik yang mengiringinya. 

Sungguh pun demikian, adalah sebuah kenyataan yang sulit dipungkiri 
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bahwa realisasi UU Nomor 5/1979, di daerah tempat penelitian, sangat terasa 

sebagai pemberlakukan suatu rule of game dari sebuah kehendak politik 

yang kehilangan roh dan kering nuansa, sehingga tak lebih dari sebuah siklus 

rutinitas bureaucratic mechine yang sangat teknis administratif sifatnya. 

Padahal secara ideal ia justru dipandang sebagai pembaharuan sistem 

administrasi pemerintahan desa yang mampu mengangkat seluruh potensi 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 

Kedua, kalangan elit agama adalah figur yang sudah sejak lama di 

posisikan oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin urnat juga sebagai 

tokoh anutan yang berkharisma tinggi sekaligus sebagai simbol moral dan 

kultural masyarakat. Peran sebagai simbol moral dan sosial kultural elit agama 

yang dimaksud ternyata tidak tergeserkan oleh peran elit atau kepemimpinan 

formal (birokrasi). Dengan kata lain, kehadiran pemimpin birokrasi yang 

secara ideal konstitusional menempatkan dirinya sebagai sentra dan bersifat 

dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat tidak menjadi kenyataan 

di daerah tempat penelitian. Mengapa demikian? Maksudnya mengapa status 

dan peran elite agama atau para kiai tak tergeserkan? Sebabnya adalah karena 

tak ada sesuatu yang perlu digeser. Sejak semula status dan peran elit agama 

atau para kiai tersebut sesungguhnya sudah jelas. Yakni, bermain di bidang dan 

area sosial keagamaan sebagai sosok pemimpin yang merasa berkewajiban 

membangun dan mempertinggi kualitas moral dan etika masyarakat. Bukan 

orang-orang yang berambisi mempengaruhi masyarakat dengan menguasai 
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lembaga-Iembaga formal birokrasi apakah itu yang dulu disebut rembug desa 

atau kini yang bemama LKMD. Atau menjadi Kepala DesaIKelurahan 

sekalipun, mereka tak pemah memimpikannya. Dengan demikian, sistem 

administrasi pemerintahan desa apapun yang diterapkan, elit agama tidak 

akan pemah merasa terancam atau kehilangan sesuatu. Oleh karena "Iahan" 

garapannya dan "wilayah kekuasaannya" tidak banyak bersentuhan (secara 

langsung) dengan sistem kerja mesin birokrasi pemerintahan desa yang bersifat 

rutin dan teknis administratif tersebut. Apa yang dimainkan oleh elit agama 

atau itu pada dasamya lebih menyentuh kebutuhan mendasar dan substansial 

sifatnya bagi masyarakat manusia atau sesuatu yang telah melembaga sejak lama 

dalam masyarakat setempat. Dan ini tidak terlalu bergantung pada sistem 

administrasi dan aturan-aturan formal lainnya. 

Dalam konteks demikian, elit agama atau para kiai tidak pemah 

menghalangi pemberlakukan atau realisasi UU Nomor 5/1979 termasuk dalam 

hal perubahan status desa menjadi kelurahan. Berlakunya UU itu dan 

berubahnya status desa mereka menjadi kelurahan dipandang tidak membawa 

dampak apa pun terhadap posisi dan peran mereka dan bahkan dianggap tak ada 

kaitan logisnya. Mereka memandang dirinya sebagai tetap pada tempatnya 

semula. Artinya, peran yang mereka mainkan tak ada kaitannya dengan UU 

pemerintahan desa. Misi dan peran yang mereka emban dipahami sebagai 

bemilai universal yang tidak terlalu terikat oleh perubahan dalam konteks 

formal bahkan ruang dan waktu. Kenyataan sosial demikian sampai tingkat 
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tertentu justru merupakan dukungan terhadap pemberJakuan UU Nomor 5/1979. 

Hanya saja dukungan tersebut lebih sebagai dukungan pasif. Maksudnya, 

dukungan yang bersifat tak langsung sekaligus sebagai kekuatan kontrol 

terhadap kebijakan dan perilaku pemerintah setempat. 

Keliga, dalam kondisi sedemikian itu, kepemimpinan birokrasi 

dan/atau pemimpin formal yang direpresentasikan oleh Kepala Kelurahan dan 

perangkat-perangkat kelurahan lainnya justru tidak memancarkan karisma di 

mata masyarakat setempat. Ini tidak berarti masyarakat menolak dan tidak 

meng-hargai kepemimpinan birokrasi. Masyarakat tetap memandang kalangan 

birokrasi (kelurahan) setempat sebagai lembaga kepemimpinan, hanya saja 

lebih dalam konteks hubungan antara masyarakat dengan pemerintah danlatau 

negara dalam batas yang bersifat formal teknis administratif. Oleh karena itu, 

daJanl hubungan ini, masyarakat berurusan dan merasa berkepentingan dengan 

pemerintah kelurahan hanya sebatas hal-hal yang bersifat formal semata di mana 

cam pur tangan negaralpemerintah serta legalisasi birokrasi tidak dapat 

dihindari. Misalnya, dalam urusan jual beli tanah, urusan Kartu Tanda 

Penduduk, Kartu Keluarga, urusan pemikahan, membayar pajak, dan lain

lain yang serupa dengan itu. Dalam memperlanar tugas dan memperoleh 

keabsahan, pemimpin formal (birokrasi) itu sendiri justru yang acapkali sowan 

ke elit agama atau para kiai setempat, misalnya untuk meminta restu terhadap 

suatu rencana (pembangunan) tertentu yang akan dilaksanakan oleh pihak 

kelurahan. 
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Keempat, partisipasi masyarakat yang muncul dan berkcmbang, di dacrah 

tempat penelitian, bukan karena peran kepemim-pinan birokrasi atau pemimpin 

formal serta ditujukan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan pemerintah setempat 

sebagai-mana yang diisyaratkan UU Nomor 511979. Melainkan justru 

berkembang karena rasa hormatnya yang tinggi kepada elit agama atau para kiai 

sekaIigus sebagai wujud dari komitmen keagamaannya yang tinggi pula. Karena 

itu, partisipasi masyarakat daIam pembangunan lebih cenderung diorientasikan 

dan ditujukan untuk kepentingan si'ar agama dan pengembangan pondok-pondok 

pesantren setempat. 

Hal ini terjadi oleh karena masyarakat memandang proses dan aktifitas 

pembangunan (terutama daIam pengertian fisik) di desa setempat - apalagi 

setelah statusnya berubah menjadi kelurahan - lebih sebagai urusan pemerintah, 

bukan urusan masyarakat. Di samping itu, masyarakat memandang partisipasi 

yang ditujukan atau diberikan kepada pemerintah, misalnya dalam bentuk 

sumbangan dana, adalah sesuatu yang tak jelas dipergunakan untuk apa dan 

siapa. Akan tetapi, partisipasi untuk kepentingan si'ar dan da'wah agama serta 

pengembangan pesantren diyakini sebagai sesuatu yang jauh lebih bermanfaat 

berikut imbalan (reward) yang diterima juga jelas, yakni berupa pahala dari 

Tuhan, kelak. Selain itu masyarakat setempat juga menyadari benar bahwa 

pengembangan pesantren sangat bergantung pada partisipasi masyarakat oleh 

karena ia adalah sebuah lembaga swadaya. bukan lembaga pemerintah. 
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6.2. IMPLIKASI TEORETIK 

Mencennati temuan-temuan serta teori substansif yang dihasilkan, 

agaknya, penelitian ini memiliki suatu keunikan tersendiri di tengah-tengah 

penelitian-penelitian lainnya yang serupa danlatau penelitian sosial yang 

berbicara seputar keberadaan dan peran elit agama dalam masyarakat setelah 

diundangkannya UU Nomor 5/1979. 

Elit agama menampilkan diri sebagai fenomena yang tetap menguat 

kendatipun dalam konteks di mana terjadi perubahan-perubahan terusmenerus 

dalam sistem pemerintahan desa, seperti berlakunya UU Nomor 5/1979, yang 

tentu saja membawa konsekuensi sosial politik tersendiri. Antara lain, dalam 

konteks penelitian ini, status desa berubah menjadi kelurahan yang juga 

membawa akibat sangat jauh bagi masyarakat setempat. Misalnya, terjadi 

proses negerisasi begitu rupa dalam aktifitas pembangunan. Dalam konteks 

negerisasi itu, elit agama atau para kiai justru sangat menentukan dalam proses 

pengambilan keputusan desa, walaupun mereka tidak menjadi bagian dari 

lembaga-Iembaga pemerintahan desa seperi LKMD. Keterlibatan mereka dalam 

proses pengambilan keputusan muncul lewat apa yang disebut lembaga sowan 

dan minta restu yang dilakukan oleh elit fonnal (birokrasi) terhadap elit agama 

atau para kiai setempat. 

Pemimpin kelurahan tidak pemah berani mengambil keputusan publik 

tanpa melewati tradisi sowan dan meminta restu terlebih dahulu dengan elit 
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agama atau para kiai setempat. Dan jib elit agama tersebut menyatakan 

keberatan maka keputusan publik itu tak akan pernah muncul dan 

diterapkan. Ini berarti, elit agama atau para kiai merupakan pemberi 

keabsahan/legetimasi terakhir dalam proses pengambilan keputusan dalam 

masyarakat setempat. Dengan demikian, posisi mereka sebagai fenomena 

kultura1 dalam masyarakat tak pernah goyah. Bahkan sampai kini pun masih 

merupakan mainstream utama sistem sosial setempat. Sehingga, tatkala 

pemimpin birokrasi memerankan fungsinya mau tak mau harus mengikuti irama 

mainstream sistem sosial tersebut. Dalam konteks sedemikian inilah wacana 

realisasi UU Nomor 5/1979 yang hanya bersifat teknis administratif yang 

berulangkali elisebutkan eli muka eli letakkan. Ia tidak menyentuh semangat dan 

idealisme pemberlakuannya. Bahkan ia nyaris bersifat ahistoris bagi masyarakat 

setempat. 

Sementara penelitian-penelitian lainnya, misalnya penelitian Usman 

(1990) meredusir bahwa elit agama justru tersingkirkan dalam proses 

pengambilan keputusan di desa akibat muncul dan menguatkan kepemimpinan 

birokrasi pasca berlakunya UU Nomor 5/1979. 

Selain penelitian Usman, sebenarnya masih cukup sui it dijumpai 

penelitian-penelitian lainnya yang lebih memusatkan perhatian mengenai 

peran elit informal dalam konteks pemberlakuan UU Nomor 5/1979. Akan 

tetapi kaIau penelitian-penelitian seputar peran elit da1am konteks sosial 

politik, pada urnurnnya memang sudah cukup banyak. Beberapa di antaranya 
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yang dapat disebut adaIah penelitian Robert van Niel (1984), Munculnya Elit 

Moderen Indonesia, yang banyak mengurai tentang tampilnya elit-elit baru di 

Indonesia di era kolonial. Penelitian Soelaiman Soemardi (196S) yang 

dipublikasikan dalam bentuk artikel beljudul "Some Aspect of the Social 

Origins of the Indonesian Political Decision-Makers", adalah sebuah 

penelitian lainnya tentang elit. Penelitian Soemardi ini sebenamya lebih 

berbicara atau menelusuri biografi para menteri, anggota legislatif serta para 

pejabat tinggi negara pada dasawarsa 19S0-an. 

Sementara itu, terdapat pula penelitian Donald K. Emmerson (1976), 

Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politic, yang lebih berbicara 

tentang perilaku - konflik dan adaptasi - komunitas elit yang tampak terus 

bertahan di posisi strategis. Ada dua lembaga penting yang dicermati Emmerson, 

yakni lembaga legislatif dan birokrasi terutama mengenai corak-corak orang

orang yang bermain di dalam kedua lembaga tersebut. 

Selain tiga penelitian yang disebut itu, belakangan juga muncul 

penelitian-penelitian lainnya mengenai elit. Misalnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Albert Widjaja (1982), 8udaya Polilik dan Pembangunan 

Ekonomi. Penelitian content analysis yang berangkat dari hipotesis bahwa 

perubahan kultur politik dari pimpinan-pimpinan masyarakat memberi pengaruh 

terhadap jalannya pembangunan ekonomi ini berupaya membandingkan dua 

periode sejarah perkembangan politik di Indonesia, yakni periode Demokrasi 

Terpimpin di bawah Soekamo . dengan periode Orde Baru di bawah 
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kepemimpinan Presiden Soeharto. Kalangan elit politik yang dimaksud Widjaja 

di sini adalah para pejabat pemerintah, pimpinan militer, politisi partai, 

pimpinan agama, tokoh-tokoh usahawan, tokoh-tokoh profesi dan pengarah 

pendapatumum (opinion leaders). 

Barangkali, patut pula disebutkan bahwa ada sejumlah penelitian 

mengenai kedudukan dan peran elit di beberapa kelompok etnis yang 

dihasilkan oleh empat peneliti muda Indonesia peserta latihan di Pusat Latihan 

Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLPIIS) yang diumumkan oleh sebuah buku yang 

disunting Alfian (1988), Kelompok E/it dan Hubungan Sosial di Pedesaan. 

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, kecuali penelitian Usman, 

tak satu pun yang berbicara mengenai peran elit, khususnya elit agama 

dalam konteks pemberlakuan UU Nomor 5/1979. Dengan demikian, maka 

penelitian ini berikut konstruksi teoretis yang dihasilkan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam memahami dengan 

tepat status dan peran elit agama atau para kiai di pedesaan (dan kelurahan) 

sesudah diundangkannya UU Nomor 5/1979 sebagai wujud dari pembaharuan 

sistem administrasi pemerintahan desa. 

Selanj utnya, penelitian ini mencoba menawarkan beberapa saran 

sekaligus sebagai rekomendasi baik untuk kepentingan (pengembangan) teoretis 

maupun praktis. 

Dalam konteks (pengembangan) teoretis; lahir dan berlakunya UU 

Nomor 5/1979 sebagai pembaharuan sistem administrasi pemerintahan desa 
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sesungguhnya di satu sisi memang menawarkan prinsip, standar dan pedoman 

kerja yang sarna dalam manajemen administrasi pemerintahan desa sehingga 

mungkin lebih mudah bagi kalangan pemerintah atas desa untuk melakukan 

pembinaan dan evaluasi secara nasional. Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran 

UU tersebut di sarnping bersifat sangat memaksakan penyeragaman 

(uniform) sehingga mematikan tradisi pemerintahan lokal yang justru lebih 

efektif dalam mengaktualisasikan potensi partisipasi masyarakat, juga 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa realisasi UU tersebut sangat 

terasa sebagai kehilangan esensi dan rohnya karena yang tampil ke permukaan 

tak lebih sekedar pelayanan formal birokratis yang teknis administratif dan 

cenderung membuat jarak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. 

Dengan demikian berarti ada persoalan yang cukup serius mengitari 

UU Nomor 5/1979 tersebut dari berbagai sisi. Dan ini, bagi kalangan ilmuwan 

sosial, mengisyaratkan perlunya penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam 

dan terinci. Misalnya menyangkut masalah: arah dan orientasi, latar belakang 

politik, ongkos sosial politik, efektifitas pelayanan birokrasi, penyimpangan

penyimpangan birokratis, res pons dan partisipasi masyarakat, dominasi negara, 

dan masih sederet masalah lainnya di pedesaan dari dan dengan berlakunya UU 

Nomor 511979 tersebut. Penelitian ini menjadi semacam petunjuk dalam 

mengenali dan merumuskan penelitian-penelitian lebih lanjut dan mendalam 

untuk kemudian melahirkan suatu teori formal khususnya dalam konteks 

sosiologi kebijaksanaan negara. 
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Bagi kepentingan pmktis, terdapat bebempa samn sebagai rekomendasi 

penelitian ini. Perlama, dalam merancang bangun dan memberlakukan sebuah sisten 

administmsi pemerintahan desa hendaknya mencermati dengan seksama konteks 

dan karakteristik empirik yang melembaga dalam masyarakat. Artinya, ambisi 

pemerintah yang acapkali memaksakan kehendak untuk membuat semuanya 

menjadi seragam (unifi}rm) yang sekaligus menafikan pluralitas dan pluralisme 

masyarakat, mungkin, sudah saatnya dihentikan. Ambisi semacam itu kini semakin 

tidak relevan dengan semangat zaman, dan jika tetap dipaksakan ia hanya akan 

"gentayangan sebagai "hantu" yang suatu ketika menakutkan dan mengundang 

bahaya baik inasyarakat maupun pemerintah sendiri. Kecenderungan dan arus utama 

yang kian mengedepan di kalangan masyarakat kini justru tuntutan ke arah 

demokratisasi serta tampilnya wajah dan perilaku birokrasi yang ramah dan 

partisipatif, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, upaya pembaharuan sistem 

administmsi pemerintahan desa seharusnya tidak menafikan pluralisme masyarakat 

dan nilai-nilai tradisi yang mengakar yang justru sangat mendukung bangkitnya 

partisipasi masyarakat. 

KedlJa, di dalam menerapkan kebijakan apa pun, terutama yang bersifat 

strategis dan menyentuh kepentingan masyarakat, di pedesaan dan kelurahan, 

sungguh sangat penting memperhitungkan keberadaan elit agama. Sebab 

bagaimanapun pengaruh dan kharisma mereka masih cukup kuat mengakar dalam 

m8syarakat. Karena itu, mereka sesungguhnya adalah sumber daya potcnsial bagi 

pembangunan masyarakat. 
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